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P R~ KAT A 
~ku yang berjudul POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN 

PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH MALUKU 
adalah salah satu hasil kegiatan Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi 
Kebudayaan daerah Maluku Tahun Anggaran 1984/1985 sedangkan 
penerbitannya baru dapat dilaksanakan dengan Anggaran Proyek Penilitian, 
Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nil ai Budaya Daerah Maluku tahun 
1992/1993. 

Buku ini perlu disempurnakan karena usaha lnventarisasi dan 
Dokumentasi masih meru,pakan langkah awal yang belum sempurna 

Kami menyadari bahwa semuanya ini dapat terlaksana berkat adanya 
kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Oleh karena itu kami 
menyampaikan penghargaan dan ter ima kasih kepada Direktur Direktorat 
Sejarah dan Nilai Tradisional Dit jen Kebudayaan Bapak Prof. DR. 
S.BUDHISANTOSO, pemimpin dan staf Proyek Penilitian, Pengkajian dan 
Pembinaan nilai-nilai budaya di Jakarta, Pemerintah Daerah Maluku, 
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku Bapak Drs. L.M. 
SIRAIT, Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan Bapak 
MAMANUPUTTY BA, Rektor Universitas Pattimura dan staf, Tenaga ahli 
dan Tim Peneliti/Penulis Naskah. 

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan manfaat dalam 
usaha menggali dan melestarikan Kebudayaan Daerah Maluku menuju 
kepada Pelestarian Kebudayaan N asional. 

Oktober 1992 
Pemi 



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

fJ..'') eng an segala rasa senang hati, say a men yam but terbitnya buku-buku 
- hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-

Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah 
budaya luhur bangsa 

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan 
penyempurnaan lebih lanjut, namun demikian dapat dipakai sebagai bahan 
bacaan penelitian lebih lanjut 

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia 
yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami Kebudayaan
kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan 
demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi 
kesatuan dan persatuan bangsa 

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu kegiatan proyek ini. 
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SAMB UTA N 
KEPALA KANTOR WILAYAH 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
PROPINSI MALUKU 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
saya menyambut dengan gembira terbitnya buku POLA PENGUASAAN, 
PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL 
DAERAH MALUKU, sebagai salah satu hasil kegiatan Proyek Penelitian, 
Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Maluku. 

Buku ini akan menambah perbendaharaan pengetahuan tentang 
warisan budaya bangsa Indonesia sekaligus dapat merupakan informasi 
yang sangat berguna bagi masyarakat terutama generasi muda 

Saya yakin bahwa mulai dari penelitian dan penulisan naskah hingga 
terbitnya buku ini adalah berkat kerja sama yang harmonis dengan 
berbagai pihak, sumbangan pikiran para nara sumber, kesungguhan kerja 
dari para petugas dan ketekunan para peneliti/penulis. 

Usaha semacam ini perlu dikembangkan terus dan kepada semua pihak 
yang telah membantu sehingga memungkinkan terbitnya buku ini, saya 
ucapkan terima kasih. 

L Ambon, Oktober 1992 \c:::A ':ayah 
....,__;_ 

Drs. L. H. SIR~JT 
NIP. 130 317 256 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan kebutuhan yang sangat 
enting dalam menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan 
aripada tanahnya baik sebagai tempat berpijak maupun sebagai sumber 
enghidupan manusia it u sendiri. Bagi banyak orang tanah malah t idak 
apat dipisahkan daripada hidupnya sendiri. Keterikatan orang dengan 
anahnya dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan m anusi a dalam 
1asyarakat 

Sejarah menunjukkan bahwa dibelahan dunia ini sejak dahulu kala, 
anah turu t menent ukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 
.ehidupan masyarakat dan negara. Negara Inggris misalnya masalah tanah 
ernah menimbulkan gejolak-gejolak sosial yang berkepanjangan. 

Di negara Indonesia, tanah merupakan salah satu aspek yang turut 
:1empengaruhi kehidupan masyarakat. Manusia Indonesia yang diikat oleh 
radisi dan adat tidak dapat dipisahkan dari tanahnya. Tanah sudahmenjadi 
atu dengan kehidupan manusia Indonesia, sehingga agak sukar seorang 
ipisahkan dari t anahnya. Di sisi yang lain, tanah membawa pula 
nasalah-m asalah sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. 
~spek kehidupan ekonomi, sosial budaya juga dipengaruhi oleh hubungan 
nanusia dengan tanahnya. 

Setiap masyarakat adat di Indonesia, memiliki pandangan-pandangan 
ersendiri tentang hubungan manusia dengan tanahnya. Demikian pula 
>ola-pola kehidupan masyarakat setempat memberikan corak khas terhadap 
.ubungan manusia dengan tanahnya. 

Negara Indonesia di mana sebagi:m besar penduduknya 
nenggantungkan hidupnya pada usaha pertaman, maka tanah sangat 
nempengaruhi bahkan sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia. 
' anah bukan hanya sebagai sumber penghidupan atau sumber mata 
~encahar ian, namun segala kegiatan sehari-hari berpusat pada tanah. Manusia 
li lahirkan hingga dewasa kemudian mengembangkan keturunan serta 
ampai akhir hayatnya masih memerlukan tanah. Ini berarti bahwa tanah 
.dalah merupakan salah satu benda yang penting dan tinggi nilainya bagi 
:ehidupan manusia. Menyadari akan nilainya yang tinggi, maka timbullah 
.erbagai hak dan kewajiban yang mempunyai kaitan dengan tanah bahkan 
lapat pu la menimbulkan h al-hal yang kompl eks khususnya yang 
nenyangkut penguasaan, pemilikan maupun penggunaan tanah. 



Dalam masyarakat-masyarakat adat di Indonesia, pengaturan hak dal 
kewajiban yang berkaitan dengan tanah dalam perkembangannya ternyat; 
mendatangkan masalah-masalah yang dapat membawa dampak yang negati 
terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Menurut Wijono Prodjodkoro, SH setiap masyarakat adat di Indonesi< 
mempunyai pranata-pranata adat yang berl..eda-beda tentang tanah. 

Da!am kenyataannya masyarakat adat mempunyai kewajiban untu~ 
mengatur pmberian hak kepada warganya untuk menikmati hasil sert< 
segala sesuatu yang tumbuh diatas tanahnya antara membuka tanah dar 
menanaminya, 

mengambil hasilnya. Hal ini apabila berlangsung terus menerus, dapal 
merupak an kesempatan bagi warga masyarakat yang bersangkutar 
memperoleh hak milik atas tanah tersebut 

I . I.MASALAH 

Sesuai gambara...'1 umum yang dikemukakan, maka ada beberapa masala!: 
yang pada hakekatnya merupakan dorongan di lakukannya penelitiar: 
tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. 

> l ). Tidak jelasnya pola-pola penguasaan, pemilikan dan penggunaar 
tanah sehingga sering terjadi ketegangan- ketegangan sosial di beberapc 
daerah di Indonesia. 

> 2). Belum diketahuinya data dan infoemasi tentang pola penguasaan 
pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, yang dapat dijadikar. 
bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan dan untuk bahan studi. 

> 3). Dengan belakunya Undang-Undang Pokok Agr aria No. 5 Tahur. 
1960, akan menimbulkan perobahan-perobahan atau pola baru dalam hal 
penguasaan , pemilikan maupun penggunaan tanah. Kenyataa r. 
menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang telah melaksanakar. 
Undang- Undang Pokok Agraria ini, tetapi ada juga yang belum 
melaksanakannya sehingga terdapat dualisme Kenyataan yang lain 
menunjukkan bahwa dengan berlakunya UndangUndang No. 5 Tahur: 
1979 tentang Pemerintahan Desa, maka di beberapa daerah tertenh: 
terlihat hapusnya desa yang bersifat tradisonal yang dengan sendirinyc: 
diikuti dengan hapusnya hak-hak ulayat atau tanah-tanah di bek~ 
wilayah desa tradisional tersebut 

> 4). Bahwa pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional khususnya Su't 
Direktorat Sistem Budaya, belum mempunyai bahan tentang pole: 
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. 
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.2 . 'u J u A II 
Jjuan penelitian Aspek Tanah dalam rangka IDKD adalah sebagai berikut : 

1 ). Untuk mengetahu i bagaimana pol a penguasaan, pemil ikan dan 
penggunaan tanah secara tradisional pada daerah-daerah di Indonesia 

2). Untuk mengetahui sampai sejauh mana perobahan-perobahan yang 
terj§.di di dal am pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah 
dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa 

3). Diharapkan melalui peneli tian ini tersedia data dan informas i 
tentang pola penguasaan , pemilikan dan penggunaan tanah secara 
tradisional yang akan dipakai sebagai bahan kebijaksanaan dalam 
pembinaan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

4). Melalui penelitian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah 
ini, diharapkan tersedianya naskah yang realistis dan tertanggung jawab. 

3. HUANC l/NCKUP 

1 .3 .1. :M a t e r i 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini, mengandung dua komponen 
itu Pranata dan Tanah. Dengan demikian persoalan utama di titik 
·atkan pada pranata-pranata kebudayaan apa saja yang menjadi variabel 
1ma dalam pola penguasaan , pemilikan dan penggunaan tanah secara 
.disional pada suatu masyarakat tetentu. Demikian pula dilihat hubungan 
tara pranata-pranata tersebut dengan pranata kebudayaan lainnya yang 
:ara langsung atau tidak langsung terpengaruh atau m empengaruhi 
mata-pranata tersebut. 

1.3.2. yeograjis 

Lokasi penelitian ini adalah wilayah pulau Ambon, Kecamatan Leihitu 
ususnya desa/neger i Hitu yang terdiri : Desa Hitum ess ing dan Desa 
:ulama yang termasuk dalam kategori daerah rawan dalam masalah tanah 
Propinsi Maluku_ 

~ . PEHTANCCUNCAN JAWAB 

1.4 .1 . Persia1.an 

Langkah a.~af dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah usaha 
mahami Kerangka Acuan (TOR). 
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Sesudah pemahaman Kerangka Acuan, maka selanjutnya di bentuk Tin 
Penelitian yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris dan 3 orang Anggot< 
Kepada masing-masing anggota Tim, diatur pembagian tugas sesuai petunjU: 
dalam Kerangka Acuan antara lain : 

Ketua Tim sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas segal 
kegiatan, baik persiapan pengumpulan data sampai pada penulisan da 
penjilidan laporan penelitian. Sekretaris Tim bertanggung jawab ata 
administrasi dan sebagainya. 

Anggota Tim Penelitian bertanggung jawab atas pengumpulan data bai 
data kepustakaan maupun data lapangan sampai pada pengolahan data da 
penulisan laporan. 

1.4 .2. Penyuswum Jn.strumen Penefitian 

Sebelum kegiatan pengumpulan data di lapangan terlebih dahulu ole 
Tim, telah disusun instrumen peneli tian yaitu sejumlah daftar kwesion1 
sesuai petunjuk dalam Kerangka Acuan. 

1.4 .3 . Pengumpufan 'Data 

Kegiatan pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data kepustakac: 
dan peneli tian lapangan. Dalam usaha mencari data, data teor itis tel.: 
diusahakan menginventarisasi bukubuku yang mempunyai kaitan deng.: 
tanah baik melalui perpustakaan-perpustakaan yang ada maupun melal· 
beberapa instansi antara lain : Agraria, Pengadil<Ul Negeri dan sebagainya. 

Pengumpulan data di lapangan diawali dengan pndekatan terleb 
dahulu ke lokasi penelitian oleh Ketua Tim Peneliti. Setelah dikumpulk; 
informasi-infoemasi awal, kemudian selama kurang lebih dua minggu, Ti 
peneliti melaksanakan penelitian langsung ke lokasi penelitian. 

Dalam usaha mengumpulkan data, Tim menggunakan instrum 
penelitian yaitu daftar kwesioner yang telah disusun sesuai petunjuk d. 
Kerangka Acuan. 

1 .4 .4. Pengofahan 'Data 

Setelah terlibat dalam usaha pengumpulan data, maka Tim menyus· 
jadwal kegiatan pengolahan data untuk membicarakan sampai jauh rna 
data-data yang berhasil dikumpulkan dan selanjutnya data-data tersel: 
diolah dan disistimatiser sesuai petunjuk dalam Kerangka Acuan. 
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1.4.5. Pen.ulisan Laporan 

Kegiatan selanjutnya yang menyita banyak. wak.tu adalah penulisan 
)ran yang dibagi di antara anggota Tim peneliti/penulis. Untuk menjaga 
nya kesatuan pola berpikir dari para peneliti/penulis, maka dalam 
iatan penulisan laporan ini, setiap waktu tertentu diadakan pertemuan 
1 peneliti/penulis untuk saling bertukar informasi agar apa yang ditulis, 
lk menyimpang dari sistimatika yang ada Setelah semua konsep laporan 
.g ditulis diperiksa bersama, dilengkapi, ditambah maupun dirobah, 
Lirnya konsep laporan di gandakan dan selanjutnya di jilid untuk 
lUdian dikirim 

1 . 4. 6 . :J{am!Jatan I 'l(esulitan 

Dapat dikatak.an bahwa dalam kegiatan penelitian ini baik pada 
iatan awal sampai pada penulisan laporan, tidak ditemui kesulitan 
1pun hambatan yang terlalu besar. Kesulitan ataupun hambatan yang 
lSakan yang menyita banyak waktu adalah usaha mendapatkan data 
ustak.aan dan data penelitian lapangan. Kesulitannya adalah karena sangat 
>atasnya literatur yang berhubungan dengan tanah maupun lokas i 
:litian. Demikian pula usaha untuk mendapatkan keterangan dari sumber 
g pertama, sering dihalangi oleh perasaan keragu-raguan atas tujuan 
1gumpulkan data, karena sering dikaitkan dengan pajak, ipeda, 
engketaan tanah dan sebagainya 

'. 4. 7. (jam6a ran 5{/(h.ir 

Pada ak.hir kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat diungkapkan 
l-data berupa infor masi-informasi tentang sejarah dan latar belakang 
yarak.at dimana diadak.an kegiatan penelitian baik menyangkut : Keadaan 
grafi s , Pola Perkampungan dan Keadaan Penduduk. Demikian pula 
tang lat a r be laka n g Sosial Budaya yang menyangkut sejarah 
~ embangannya, mata pencaharian khususnya yang mempunyai kaitan 
] an t anah, s ist em kekerabatan sistem relegi. Selanjut nya informasi 
ang bagaimana sejarah dan perkembangan sistem pemerintahan baik 
, masa pra penjajah sampai dengan masa sesudah kemerdekaan. 

Setelah diungkapkan data-data yang mneyangkut lokasi penelitian dan 
)'arak.at serta kebudayaannya, mak.a selanjutnya dari hasil penelitian yang 
Limpu pada tanah, diharapkan dapatlah diperoleh gambaran mengenai : 

r - , 

I 1 .:~· :.; • ,; .. : ,, ·lil I 

1 :': ('?~o-ra! ! I'!~ '· <! '!, r~;,P. I 
I t::~ :•.J'L4 =~ J t••:i.,: _,.: :Jil 1 

I : :. , ,., •: :~ :'"} ! \ l ~ ; "". ' ' ) I 
--------------·-
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Pola Penguasaan Tanah yang meliputi pranata-pranata sosial yang berper. 
dalam penguasaan tanah baik menyangkut pranata politik, pranata reli1 
pranata ekonomi maupun hukum adat setempat dan juga bentuk penguasa. 
tanah. 

Selanjutnya Pola Pemilikan Tanah yang meliputi : pranata· prana 
sosial yang berperan dalam pemilikan tarah, baik pranata politik, ekonon 
religi maupun hukum adat setempat 

Demikian pula mengenai Pola Penggunaan Tanah, yang juga melipt 
pranata-pranata sosial yang berperan dalam penggunaan tanah baik prana 
politik, religi, ekonomi maupun hukum adat setempat dan jUI 
bentuk-bentuk penggunaan tanah. 

Suatu analisa tentang Pola Penguasaan, Pemilikan maupun Pengguna. 
Tanah, akan dibuat pada akhir penulisan ini dan ditutup dengan sua 
kesimpulan selesai menyeluruh, sehingga dapatlah diperoleh suatu data d 
informasi yang terpadu dan menyeluruh. 
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,l.l.fJKASI 

BAB II 

IDENTIFIKASI 

Lokasi yang menjadi sasaran dalarn penelitian ini adalah negeri Hitu 
mg terdiri dari dua desa yaitu desa Hitularna dan Desa Hitumessing yang 
asing-masing mempunyai wilayah dan pemerintahan tersendiri. 

Dalarn sejarah negeri Hitu diungkapkan bahwa sebelum masuknya 
1um Penjajah, hanya ada satu negeri yaitu negeri Hitu. Selanjutnya setelah 
asuknya Kaum Penjajah yaitu Portugis dan Belanda kemudian negeri Hitu 
rpisah dua menjadi Hitulama dan Hitumessing sampai saat ini. Dengan 
mikian di antara kedua desa tersebut dalarn aspek sosial budaya tidak ada 
rbedaan. 

Adat istiadat, bahasa yang digunakan, agarna adalah sarna Demikian 
.la di antara kedua desa tersebut, tidak ada batas ataupun jarak yang 
~misahkan kedua desa Hal-hal tersebut memberi petunjuk bahwa memang 
dua desa tersebut pada mulanya merupakan satu negeri yaitu negeri Hitu. 

Apabila dikatakan bahwa terbaginya negeri Hitu menjadi dua desa 
telah masuknya Kaum Penjajah , maka dapat di lihat bagaimana taktik 
njajah dalam usaha untuk menanamkan benih-benih perpecahan di 
langan bangsa kita. Dampak negatif daripada politik Kaum Penjajah 
mpai saat ini masih terasa pada kedua desa tersebut dimana 
.vaktu-waktu secara eksplosif terlihat pada sikap masing- masing desa 
tuk menunjukkan kelebihannya masing-masing. 

2.1.1 . Letaf:.. 

secara administratif negeri Hitu terletak di jazirah Leihitu, pulau 
1bon dan termasuk dalarn Kecarnatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 
camatan Leihitu terdiri dari 16 buah desa yaitu : Hatu, Liliboy, Allang, 
kasihu, Larike, As ilulu, Ureng, Negeri Lima, Seith, Kaitetu, Hila, wakal , 
:ulama, Hitumessing, Mamala, Morela dengan ibukota Kecarnatan adalah 
a 

Letak astronomis negeri Hitu adalah : 3°. 34 ' LS - 3°. 40 ' 

dan 127° 50 ' BT - 128° 18' BT . 

. as geografis negeri Hitu adalah : 

elah Utara berbatasan dengan Selat Serarn, 

elah Selatan · berbatasan dengan Kecamatan Baguala, 
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Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Kecamatan Salahutu, 

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Buru. 

Kecamatan Leihitu adalah salah satu Kecamatan dari Kabupaten 
Maluku Tengah yang ibukotanya adalah Masohi di pulau Seram. lni berarti 
bahwa Kecamatan Leihitu terletak di pulau Ambon, sedangkan ibukota 
Kabupaten Maluku ada di pulau lain yaitu pulau Seram yang hanya dapat di 
jangkau melalui pengangkutan laut (motor laut). 

Keadaan jalan pada tingkat Kecamatan sudah dapat dikatakan baik 
karena merupakan jalan mobil yang diaspal yang menghubungkan satu desa 
dengan desa yang lainnya. Hanya saja keadaan jalan sering tidak dapat 
bertahan lama karen a musim hujan berkepanjangan, mengakibatkan 
kerusakan dimana-mana, sehingga sering mengalami perbaikan. 

Keadaan jalan sebagaimana di kemukakan ini sudah jauh lebih baik 
daripada keadaan sebelumnya, mengingat bahwa tadinya jalan yang dapat 
di lalui kenderaan hanya terbatas pada desa tertentu saja, sedangkan 
selanjutnya adalah jalan setapak. Tetapi sekarang ini setiap desa sudah dapat 
dijangkau dengan kenderaan mobil. Keadaan jalan ini tentunya membawa 
pengaruh bagi komunikasi dan transportasi penduduk. 

Kalau pada beberapa tahun sebelumnya komunikasi dan transportasi 
penduduk sangat terbatas , maka keadaannya sekarang telah jauh berobah. 
Hal ini adalah sebagai akibat kemajuan-kemajuan dan perobahan-perobahan 
melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini. 

Semua desa dalam Kecamatan sudah dapat dihubungkan dengan kota 
Ambon sebagai ibukota Propinsi Maluku dengan kenderaan umum yaitu 
mini bus dengan frekwensi yang cukup tinggi. Dengan demikian bagi 
masyarakat setempat, pengangkutan sudah tidak merupakan masalah. 

2 .1.2. 'l(eaiaan (jwgrafis 

Secara geografis negeri Hitu baik Hitulama maupun Hitumessing 
terdiri dari dataran rendah yang agak sempit pada pesisir pantai, sedangkan 
sebagian besar terdir i dari tanah pegunungan yang diselang seling dengan 
lembah-lembah curam. 

Salah satu gunung yang terkenal di wilayah ini adalah gunung Wawam 
yang merupakan benteng pertahanan rakyat setempat di bawah pimpinan 
Kakiali melawan penjajah Belanda (VOC) pada abad ke-17. 
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Sama halnya dengan daerah Maluku lainnya, maka iklim setempat 
.dalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau antara bulan 
:eptember sampai dengan bulan Maret dan musin hujan antara bulan April 
ampai dengan bulan Agustus setiap tahun. Kenyataan menunjukkan bahwa 
neskipun ada dua musim, tetapi daerah Maluku Tengah termasuk daerah 
urah hujan yang cukup banyak. 

Keadaan alam dapat dikatakan cukup menarik karena terlt'ltak pada 
uatu teluk yang sangat indah dengan pantai yang bersih di tutupi dengan 
•asir putih dan lautt yang jernih dengan beranekaragam ikan dan karang 
aut yang memperlihatkan yang menyenangkan. Di samping itu, di 
•egunungan ditumbuhi pepohonan hijau di selang seling oleh kebunkebun 
engkih yang rimbun dan subur. 

Di daerah ini terdapat bermacam-macam tanaman dan pepohonan yang 
ersebar dalam hutan-hutan yang luas. Selain pohon-pohon sagu yang 
umbuhnya di mana-mana, juga terdapat pohon-pohon aren, kelapa yang 
umbuhnya secara liar di hutan-hutan dalam jumlah yang cukup besar. 
>emikian pula pohon duren, duku, langsat, manggis dan pohon buah-buahan 
Linnya, yang selalu menarik perhatian orang-orang yang dari tempat lain. 

Di samping itu, di dalam hutan berkeliaran binatang- binatang liar, 
hususnya babi hutan dalam jumlah yang cukup banyak. Tidak ketinggalan 
ula berjenis-jenis burung memenuhi hutan-hutan setempat 

2.1 .3 . Pofa Perl(ampungan 

Hitu sebagaimana yang telah dikemukakan terletak di jazirah Leihitu 
an termasuk dalam Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 
ecamatan Leihitu terdiri dari 16 desa yaitu ; Desa Hatu, Liliboy, Allang, 
'akasihu, Larike, Asilulu, Ureng, N egeri Lima, Seith, Kaitetu, Hila, Wakal , 
itulama, Hitumessing , Mamala dan Morela dengan ibukota Kecamatan 
~rkedudukan di desa Hila 

Negeri Hitu mempunyai 9 buah desa bawahan yang berstatus 
unpung dan dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. 

esembilan Kampung tersebut adalah : Wai Politi, Wai Wolong, Oli Baru, Oli 
mgah, Wanat, Telaga Kodok, Benteng Karang, Hulung dan Kampung Baru. 

Terjadinya "Desa Bawahan" ini, adalah masuknya orang-orang dari 
Lera_h lain yaitu_ suku But~n dari Sulawesy Tenggara yang terbanyak dan 
bag1an kec1l dar1 suku Bug1s dan daerah Kisar Maluku Tenggara 
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Secara fisik dapat dikatakan negeri Hitu balk desa Hitulama maupu 
desa Hitumessing belum termasuk dalam suatu pola perkampungan di tat 
secara teratur. Hal ini dapat dilihat dari lokasi dan bangunan rumah-ruma 
penduduk yang tersebar secara berhimpit- himpitan satu dengan lainnya cia 
kelihatannya sangat padat. Toko- toko kecil dan warung-warung terleta 
bersebelahan dengan r um ah tinggal pcnduduk. Pengaturan menurut R' 
me mang sudah ada, meskipun belum <lapat dikatakan sudah memad< 
karena t1dak adanya batas-batas :;ar:g Jelas. Kemudahan-kemudahan yan 
sudah ada an t ara lain, pelabuhan motor !aut yang menghubungi pula 
Ambon bagian Utar a de.ngan pulau Seram, k h ususnya Seram Bara 
Demik1an pul a sebuah mesjid yang cukup megah digunakan baik oleh de~ 
Hitulama maupun Hitumessing. 

Di samping itu ada sebuah Puskesmas yang setiap hari melaya.J 
masyarakat ke dua ..<esa Selanjutnya sarana pendidikan yang ada adalah S.l 
sebanyak 4 buah, dan 1 buah S.M.P Negeri. 

Jika dilihat dari .:<edudukan bangunan-bangunan rumah pendudul 
maka baik aesa p;tulama mapun desa Hitumessing digolongkan dala1 
bentuk desa "lm.cr" yang terletak sepanjang jalan raya serta memanjar 
seJajar dengar: pantai. 

2.2. P l N DUD UK 
2 2.1 _7umiafz Penauduf.. 

Dari data statistik yang ada menurut data ta.~un 1983/1984, ma1 
secara umum Jumlah penduduk negeri Hitu meliputi desa Hitulama dan de 
Hitumessing : Desa Hitulama 2816 orang, dan Desa Hitumessing 58E 
orang, yang dapat dilihat pada tabel l. Jika dilihat dari jumlah dan lu 
tempat pemukiman penduduk yang terpusat dalam suatu temp 
menunjukan kecendrungan adanya kepadatan. 

Pada tabel perkembangan penduduk seja.l< tahun 1980 menunjukk< 
bahwa setiap tahun ada pertambahan. Pertambahan jumlah penduduk seti 
tahun disebabkan karena kenaikan tingkat kelahiran. Pertambahan juml 
penduduk ini tentunya akan membawa dampak boni pembangun• 
inasyarakat desa secara menyeluruh. ,; 

Jelas ba.~wa untuk menunjang kegiata.'l pembangunan, diperluk 
tenaga manusia dalam jumlahyang besar. Dalam GBHN sendiri dikemukak 
bahwa penduduk adalah merupakan Modal Dasar pembangunan Nasion 
Hanya saja pertambahan penduduk yang tidak dikendalikan, ak 
mempengaruhi usa.~a peningkatan kehidupan masyarakat itu sendiri maup 
usaha menjaga keseimbangan dengan lingkungan. 
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~lt Ut!.l. J. 

DESA HITULAMA DAN HITUMESSING 

JUMLAH JUMLAH PENDUDUK A G A M A MATA PENCAHARIAN I 
DES A 

KK. PRIA WANITA JUMLAH ISLAM PROT. KAT HINDU BUDHA TANI NELA- PEG . 
I 

WlRA, 
YAN NEG. ~WASTA 

HITULAMA 463 1424 1392 2816 2795 21 505 647 96 7 

HITUMESSING 1087 3168 2714 5882 5597 285 625 584 108 35 

. - ~- -- -- -·- ------



Akibat pertambahan penduduk sebagaimana dikemukakan di atas, 
d.apat menimbulkan pengaruh-pengaruh antara lain : 

Ber tarnbahnya kebutuhan akan tanah. 

- Timbulnya pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, khususnya 
tanah pertanian. 

Pertambahan penduduk mmebawa akibat pula bagi penataan desa. Hal 
ini akan sangat terasa apabila setiap pemilik tanah hanya mementingkan 
diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan umum. Akib.at tata desa dan 
keindahan desa akan semakin sukar dilaksanakan. 

Demikian pula dengan bertambahnya penduduk, maka sifat 
individualist is akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga semangat 
kegotong royongan yang merupakan idealisme kehidupan masyarakat desa 
semakin pudar. 

2.2.2. Jeni.s Pendzu{uf;_ 

Ridjali, seorang pejuang dan penulis besar yang hidup pada abaci 
ke-XVII dalam karyanya yang terkenal " Hikayat Tanah Hitu " sebagaimana 
yang cH ceriter akan kembali oleh Valentyn 1) mengungkapkan bahwa 
semenanjung Hitu berturut -turut di singgahi dan di diami oleh 
kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang dari Tanuno (Seram 
Barat), dari Gilolo (Halmahera), dari Tuban (pulau Jawa) dan dari Gorom 
(sebuah pulau di sebelah Utara pulau Seram). Sebab-sebab imigrasi ini adalah 
karena k esulitan-kesulitan yang di alami di tempat asal, terutama yang 
berkait an dengan per ganti an kedudukan r aj a. Dalam perkembangan 
selanjutnya diceritrakan bahwa para imigran tersebut akhirnya yang menjadi 
nenek moyang dari penduduk neger i Hitu sekarang ini yaitu Raja Ampat 
atau Em pat Perdana masi ng -mas ing : Tanah Hitum essing , N usatapy, 
Totohatu dan Pat i T uban. Ke empat Per dan a in il ah yang merupak an 
tiang-t iang pemerintahan di neger i Hitu, dimana masing- masing memiliki 
t anda kebesaran dan warna kekuasaan yaitu ; Hitam , Merah, Kuning dan 
Hij au. Pada waktu diadakan upacara- upacara dalam negeri Hitu sampai 
sekarang ini raja Hitu selalu memakai keempat warna tersebut 

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam pertumbuhan dan 
perkembangan negeri Hitu sampai saat ini Penduduk yang sekarang ini 
mediami wilaysah negeri Hitu adalah merupakan keturunan dari keempal 
Perdana tersebut. Khususnya negeri Hitulama maupun Hitumessing sampai 
saat ini terdiri dari penduduk as li yang diturunkan dari nenek moyan~ 
Hitumessing, Nusatapy, Totohatu dan Pati Tuban. 
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Adanya marga Slamet yang juga merupakan keluarga yang mempunyai 
ekuasaan pemerintahan di negeri Hitu memberi petunjuk bahwa penduduk 
egeri Hitu sekarang ini merupakan ke turunan dan nenek moyang Pati 
uban dari pulau Jawa 

'engan demikian selain ke 9 kam pung bawahan yang termasuk dalam 
·ilayah neger i Hitu yang penduduknya terdiri dari pendatang dari suku 
uton (Sulawes i Tenggara) maupun dari kepulauan Maluku lainnya (Kisar 
[aluku Tenggara), maka penduduk negeri Hitu khususnya Hitumessing dan 
[i tulama adalah penduduk asli keturunan dari Empat Perdana sebagaimana 
isebutkan di atas. 

Kenyataan menunjukkan bahwa selain penduduk asli yang mendiami 
•ilayah tanah Hitu sekarang ini, terdapat pula penduduk yang bukan asli 
aitu pendatang yang mendiami wilayah tanah Hitu yang terdiri dari suku 
ut on, suku Bugis (Svl awesi Selatan) dan juga dari kepulauan Maluku 
endiri seperti or ang kisar (Maluku Tenggara) yang mendiami Kampung 
~enteng Karang, wilayah Hitu. 

',J . lATAH BllAKANC SOS/Al BUDAYA 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa negeri Hitu 
~rletak di pulau Ambon. Pulau Ambon terdi ri dari dua jazirah yaitu jazirah 
.eihitu di sebelah Utara dan jazirah Leitimur di sebelah Selatan. 

Sebagaimana halnya dengan orang-orang yang mendiami pulaupulau 
l.innya di daerah Maluku, make!. orang-orang Maluku yang mendiami pulau 
lmbon bertumbuh dan berkembang dalam keadaaan sosial-kultural yang 
erdapat disitu. Kekhususan yang dialami oleh orang-orang Ambon yang 
:1embedakan dar i suku-suku lainnya di bumi Nusantara ini, terkait erat 
engan tradisi a d at i s ti adat yang diturunkan oleh para lel uhur. 
'engaruhpeng aruh yang datang berbeda pula dalam hal-hal tertentu dan 
angg apan yang di be rik an oleh orang-orang yang berdiam di Maluk u 
erhadap pengaru h- pengar uh tersebut juga berbeda karena corak khas 
.aripada situasi kemasyarakatan dan kebudayaan di Maluku. 

Hikayat tanah Hitu yang ditulis oleh Ridjali mengemukakan 
1agaimana tanah Hitu dan man usianya mem iliki latar belakang sosial 
'udaya yang cukup kaya. dari kapata-kapata yang ada menunjukkan betapa 
:ayanya kebudayaan setempat. Dapat disebutkan antara lain kapata tentang 
•erang di benteng " Kapahaha " antar a penduduk setempat melawan 
lelanda 

i2 



2 .3 .1 . S e j a r a fi 

Jaman Portugis : Pada tahun 1512 a Abreo dan Serrao sebagai oran< 
Portugis yang pertama-tama menginjak kaki di pantai Hitu . Tetap 
sebelumnya seorang Pati dari pulau Jawa sudah tiba di Hitu dan tela! 
memperkenalkan agama Islam eli negeri Hitu. 

Menurut Ridjali 2) dalam " Hikayat Tanah Hitu " semenanjung Hit1 
berturut-turut dan eli eliami oleh kelomyok-kelompok kecil yan9 tereliri dar 
orang-orang dari pulau Seram (Barat), dari Halmahera (Gilolo) dari Tuba.J 
(pulau Jawa) dan dari Gorom (Seram) juga Bacan. 

Sebagai sebab-sebab imigrasi ini disebutkan, karena kesulitan-kesulita.J 
yang ditemui eli tempat asal , terutama yang berkaitan dengan pergantia1 
raja. Kenyataan menun jukkan bahwa para pemimpin daripada par 
pendatang tersebut diangg ap sebagai nenek moyang dari Raja Ampat c 
tanah Hitu yaitu : Tanahhitumessen, Nustapy, Tatohatu dan Pati Tuban. 

Pada abaci ke-16 dan ke-17 mereka adalah tdkoh-tokoh penting yan 
berakar di dalam masyarakat. dalam " Hikayat Tanah Hitu " diceritraka 
bahwa dalam tahun 1612/1 622 Kapitan Hitu pada waktu itu yaitu Tep: 
mengizinkan anaknya Mihin Jaguna berangkat ke Betawi untu · 
memperjuangkan agar orang-orang Banda yang elibawa oleh Jan Pieter Zoo 
Coen dar i Banda ke Betawi dikembalikan ke Banda lagi ata 
setidak-tidaknya ke Ambon. Usaha Mahirjiguna untuk mengembalika 
or?ng-orang Banda berhasil tetapi ia seneliri meninggal dunia dan mayatny 
dibawa pulang dari Betawi ke Ambon. Mahir Jiguna ini juga yan 
bersama-sama dengan Sibori anak dari Tubanbesi elisuruh oleh para Perdan 
ke pulau Jawa minta bantuan Belanda mengusir Portugis dari pulau Ambor 

Pada tahun 1602 Laksamana Portugis Andrea Furtado de Mendo2 
tiba di Ambon dengan A.ngkatan Perang yang cukup besar. Bar.yak seka 
korban yang jatuh dan sebagian besar mengungsi ke pulau Seram. Kapita 
Hitu yang sudah tua dihukum mati, tetapi anggota keluarganya clap< 
melarikan eliri. 

Kekuasaan Portugis ternyata tidak berlangsung lama, karena pada tahu 
1605, panglima POrtugis pada waktu itu Casper de Melo menyerah kepac 
Steven van der Haghen yang memimpin armada Belanda ke Ambon. 

Peralihan kekuasaan yang terjai eli pulau Ambon antara Portugis d< 
Belanda ternyata dalam hal-hal tertentu diambil keuntungan oleh Hi· 
antara lain dengan mengadakan hubungan-hubungan langsung dngan pul• 
Jawa, 
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maupun Ternate, Seram Barat, Buru, juga kepulauan Buton. Keempat raja 
Hitu telah menjalankan peranan yang sangat menentukan meliwati 
kepentingan-kepentingan setempat yang menjadi lebih berpengaruh termasuk 
di daerah sendiri. Pengislaman penduduk mendapat perhatian utama melalui 
kerja sama dengan orang-orang yang berpengaruh melawan orang-orang 
kafir. Kehidupan ekonomi pada waktu itu menjadi lebih baik bervariasi 
melalui penanaman cengkih secara besar-besaran. Banyak pedagang dari 
Jawa, Sulawesi, membawa beras, barang-barang tenunan, alat-alat musik, 
perhiasan dari emas dan perak untuk kemudian ditukarkan dengan cengkih. 

Rasa beneci orang-orang Hitu terhadap Portugis ternyata melalui 
bantuan yang sangat positif yang diberikan kepada Belanda Setelah Belanda 
Setelah Belanda dengan bantuan penduduk setempat berhasil mengusir 
Portugis, maka dimulailah kekuasaan Belanda di pulau Ambon. 

Van der Hag her selanjutnya mengadakan persetujuan dengan para 
pemimpin setempat dengan syarat-syarat antara lain : 

l ). Kami semua kepala-kepala bersumpah untuk membantu Gubernur 
terhadap semua musuh yang muingkin merencanakan untuk menyerang 
Gubernur maupun benteng, baik dari laut maupun dari darat 

2). Kami bersumpah bahwa kami tidak menjual cengkih kepada 
siapapun, melainkan kepada orang-orang Belanda 

3). Setiap orang akan hidup menurut agama yang dipeluknya 
masing-masing sesuai dengan apa yang dianggapnya merupakan 
kehendak Tuhan atau akan membawa keselamatan bagi mereka, akan 
tetapi tidak ada orang ang diperbolehkan menganiaya atau menganggu 
orang lain. 

4). Apabila Gubernur memanggil kami untuk melakuk.an sesuau 
pekerjaan. maka orang Uli Siwa wajib memberibantuan kepada orang Uli 
Lima dan demikianpun orang Uli Lima kepada Orang Uli Siwa 

5). Berdasarkan perjanjian-perjanjian mana, saya Gubernur atas nama de 
Heeren Staten General der rereenigde provintien dan Yang Mulia 
Pengeran (van oranje) berjanji untuk menolong dan mendampingi 
Kapitan H itu dan semua Kepala-Kepala dan rakyat dari 
daerah-daerahnya itu , seperti negara kami sendiri terhadap semua 
musuh-musuhnya 3) 

Bagi orang Hitu, kedatangan Belanda dirasakan sebagai suatu upaya 
mtuk melepaskan diri daripada tekanan Portugis. Penduduk Hitu mulai 
.ktif membangun negerinya . Dibangunlah mesjid dan melalui 
nadrasah-madrasah, anak-anak diberikan pelajaran agama, sedangkan 
.nak-anak Kepal a Suku diberikan pendidikan untuk mempersiapkan diri 
mtuk menerima tugas di bidang keagamaan 
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Jaman Belancla (Kompeni) : 

Kenyataan menunjukkan bahwa kedatangan Belanda (Kompeni) c 
pulau Ambon juga di Hitu mulai membawa keresahan di kalanga 
penduduk. Kapitan Hitu mulai dicurigai, karena tidak denga 
sungguh-sungguh membantu Belanda, Monopoli cengkih dan pengusaka 
pohon-pohon cengkih mulai merajalela 

Pacla tahun 1633, Kapitan Hitu Tepil meninggal dunia dan digan 
oleh putranya Kakiali. Pertentangan antara Belanda dan Kapitan Kakia 
semakin meruncing. Kakiali dipandang oleh penduduk sebagai tokoh yan 
diharapka dapat memimpin rakyat Hitu dari cengkraman penjajah Beland 
Karena pertentangan semakin men ingkat, maka Kapitan Kakia 
mengundurkan diri ke pegunungan, tetapi akhirnya melalui suatu siasat yar. 
licik Belanda berhasil menangkap Kakiali sete lah terlebih dahul 
mengundangnya naik ke kapal Belanda dengan dalih untuk ber undin' 
Kapitan Kakiali di tawan di kapal bersama sekitar 11 orang kaya lainny 
Kakiali dan orang kaya negeri Wakal Tumalesi di bawa ke Betaw 
sedangkan yang lainnya dilepaskan. 

Tindakan Belanda ini mendatangkan kemarahan rakyat Hitu sehings 
mereka bangki t mengangkat senjata melawan Belanda di bawah pimpina 
Ridjali. Peperangan antara rakyat Hitu melawan Belanda (Kompeni) i1 
terkenal sebagai peperangan Hitu yang berlangsung sekitar tahun 1634-164 
Akhirnya Belanda berjanji bahwa Kapitan Kakiali akan dipulangkan ~ 
negeri Hitu dan janji itu baru dipenuhi pacla tahun 1637. 

Kakiali dan Tumalesi dibebaskan oleh Gubernur Jenderal Van Diemen da 
tiba kembali di Hitu. Keadaan berobah kembali setelah Kakial difitna 
bahwa ia mengadakan perhubungan perdagangan cengkih secara diam-diaJ 
dengan Makassar . Kakiali kemudian mengungsi ke suatu bent eng 1 

peguungan wawani. 

Belanda berkali-kali berusaha merebut wawani tetapi tidak brhas 
Akh irnya digunakan cara yang lain yaitu daerah pantai d iblok 
tempat-tempat di mana rakyat biasanya mengambi l bahan makan< 
dimusnakan. Pohon-pohon cengkih, kelapa dan sagu ditebang. Karer 
tekanan-tekanan ini akhirnya banyak rakyat yang turun dari pegunung< 
menyerahkan diri, sedangkan Kakiali beserta anak buahnya tetap bertah< 
dipegunungan. 

Meskipun demikian, Belanda belum berhasil memerangi Kakiali di 
sisi anak buahnya Akhirnya Belanda berhasil menangkap Fransisco Toit 
seorang · Spanjol yang merupakan penasehat militer Kakiali kemudii 
menghianati Kakiali melalui tekanan Belanda Tanggal 16 Agustus 1643, 
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<akiali dibunuh oleh Toira dan tentara Belanda berhasil menduduki benteng 
(akiali dipegunungan Wawani. Banyak yang tewas dan Imam Ridjali berhasil 
nelarikan diri dengan Kapitan Tulukabessy dibenteng Kapaha di pegunungan 
liatas negeri Mamala 

Setelah pertanahan di pegunungan Wawani dikuasai Belanda dengan 
neninggalnya Kapitan Kakiali, maka Belanda melalui Gubernur Demmer 
>erusaha menekan r ak yat Hitu melalui Gubernur Demmer berusaha 
nenekan rakyat Hitu melalui beberapa kebijaksanaan antara lain : 

Jabatan Keempat Perana dihapuskan. 

Kapitan Baru eli angkat. 

Tiap negeri langsung dikuasai oleh Belanda 

Larangan rapat eli antara orang-orang Kaya 4) 

Ternyata te)(anan-tekanan tersebut tidak mengenaor Kan semangat 
>erl awanan rakyat. Tulu)(abessy dengar: dibantu oleh para pejuang dari 
Vawani mula: mengadakan perlawanan ternadap Be:anda ciari Benteng 
(apaha. Belanda menciapat kesulitan barv, karena beberapa kali usaha untuk 
nenguasai Benteng Kapaha tidak berhasil. Akhirnya Belanda mendatangkan 
>antuan dari pulau Seram. Sementara itu di negeri Hitu ada perkampungar: 
1aru yaitu orang- orang kaya Hitu memberanikan diri menghidupkan 
:embali kekuasaan Empat Perana. Putra Kakiali Wangsa diangkat menjad.i 
Capitan Hitu. Hal ini menyebabkar: Gubernur Demmer kembal: memusatkan 
1erhatiannya ke Hitu. MereKa berhasil mendapatkan seorang anak yang 
.apat menunjuk jalan ke Benteng Kapaha yang memang sukar dijangkau 
:arena dikelilingi oleh pegununga::. dan jurang-jurangyang terjal. Akhirnya 
.erhasil juga d.itemukan Benteng Kapaha oleh Belancia melalui serangan yang 
angat mendadak, sehingga ban~·ak pejuang yang tewas. 

Wangsa, Kapitan Hitu dan Pati Tuban terungkap, sedangkan 
'ulukabes y dan Ridjali berhasi l lol os melarikan diri dengan sisa- sisa 
•asukannya, tetapi akhirnya sejarah menentukan lain. Tulukabesy karena 
1enga lam i kepalaparan di pegunungan, menyer ah kepada Belanda dan 
epadanya dijatuhi hukuman mati yaitu di pancung kepalanya di halaman 
:enteng Vic toria Ambon pada tanggal 3 September 1646, sedangkan Ridjali 
erhasil melarikan diri ke Makassar. 5) 

i ,_•) .. -~ .. ~ ... ~~----1 

•c' ··:r,.t : . : '· . :: · , '."1 J 

~ ,_7 • ..... .l .! ~ ~-- . .. ;. :1 I 
.. ·-,·~~tt;"!·,,;,~~ ... .t"'!l 1 

L--------------
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Jatuhnya Benteng Kapaha, dibunuhnya Tulukabesy, mengakhi 
perlawanan rakyat Hitu untuk mempertahankan kemerdekaannya Guberm 
Demmer mulai bertindak lebih kejam melalui tindakan-tindakan drastis yar 
c!itempuh antara lain : 

Susunan masyarakat adat c!imusnakan. 

Semua negeri lama di pegunungan c!iperintahkan turun ke pesisir agar mua 
di awasi. 

Fungsi ke Empat Perdana c!ilenyapkan untuk selama-lamanya 

Negeri Hitu dikuasai langsung dari Bentng Victoria Ambon. 

Orang-orang Kaya berganti-ganti harus berc!iam di Benteng Victoria selarr 
6 bulan. 

Kebebasan yang sebelumnya masih memiliki, akhirnya hilang san 
sekali. Sebagaimana halnya di Jaz i rah Leitimur ctan Lease, rna~ 
kampung-kampung di tanah Hitu langsung berada dibawah pengawasan de 
kekuasaan Benteng. 

Setelah kurang lebih 10 tahun berlalu, dalam keadaan yang demikic 
maka para kepala-kepala mengajukan keberatan terhadap tempat tingg 
yang dipaksakan di Benteng. Pada mulanya Gubernur Ambon Jacob Husta: 
menyetujui untuk memindahkan Dewan negeri ke Hila, akan tetapi ternya 
Batavia masih curiga terhadap raja-raja Islam sehingga dalam tahun 166 
Dewan N egeri di hapuskan. 

Semua urusan-urusan penting diselesaikan di Benteng, sedangk< 
urusan-urusan yang tidak begitu penting, diselesaikan d i desa ya1 
bersangkutan yang bila perlu dihadir i oleh seorang wakil Kompe 
(Koopmon). Tindakan-tindakan tersebut c!iambil berdasarkan keamanan ba 
V.O.C. karena Demmer yakin bahwa hubungan antar hena begitu er 
sehingga sewaktu-waktu dapat merupakan ancaman bagi Kompeni. Pa, 
hakekatnya dengan tindakan- tindakan itu memusnakan dasar masyarak 
adat dan sekaligus menghancurkan cita-cita kenegaraan yang terapat dala 
Uli Helawan . Hubungan-hubungan geonologis teritorial dipecah-pecahkc: 
Golongan penduduk yang berlainan hena dicampur dan dipaksa berdia 
bersamasama di sebuah negeri yang baru.Kebijaksanaan ini mengakibatk 
sebagaian anggota dari suatu aman disebuh negeri yang baru jauh de 
tanahnya yang ada di daerah asalnya, sedangkan c!ipihak lain mereka tid 
berhak atas tanah c!idaerahnya yang baru. 
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Benih-benih perpecahan yang baru diletakan oleh penjajah Belanda 
inilah yang akhirnya membawa akibat yang terlihat sampai sekarang ini 
yaitu terbaginya negeri Hitu menjadi dua bagian yaitu negeri Hitularna eli 
sebelah Barat dan negeri Hitumessing eli sebelah Timur dengan pemerintah 
negeri sendiri-sendiri meskipun secara kultural, mereka adalah satu yaitu 
orang Hitu denga..!'l agarna dan budaya yang sarna. 

2.3.2. Sistzm maw pencafwrian hitfup !lan3 refcz,ansinya aengan wnah: 

Kenyataa.'1 menunjukkan bahwa dalarn kehidupan masyarakat 
pedesaan,tanah masih merupakarc faktor yang dominan. Bagi masyarakat 
Maluku umumnya, khususnya daerah Maluku Tengah hubungan manusia 
dengan tanahnya masih sangat kuat. perasaan menyatu dengan tanah tetap 
hidup d• kalangan masyarakat. Kenyataan ini dapat membawa dampak 
posistif maupun negatif. 

Dikatakan membawa dampak yang negatif karena dalarn keadaan yang 
tertentu t idak mudah seseorang itu diminta untuk meningga kan kampung 
halamannya ketempat lain meskipun tempatnya sendiri sudah tidak dapat 
member ik an ruang gerak yang luas untuk meningkatkarc dare 
mengembangkan kehidupannya. Seri:1g terJaciinya pertikaian-pertikaian dan 
pertentangan-pertentangan antar keluarga maupun antar kampung 
membuktikan hal tersebut. Demikian pula program transmigrasi lokal di 
daerah Maluku sering mengalami hambatan-hambatan karna tidak mudah 
memisahkan seseorang ataupun keluarga dnegan tanah tempat ia lahir dan 
dibesarkan. Disisi lain rasa menyatu dengan tanah membawa dampak 
posistif , karena senatiasa ada usaha untuk menjaga dan memelihara tanah 
dengan baik. Demikian pula rasa cinta tanah kelahiran menjadi motivasi 
yang kuat untuk senantiasa mengabd.i pada tanahnya. 

Denga.'1 demikian dapatlah disimpulkan bahwa kehidupa..n ma..nusia 
sangat dekat dnegan tanahnya. Baik untuk makan, tempat berteduh maupun 
setelah meninggal dunia, tanah adalah merupa..kan keperluan primer. DaJarn 
kaitan itu masyarakat negeri Hitu sangat tergantung hidupnya pada tanah. 

Penggunaan dan penguasaan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup 
>etiap hari kelihatan jelas dari tabel 2. 

Mata pencaharian penduduk yang berpusat pada tanah : 

::>ertanian 

'erkebunan 

'eternakan 
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Tabel 2. MATA PENCAHARIAN 

YANG BERIIUBUNGAN DENGJ\N TJ\NI\11 

MA'I'A PENCAHARIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TAN AII 

D E s A 

PER'I'ANIAN PERKEBUN AN PE'I'E RNAKAN 

H I •r IJ L A M A 4 HA 5 HA 1 IIA 

H I T U M E S S I N G 5 HI\ 15 ' II A 2 HA 



Tanah Pertanian 

Penggunaan tanah untuk usaha pertanian meliputi : tanam~ u~i: 
ubian, kacang tanah, ubi jalar, ketela pohon dan jagung. Usaha ~rtan1an 1m 
sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan konsums1. ke luar.ga. 
sedangkan kelebihannya dapat dijual untuk menambah penghas!lan set1ap 
anggota ke!uarga 

Sebagaimana diketahui makanan pokok masyarakat negeri Hitu adalah 
sagu tumbuh dan berkembang secara alamiah. Dengan demikian usaha 
pertanian seperti ubi-ubian, jagung, ketela pohon dan sebagainya adalah 
merupakan pelengkap. Luasnya tanah pertanian tersebut dapat dilihar pada 
tabel 3. 

Kenyataan menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah untuk usaha 
pertanian semakin terbatas karena perkembangan penduduk. Dalam usaha 
pertanian ini, sering terjadi bahwa seorang yang memiliki tanah pertanian 
yang cukup luas atas dasar suatu persetujuan dapat menyerahkan sebagian 
tanahnya untuk digarap oleh orang lain dengan sistim bagi hasil 60 % bag· 
penggarap sedangkan 40 % bagi pemilik tanah. 

Tanah Perkebunan 

Disamping pemanfaatan tanah untuk tanaman umur pendek 
sebagaimana disebut diatas, maka masyarakat setempat memanfaatkan 
sebagaian besar tanahnya untuk perkebunan. Hal ini dapat dilihat pada 
trabeL 4. 

Penggunaan tanah untuk perkebunan 1m, dititik beratkan pada 
tanaman umur panjang seperti kelapa, pala dan cengkih. Jenis-jenis tanaman 
umur panjang in i merupakan usaha pokok yang dikaitkan dengan usaha 
masa depan. Ini berarti pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan dalam 
hal ini tanaman umur panjang yang merupakan perhatian utama daripada 
masyarakat setempat. Set iap tanah yang diusahakan untuk ditanam dengan 
tanaman umur panjang , khususnya cengkih baik yang sudah berumur 
puiuhan tahun maupun usaha peremajaan. 

Setiap keluarga yang memiliki tanah perkebunan tanaman umur 
nnjang, akan berusaha untuk memelih ara dan merawatnya dengan 
;ebaik-baiknya, agar dapat mendatangkan hasil yang besar bagi kelangsungan 
1idup .dari .keluarga itu . Apabila musim panen tiba semua orang 
:>eram.u-ram.u ke kebun untuk memetik hasil dan kemudian dipasarkan baik 
~elal ui KUD setempat maupun langsung kepada pembeli . Dapat 
htambahkan pula bahwa saat ini sudah ada bentuk kelompok tani dan 
)emberian kredit kepada para petani melalui Bank Pemerinta·h dalam 
nemberikan motivasi bagi para petani mengembangkan usaha mereka 
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Tanah Peternakan. 

Jika dibandingkan dengan usaha pertanian dan perkebunan, maka 
pemanfaatan tanah untuk usaha peternakan adalah kecil. Hal ini dapat 
dilihat pada tabel 3 tadi. 

Usaha peternakan ini antara lain adalah peternakan sapi, ayam 
kampung, kambing. Dapat dikatakan bahwa usaha peternakan di negeri Hitu 
sebagaian besar adalah beternak sapi yang mendapat bantuan dari Dinas 
Kehewanan Daerah melalui pembagian sapi yang akan dipelihara dalam 
waktu tertentu steelah sapi itu bertambah, induknya dikembalikan lagi 
kepada Dinas Kehewanan. 

2.3.3. Sistim 'J(e(era6atan : 

Sistim kekerabatan pada umumnya di Maluku Tengah didasarkan pada 
garis ayah (partilinial). Ini berarti bahwa orientasi kehidupan keluarga 
bertumpuh pada garis ayah dengan tidak menyampingkan kenyataan pihak 
keluarga ibu keutuhan keluarga 

Melalui perkawinan terbentuklah hubungan kekerabatan terkecil yang 
dikenal dengan rumah tangga. Rumah Tangga ini adalah merupakan 
keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak, yang biasanya disebut 
juga keluarga batik yang berdasarkan monogami. Di Maluku Tengah pada 
umumnya satu rumah tangga dapat pula terdiri dari beberapa keluarga inti 
Di Maluku tenga!-1 khususnya dipulau Ambon, kelompok kekerabatar. 
dimulai dari keluarag inti sebagai suatu kesatuan kerabat yang terkecil 
Bentuk keluarga inti di daerah Maluku Tengah disebut juga dengan istila!: 
keluarga atau rumah tangga. Pada hakekatnya susunan masyara~at d: 
Maluku Tengah di mulai dari bentuk yang sangat kecil yang biasany< 
disebut mata rumah. Bentuk-bentuk tersebut adalah keluarga batik yans 
pertama dari suatu masyarakat yang mempunyai hubungan geonologis. 

Di samping bentuk tersebut diatas, maka didaerah Maluku Tengar 
khususnya pulau Ambon dikenal juga bentuk kekerabatan yang merupakar 
beberapa kesatuan dari keluarga batik yang dina..rnakan rumah tau. Rumal 
tau ini biasanya mempunyai milik bersama yang cliwar1si bersama dari ora..'"1~ 
tua terdahulu dan biasanya dikenal dalam bentuk dati ataupun pusaka Dat 
dikoordiner oleh seorang yang dianggap lebih tua dengan sebutan kepala dat 
yang pada hakekatnya bertanggung jawab atas penggunaan dati. 
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Tabel 4 PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN 

J EN IS TAN AM AN 
DE S A 

CENGKIH PALA KELAPA COKLAT K 0 PI 

HITULA MA 4000 pohon 500 pohon 3000 pohon - - - - i 

HITUMESSING 25000 pohon 1000 pohon 2500 pohon - - - -

---- -



Suatu hal yang perlu dicatat berkaitan dengan dati dan pusaka ini 
adalah bahwa meskipun di daerah Maluku Tengah garis geonologis adalah 
garis ayah , dalam hubungan kekeluargaan pihak ibu (perempuan) 
mempunyai hak terhadap pemilikan bersama 

Sebagai contoh : suatu dusun dati atau dusun pusaka dinikmati bersama 
oleh saudara ayah maupun saudara ibu. 

Dengan ciemikim dapatlah dikataka;1 bahwa dalam sistim kekerabatan 
di Ma.luku Tengah ba.ik piha.k keluarga ayah ma.upun pihka keluarga ibu 
mempunyai kedudukan dan pera11an yang sa.ma 

Di negeri Hitu yang penduduknya beragama Islam, pembentukan 
keluarga dimulai dengan sua.tu perkawinan antara seorang gadis dengan 
seorang pria melalui suatu acara adat, dimana keluarga kedua belah pihak 
turut memainkan peranan masing-masing. Dalam upacara pertunangan dari 
perkawinan adat dan agama sangat dominan Biasanya sesudah pinangan 
disetujui, belum boleh meiaksana.Kan akad nikah sebelum ditent"Jkan harta 
menurut ketentua11 adat yang berlaku. Harta perkawinan im biasanya cialam 
bentuk sejumlah uang sesuai permintaan pihak gadis ataupun beberapa kayu 
kain putih sesuai ketentuan adat yang berlaku Setelah ditentukan harta 
perkawinan, barulah ditentukan hari pelaksanaan akad nikah. Setelah 
menikah mempelai wanita mengikuti suaminya ke rumah keluarga mempelai 
pria 

Sesuai dengan yang telah dikemu..\cakan di atas tentang sistim 
kekerabatan pada umumnya di daerah Maluku Tengah, di negeri Hitu 
dengan perkawinan, terbentuklah suatu malam kekerabatan antara pihak 
mempelai pria dan wanita yang dimulai dari rumah tangga sebagai keluarga 
inti dan berkembang menjadi rumah tau yang sangat berperan dalam 
kehidupan kekerabatan di negeri Hitu. Baik menyangkut pemilikan dan 
penggunaan tanah dati ma.upun tanah pusaka, peranan rumah tau sangat 
besar. rasa kebersamaan dalam hubungan kekerabatan sangat menonjol. Hal 
ini dapat dilihat dengan jelas melalui upacara kelahiran, perkawinan, 
kematian maupun pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah. Dalam 
segala peristi wa tersebut selalu diusahakan agar hubungan kekerabatan yang 
ada tidak akan terganggu atau menjadi renggang. 

Secara historis keadaan yang dikemukakan ini dapat digambarkan 
sebagai berikut : 

Dalam hubungan kekerabatan eli Maluku pada umumnya dikenal pengertian 
Uli Siwa dan Uli Lima yang dapat diartikan sebagai Persekutuan Sembilan 
dan Persekutuan Lima 
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Holleman mengemukakan bahwa Uli dapat disebut sebagai suatu 
kelompok yang agak besar terdiri dari orang-orang yang merasa bahwa 
mereka adalah suatu kesatuan tersendiri dan menganggap berasal dari satu 
keturunan. 6) 

Uli kemudian terbagi lagi dalam bagian yang lebih kecil yang terdapat baik 
baik pada Uli Lima maupun Uli Siwa. Sub kelompok kecil tersebut biasanya 
disebut aman dan hena yang pada umumnya terdapat di negeri yang 
sebagian besar penduduknya beragama Islam termasuk negeri Hitu. 

Aman atau Hena ini adalah suatu clan menurut garis ayah (patrilinial) 
sehingga Aman atau Hena dapat diartikan sekelompok orang yang masih 
merupakan keluarga yang menganggap dirinya adalah garis keturunan dari 
satu leluhur, menurut garis laki-laki. 

Setiap Hena disusun dari beberapa keturunan berdasarkan garis ayah 
yang sama (rumah tau) yang terdiri dari sejumlah keluarga yang hubungan 
keluarganya masih erat sekali. 

Pada jaman dahulu keluarga-keluarga yang termasuk satu rumah tau, 
tinggal sama-sama, dimana rumah tau - rumah tau dari satu Aman letaknya 
berdekatan dan A-man-Aman yang termasuk satu Uli sama-sama mnduduki 
satu wilayah. 

Setiap kelompok kekerabatan mempunyai kepala terdiri, dimana 
wakil-wakil rumah tau biasanya disebut : Orang Tua, sedangkan orang yang 
paling terkemuka dari setiap Hena (Aman) disebut Upu Aman yang dalam 
perkembangan selanjutnya disebut Orang Kaya. 

Rumah tau-Rumah tau dalam satu Aman mempunyai urutan 
tingkatan tertentu antara lain : Tingkat pertama disebut Rumah Latu 
sedangkan Aman-Aman yang ada dalam satu Uli disebut Aman Latu yang 
biasanya mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada yang lainnya. 

Di bagian Utara Hitu misalnya dalam sejarahnya diawali dengan suatu 
kerajaan kecil sebagai permulaan daripada Empat Pedana yang merangkum 2 
kesatuan dari tingkat yang lebih rendah. Semuanya menjadi satu dalarn lm 
Helawan yang menurut istilah Rumpius dan Valentyn:het houden 
gesponschap (kesatuan kencana 7). 

Kenyataan menunjukkan bahwa pada jarnan dahulu orang selalu 
memilih tempat-tempat yang sukar disekati sebagai tempat tinggal bersama 
kelompok kekerabatan dengan alasan keamanan. 
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elompok kekerabatan Uli Lima terdapat di sebagian besar semenanjung 
itu. N egeri Hitu sendiri menjadi Uli Lima paad awal abad ke-16. Perlu 
icatat bahwa diantara Uli Lima dan Uli Siwa terdapat berbagai perbedaan 
mg sering nampak dalam praktek kebudayaan masyarakat setempat. Pada 
li Lima angka lima memainkan peranan yang penting misalnya : Mas 
.awin atau denda (karena pelanggar adat) dinyatakan dalarn kelipatan lima. 
emikian pula perlengkapan baileo selalu ada hubungan dengan angka lima. 
edangkan Uli Siwa, angka sembilan yang dominan. Perbedaan lain yang 
tga adalah pada batu parnali (batu yang biasanya diletakan disekitar baileo) 
ida Uli Lima, batu pemali yang letaknya disisi baileo menghadap ke arah 
anta i, sedangkan pada U li Siwa menghadap ke arah darat . 
l asifikasi-klasifikasi khusus diantara kedua hubungan kekerabatan itu, 
1isalnya laut- da rat , langit -bumi, hitam-putih, atas-bawah, k iri-kanan , 
1ki-perempuan, juga menandai perbedaan-perbedaan yang sampai saat ini 
1asih terasa sisa-sisanya dalarn kehidupan masyarakat setempat 

Dalarn kaitannya dengan sistim kekerabatan ini sebagaimana di daerah 
[aluku Tengah pada umumnya, maka Hitu juga di kenal sistem Pela dan 
an dong. 

Pela adalah hubungan antara satu desa dengan desa lainnya yang 
1eskipun tidak terdapat hubungan darah, tetapi ada hubungan yang sangat 
·at dengan tujuan untuk saling membantu satu dengan lain. Hubungan Pela 
ti dalam kenyataannya terjadi karena adanya suatu peristiwa yang sangat 
~rkesan yang melibatkan dua desa tersebut, sehingga desa-desa tersebut 
!pakat membentuk dan membina hubungan melalui suatu upacara angkat 
~la sebagai tanda bahwa kedua desa tersebut adalah saudara. Biasanya ada 
Ja macarn Pela yaitu Pela Batu Karang dan Pela Tempat Sirih. 

Yang d.imaksudkan dengan Pela Batu Karang adalah hubungan Pela 
ang didasarkan pada suatu hubungan yang tadinya sali ng bermusuhan, 
emudian berdamai dan angkat Pela atau juga karena dalam suatu 
eperangan kedua desa tersebut saling membantu. Hal yang unik dari 
ent uk ini adalah bahwa orang-orang dari desa-desa tersebut tidak 
.bolehkan untuk saling mengawini satu dengan yang lain. 

Sedangkan Pela Tempat Sirih adalah hubungan Pela yang terjad.i orang 
ari desa yang bersangkutan pada suatu peristiwa saling bertemu untuk 
tling membantu sehingga kedua angkat Pela un tuk hidup dalam suatu 
ubungan kekerabatan. Jenis hubungan Pela ini tidak ada larangan untuk 
Lling mengawini. 
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Di Hitu jenis Pela Batu Karang adalah dengan desa Ouw di .PUla· 
Saparua. Sedangkan jenis Pela Tempat Sirih adalah dengan desa Hative Besa 
juga di pulau Ambon. Disamping itu di Negeri Hitu juga mempunya 
hubungan Gandong yaitu dengan desa Hila sebelah Barat negeri Hitu. 

- Di sarnping hubungan Pela, dikenal juga hubungan Gandong yait1 
hubungan antara dua desa atau lebih dimana dimana ada dua saudara ata1 
lebih dari desa-desa tersebut yang tadinya sekandung (bersaudara), kemudiaJ 
dari desa-desa tersebut yang tadinya sekandung (bersaudara) kemudial 
berpisah untuk waktu yang cukup lama, kemudian bertemu lagi meskipUl 
yang satu sudah membentuk dan mendiarni desa tersendiri/desa lain. 

2.3.4. Si.stem 'l(efegi : 

Negeri Hitu adalah negeri Islam, dalarn pengertian bahwa pendudu~ 
setempat memeluk agama Islam yang masuk ke Hitu pada permulaan abac 
ke-16. Sebelumnya masuknya agama Is lam, masyarakat telah mempunya 
kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kuat menguasai kehidupar 
mereka. Penghormatan terhadap arwah nenek moyang merupakan unsUl 
penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Pengakuan terhadaJ 
adanya kekuatan yang lebih berkuasa diatas manusia merupakan pandangar 
relegi yang mengawali bentuk-bentuk kehidupan keagarnaan rakyat setempat 
K;epercayaan akan adanya Mahluk Yang Maha Tinggi pengembalian matahari 
bulan, bintang sebagai tempat kediarnan mahluk yang maha tinggi tersebut 
memberi petunjuk konkrit akan hal tersebut 

Pada waktu itu pusat agarna adalah Baeleo yaitu sebuah geduns 
terbuka untuk pertemuan-pertemuan penting yang menyangkut kehidupar. 
masayarakatyang dilengkapi dengan Batu Pemali, sebuah/sepotong batu yans 
dianggap keramat yang dianggap keramat tempat bersembahyang yang 
biasanya berada di samping Baeleo tadi. Pemujaan pada tempat-tempat 
tersebut diwujudkan dengan pertunjukkan-pertunjukkan tar i-tarian. 
upacara-upacara, kadang-kadang sampai larut malam sambil menyajikan 
ceritra-ceritra suci yang dinyanyikan silih berganti. 

Demikian pula pada upacara-upacara perkawinan atau kematian, orang 
meletakan tengkorak-tengkorak yang diperoleh dari usaha pengayanan dan 
kemudian menari-nari mengelilingi tempat upacara demi kesalamatan 
masyarakat. Sering juga dipancangkan sepotong bambu yang dihiasi bagus 
sebagai pohon kehidupan dan sebagai pusat upacara keagarnaan. 
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leh masyarakat, pohon Beringin dianggap sebagai pohon Keramat. dapat 
k a takan bahwa se luruh kehidupan masyarakat iliputi o leh 
rbuatan-perbuatan keagamaan. 

Setiap rumah penduduk di bawah atapnya disediakan tempat khusus 
1tuk penyimpanan korban-korban persembahan. Demikian pula di kebun, di 
1tan dan di sepanjang pantai, terdapat banyak sekali tempat-tempat khusus 
1tuk penyampai an korban-korban persembahan. Pejabat yang biasanya 
~mimpin upacara keagamaan adalah Mauwin seorang yang sangat besar 
ngaruhnya yang dalam keadaan tertentu, dianggap sebagai penerus 
hendak para dewa dan mahkluk-mahkluk halus. 

Kenyataan-kenyataan yang dikemukakan ini secara berangsur- angsur 
ang stelah masuknya agama Islam. Sekarang ini penduduk Negeri Hitu 
al ah pem elu k Agama Islam yang selalu setia dan setiap tahun 
·kesempatan melaksanakan ibadah haji dari basil usaha sendiri. Kalau pun 
antara penduduk Hitu sekarang ini tercatat ada yang beragama lain, itu 
:!.l ah kare na pejabat - pejabat yang datang mialnya polisi, guru dan 
tugas -pet ugas kesehat an pada PUSKESMAS setempat yang menetap 
nentara selama bertugas disana 

J. PlRTIJM8UNAN S/STlM PlMlRINTANAN 

2.4.1. Masa Se6efum Penjajafum 

Sejaran Pemeritahan tanah Hitu pada hakekatnya dimulai dari 
suknya empat Perdana. Dimulainya dengan datangnya Pati Selan Benaur 
1g berasal dari pulau Ser am bagian Barat. Pati Selan Benaur ini pada 
lanya bertempat tinggal di atas bukit Paunusa. Karena Pati Selan Benaur 
merupakan pendatang pertama, maka ia dinamakan jugaZamujadi 

agai tanda bahwa Pati Benaur adalah yang pertama-tama mendiami dan 
nerintah tanah HittL 

Sebagai pendatang kedua disebutkan Pati Mulai yang diperkirakan 
asal dari tuban pulau Jawa sehingga Pati Mulai disebutkan juga Pati 
>an dan kemudian terkenal pula dengan nama Sepamole. Selanjutnya 
datang ket iga adalah Perdana J anilu atau disebut juga Patinggi dan 
1aleleea. Perana Janil u ini menurut Ridjali berasal dari Jailolo, pulau 
mahera di Maluku Utara sekarang ini sedangkan seorang berasal dari 
lU Jawa yang melarikan diri karena persengketaan di pulau Jawa dan 
llldian berlayar sehingga akhirnya tiba di Jazirah HittL · 

Pendatang keempat adalah Kipati atau Kyai pati yang berasal dari 
om pulau Seram bagian Timur. Menurut Rumpius ia diberi gelar Pati 
lah menikah dengan putri Janilu dan kemudian namanya menjadi Pati 
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Keempat pendatang inilah yang merupakan asal penduduk Hi1 
sekarang ini. Mereka datang dan membangun tempat- t empat tingg 
masing-masing. Jamanjadi membangun tempat tinggal yang diberi narr 
negeri Sopele. Perdana Mulai membangun tempat tinggal dengan nama nege 
Waipaliti. Janilu mendirikan negeri Latin sedangkan Kyai Pati mendirik< 
negeri Olon. 

Dalam perkembangan selanjutnya, keempat perdana terseb· 
bermufakat dan memutuskan untuk untuk menggabungkan negeri-nege 
mereka dan keempat pendatang menjadi perdana-perdana dngan gelar sebag 
berikut : 

1 ). Pati Selauun Binaur a tau Jamanjadi digelar Totohatu 

2). Perdana mulai digelar Tanahhitumessen yang menurut Rumpius adal. 
dasar tanah Hitu. 

3). Janilu mendapat gelar Nusapati yang berarti yang mendamaikan Nu 
yaitu pada waktu Perdana Tanahitumessen dan Totohatu berperang. 

4). Pati Lian, Kipati atau Kyai Patti, digelar Pati Tuban. menurut Rumpi 
Perdana Pati Tuban yang pertama digelar juga Maulana 8) 

Sejarah menunjukkan bahwa setelah Empat Perdana tersebut data 
pula suatu bangsa lain yang mendiami tiga kampung yaitu : HUnut, Tor: 
dan Mosapal. Dengan demikian ditambahkan dengan empat negeri Pa 
Perdana yang sudah ada menjadi tujuh sehingga istilah Hitu dihubungk 
dengan jumlah tujuh kampung tadi. Dalam rangka pengaturan pemerintah 
sehari-hari, maka para Perdana mengangkat 30 orang gelaran atau galung 
dan dari ke 30 orang ini ditunjuk 7 orang sebagai Penggawa 

Tugas mereka adalah melaksanakan segala pekerjaan yang diberikan ol 
para Perdana atau jika ada sesuatu yang akan dilakukan terlebih daht 
harus mendapat persetujuan para Perdana. Sesudah itu dirundingk 
selnajutnya diteruskan kepada ke 7 Penggawa dan ke 30 gelaran tadi. 

Menurut Valentyn negeri Hitu dibagi dalam 7 Uli (persekutuan) yaitu · 
Helawan, Saylessi, Hatunuku, Ala, Nau Binau dan Solemata masing-mas: 
mempunyai pi m pinan yaitu para Pengg awa dengan k edudukan seba1 
berikut : 

> 1 ). Siatu di Hi tu (Uli Helawan) 

> 2). Latuhelu di Lima (Uli Nau Binau) 

> 3). Helalatu di Seith (Uli Ala) 

> 4). Heilessi di Kaitetu (Uli Hutunuku) 

> 5). Titawalutu di Wakal (Uli Sawane) 20. 
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6). Maatitauen di Hila (Uli Solemata) 

7). Pikasso di Torno (Uli Selesi) 

Dapat ditambahkan pula dalam pemerintahan para Perdana mempunyai 
rarna tersendiri sebagai ciri khas tiap Perdana yaitu : 

'otohatu : Hijau atau Biru 

'anahitumessen : H i t a m 

fusapatti : M e r a h 

ati Tuban : K u n i n g 

Dalam sejarah pemerintahan di tanah Hitu disebutkan bahwa setelah 
ati Tuban kembali dari pulau Jawa, maka muncul suatu lembaga batu 
alam pemerintahan di tanah Hitu yaitu Lembaga Raja. 

Menurut Ridjali 9) yang diangkat menjadi raja pertama adalah seorang 
ari keturunan Kyai Tuli yang merupakan salah satu petra raja Tuban yang 
11dah berada di Hitu sebelum Janilu. Raja Tanah Hitu yang pertama diberi 
elar Raja Sitonia yang berarti raja tempat bertanya atau raja yang bertanya 
1a}am pelaksanaan pemerintahan rakyat menyampaikan persoalan-persoalan 
epada raja Sitonia dan keputusan diambil oleh Perdana Sedangkan raja 
ang menyampaikan keputusan para Perdana itu kepada rakyat. 

Dengan demikian jelaslah bahwa raja merupakan lambang dalam 
!merintahan sebagai tempat dimana rakyat menyampaikan seqala masalah. 
1i berarti raja merupakan perantara antar rakyat dan para Pefdana yang 
tan mengambil keputusan terakhir. 

2.4.2. ?.!asa Penjajafum : 

Menurut Ridjali 10) sesudah tibanya orang Portugis di Hitu, maka 
llam sistem pemerintahan ada terjadi perobahan antara lain : diperkenalkan 
1atu lembaga baru yaitu Kapitan Hitu. dalam kontak antara orang Portugis 
mgan masyarakat setempat ternyata Portugis hanya mneonjolkan seorang 
!rdana yaitu Perdana Janilu. 

leh sebab itu Perdana Janilu oleh Portugis disebut dengan istilah Kapitan 
!bagai suatu tanda kehormatan dan terima kasih atas pelayanan yang baik, 
hingga gelar Kapitan tersebut diperkuat lagi oleh raja Potugal dengan 
!lar Don. Dalam sejarah pemerintahan di tanah hitu, sesudah masuknya 
'rtugis, lembaga Kapitan ini memegang peranan yang penting dan 
enentukan sehingga menggeser peranan dari para Perdana 
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Lembaga Kapitan ini ternyata diteruskan dan diterima oleh Beland 
tiba di Hitu dan menggantikan kedudukan Portugis. Hal ini ternyata daJ 
peristiwa penandatanganan perjanjian antara Tanah Hitu dengan pihak V.O.' 
pada tahun 1620 dimana pihak Hitu diwakili oleh Kapitan Hitu. Ternyat 
bahwa jabatan Kapitan Hitu menjadi hak warisan para Perdana Nusapa· 
dan yang pertama adalah Janilu, kedua Abubakar atau Healatu, ketiga putr 
Abubakar yaitu Tepil yang meninggal pada tahun 1633 digantikan ole 
saudaranya sebagai Nusapati sedangkan sebagai Kapitan Hitu diangk.: 
putranya Kakiali. 

Setelah kakiali meninggal dalam tahun 1643 maka Belanda melaran 
mengangkat Kapitan Kapitang Hitu yang baru, tetapi secara diam 
penduduk Hitu mengangkat putra Hitu Hakiari yang bernama Wangs 
sebagai Kapitan Hitu. dalam perang Kapahaha, Wangsa ditahan sebag; 
tawanan Belanda dan dibuang di pulau Jawa. Dalam sistem pemerintahaJ 
pada hakekatnya tidak mengalami perobahan sebagaimana masa sebelUJ 
penjajahan, dimana segala keputusan melalui suatu musyawarah yan 
biasanya dilakukan dalam suatu gedung yang diberi nama Baeleo. 

Biasanya dalam suatu rapat dalam rangka mengambil keputusa 
melalui musyawarah, biasanya ada arak-arakan menuju gedung Baele 
dengan urutan : di dpan sekali Raja Hitu, diikuti Pati Tuban kemudian Nw 
patti yaitu Kapitan Hitu, selanjutnya Tanahitumessen din akhirn~ 
Totohatu. Dengan demikian jelaslah bahwa yang berjalan di depan sebag 
pembuka jalan adalah pemangku jabatan yang terakhir dibentuk sesudah i1 
para Perdana berurutan dari belakang ke depan menurut urutan wakl 
tibanya mereka di Hitu. 

Dari apa yang dikemukakan di atas bahwa gelar Kapitan Hitu yaJ 
diberikan oleh Portugis sebagai suatu gelar kehormatan akhirn~ 
berkembang menjadi suatu jabatan yang dalam menghadapi orang-oral 
asing dari luar lebih berperan dari pada para Perdana 

Di samping Kapitan Hitu masih ada lagi suatu jabatan yang menja 
hak turun temurun perdana Jamilu yaitu jabatan hukum di tanah Hit1 
yang dapat disamakan dengan jabatan hukum sekarang ini. 

Setelah berakhir perang Kapahaha, maka Belanda menghapusk 
sistem pemerintahan yang telah menjadi adat di Tanah Hitu dan disamak 
dengan sistem pemerintahan di Jazirah Leitimur. Lembaga. Perdana .d 
Kapitan Hitu ditiadakan dan lembaga Raja Hitu ditetapkan menjadi sua 
lembaga Pemerintahan Negeri Hitu diatur dan diperint~h l~gsung _d; 
Benteng Victoria Ambon. Semua urusan-urusan pentmg d1selesa1k 
dibenteng Victoria, 
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;edangkan urusan-urusan yang tidak begitu penting dapat diselesaikan di 
iesa yang bersangkutan dan bila perlu dihadiri oleh seorang wakil Kompeni. 

2 .4 .3. 'Masa Jepang : 

Mengingat masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia khususnya di 
daerah Maluku relatif sangat singkat, maka selama beradanya di Maluku 
tidak terjadi perobahan-perobahan yang berarti khususnya dalam sistem 
pemerintahan. 

Hal-hal yang sudah ada dan berlangsung dalam sistem pemerintahan 
sewaktu masa penjajahan Belanda hidup dan berlangsung terud. Tentara 
pendudukan Jepang menerima dan mengakui kewenangan pemerintahan 
yang sudah berlaku dalam ke hi dupan masyarakat setmpat. Sistem 
pemerintahan Kolegial dengan Raja sebagai figur sentral tetp berlangsung. 

2.4 .4. 'Masa k._emenfek._aan : 

Proklamasi Kemerdekaan mempunyai arti khusus bagi kesinambungan 
perjuangan Bangsa Indonesia. Selain proklamasi merupakan t itik kulminasi 
perjuangan bangsa untuk merdeka, maka proklamasi kemerdekaan juga 
sebgai dasar untuk membebaskan bangsa Indonesia dari segala keterikatan 
kolonialisme dan imperialisme. Melalui proklamasi kemerdekaan perobahan 
dan pembaharuan yang bertumpuh pada nilai-nilai dan kultur bangsa mulai 
mendapat perhatian utama. Dalam hubungannya dengan sistem dan pola 
pemerintahan sejak kemerdekaan, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari 
prinsip-prinsip yang sudah ada pada masa sebelum kemerdekaan. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa setelah 
berakhirnya perang Kapahaha, maka sistem pemerintahan yang ada pada 
waktu itu yaitu Lembaga Perdana dan Kapitan Hitu ditiadakan dan 
Lembaga Raja Hitu ditetapkan menjadi suatu Lembaga Pemerintatahan. 
Sistem pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk suatu pemerintahan 
kolegial dalam pengertian bahwa pemerintahan tidak berpusat pada satu 
tangan secara otoriter tetapi dibagi ke dalam beberapa tangan secara kolektif 
menjalankan tugas sesuai peranannya masing-masing. 

Secara umum di Maluku sistem pemerintahan negeri diatur sesuai pola 
terse but diatas yaitu adanya Kepala N egeri yang disebut Raja yang dibantu 
o~eh sebuah ~t.af ~meri ntahan yang biasanya dinamakan Saniri Negeri yang 
b1asanya terdin dar1 beberapa Kepala Soa yang mewakili Soa-Soa tertentu. 
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Sebagai contoh dapat dikemukakan bentuk yang terdapat di neger 
Hitumessing dimana pelaksanaan pemerintahan negeri dilaksanakan olel 
Raja sebagai Kepala pemerintahan negeri yang dibantu oleh empat Soa yaitu 

> 1) .. Soa Hitu 

2). Soa Tomu 

3). Soa Nusa Huul 

4). Soa Masing 

Masing-masing Soa tersebut terdiri keluarga-keluarga dati yang 
bertindak sebagai kepala dati. Untuk jelasnya dapat di gambarkan sebagai 
berikut 

Sumber : Kantor Negeri Hitumessing 1984. 

Di samping itu dalam pelaksanaan pemerintahan selain Saniri Negeri 
sebagai badan eksekutif, terdapat pula Saniri Raja, Saniri Adat dan Saniri 
Besar. Untuk jelasnya dapat di gambarkan sebagai berikut. 

Sumber : Kantor Negeri Hitumessing 1984. 

Saniri Raja pada hakekatnya merupakan staf dari kepala pemerintah 
negeri (raja) yang membantu raja sebagai kepala pemerintah negeri. adalah 
pelaksana pemerintahan negeri yang merupakan eksekutif. 

Saniri Adat yaitu badan yang terdiri dari kepala-kepala Adat yang 
senantiasa berunding dan memberikan nasehat-nasehat kepada raja dalam 
mengambil keputusan khususnya dalam kasus-kasus Adat 

Saniri Besar adalah merupakan pertemuan/rapat seluruh rakyat negerL 

Pola dan sistem pemerintahan negeri Hitu setelah sebagaiman< 
dikemukakan di atas dalam perkembangannya disesuaikan dengar 
perkembangan dan perobahan yang ada 

Dengan berlakunya undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahaz 
desa, maka bentuk dan sistem yang ada disesuaikan dengan tidal 
mengurangi arti dan peranan lembaga-lembaga pemerintahan desa yanc 
sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pe 
Undang-Undangan tersebut 
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STRJK'IUR PENDl DlJK 

NEGERI HI'IUMESSIN:; 

~~ 
SOA HIT'J 

1 
SOA 'T0'1U SOA !\'USA HUUL SOA MASIN:; I 

t t t t 
Da.ti Slarrat Dati 'Itmu Dad Latulokol 

Rakyat Penda-
1 

Da.-+:i Hurazan Dati Tanu Lain Dad Lessy 
tang ( bukan asli ) 

Da.ti Wailussy Dati Nasela 

Da.ti Uwen Da-ci. Lawaheliela 

Da.ti Selan [).:;;:i Anggcxia 
u::irr6n 

Da.ti Kahaela 

Da.ti Anggoda 
Urer 

Dati Lulun 



srmR PEMERINI'AHAN 

NECERI HI'IUMESSINS 

( UPU HATA ) 

~ 
SANIRI Rl>.JA I SANIRI NEG::RI S.h.NIRI N:JAT SANIRI BESAR 

t t t t 
' 

Perre.rintar. Nege ?errerintah Nege Perrerintah Nege Perrerintah Nege 
ri (raja ) ri ( raja } ri ( raja ) ri ( raja ) 

K e t u a K e t u a K e t u a K e t: u a 

Sekertaris Ne Staf ?errerintah 

I 
Kepala-Kepala 

geri Negeri Mat Sell.ll-uh Pakyat 

I 

Kepala Sea 

Pegaw-ai Syariah 

1 
I ma m 

K ho ti b 

Mod i n 



BAB Ill 

SEJARAH TENTANG TANAH 

1 .I. ASAl (J$(Jl P!N&UASAAN TAN AN 

3.1.1. :Masa SefJef.u.m Penjajahan: 

Untuk mendapatkan kejelasan tentang asal usul penguasaan tanah 
chususnya di Maluku Tengah negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing), 
naka perlu diketahui bagaimana cara penguasaan tanah sebelum penjajahan 
ii Nus an tara (Indonesia). 

Dari Catatan Nasional Indonesia dapat diketahui bahwa pada mulanya 
nanusia menguasai tanah secara tradisional yaitu dengan cara yang sangat 
:ederhana. Nenek moyangnya menemui tanah di dekat air dan pada tempat 
rang sulit dijangkau (oleh pihak luar). Hidup secara berkelompok di 
empat-tempat yang subur dengan iklim yang cocok. Alam telah 
nenyediakan segala kebutuhan primer atau pokok untuk hidup dalam 
~eadaan yang serba sederhana. Mengumpulkan hasil-hasil hutan yang 
umbuh sendiri, berburu dan menangkap ikan. Lama kelamaan, rasa 
nembutuhkan tanah mulai terasa walaupun tanah masih luas. Rumahnya 
nasih sangat sederhana (baik bentuk maupun pembagian fungsi ruangan) 
1ahkan ada yang mendiami goa-goa yang dekat sumber air. 

Tanah yang diusahakan sesuai dengan besarnya kelompok antara lain 
ebidang tanah untuk bercocok tanam, berburu dan kegiatan kehidupan 
ainnya . lni terjadi pada perkembangan yang lebih lanjut dari hanya 
1ergantung pada apa yang tersedia di alam sekitar. Tanah itu dapat 
nenghidupkan mereka dalam waktu tertentu saja, k arena mereka akan 
1erpindah ke tempat lain kalau tanah dan alam sekitarnya tidak subur dan 
idak lagi tersedia kebutuhan primernya Jadi hidupnya berpindah-pindah. 

Tahap perkembangan selanjutnya ialah tanah-hutan dibuka lalu 
.ikuasai dan mulailah mendirikan kampung. Rasa hidup menetap mulai 
:1enjadi kesepakatan bersama atau konsensus bersama untuk kemudian 
.apat mengatur ketertiban di daerah pemukiman baru itu (kampung baru). 

Dalam usaha membuka tanah, mereka menentukan batas alam. Di 
egeti Hitu, ditandai dengan batu besar, pohon/pohon tanaman. Dengan 
emik ian antara penduduk dengan alam yang di diami telah terjalin 
ubungan batiniah, yang menyebabkan mereka menguasai sekaligus 
1emilikinya 
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Hubungan manusia dengan tanah sangat erat terutama dengan alam 
sekitarnya. Ada semacam hukum yang mengatur mengenai orang atau 
golongan yang mempunyai hak lebih yakni mempunyai kekuasaan atas 
tanah, air, tanaman. 

Untuk mengetahui bentuk dan susunan masyarakat, harus melihat 
pada faktor teritorial dan faktor geneologis. Keduanya dapat membentuk 
susunan/struktur suatu daerah. 1) Pada umumnya keadaan yang sam a kita 
JUmpai di mana-mana di Nusantara ini sebagai persamaan antara mereka 
yang meneliami Nusantara ini. 

Sebelum datang penjajahan eli Maluku Tengah, maka negeri (Hitulama 
dan Hitumessing) eli Hitu sudah ada penduduk asli yang mendiarni daerah eli 
pegunungan secara berkelompok-kelompok. Kelompok merupakan 
keluarga-keluarga yang menganggap dirinya adalah keturunan dari satu 
lel uhur menurut garis laki-laki yang patrilinial yang sarna dan elisebut clan 
(klen). Mendiami ruma tau-ruma tau (keluarga yang mempunyai hubungan 
yang erat). Beberapa rumatau rumatau membentuk sat" am an atau hena. 
Kemudian beberapa hena/aman yakni enam dan sembilan merupakan satu 
uli atau uku (rekonstruksi Hollemann). Kepala aman/ hena disebut Upu 
Aman (orang kaya. Kepala uli disebut Aman Latu. 

Dahulu di Ambon, suku-suku atau stam dikepalai oleh seOiang kepala 
yang memberi hak pakai, setelah mereka mengembara lalu menetap. 
Kemudian kepala suku menetukan suatu wilayah bagi mereka. 

Wilayah dibagi-bagikan pada rumatau dengan hak exploitatie atau 
ocupatie. Kemudian fipa/rumatau melakukan kewajiban untuk membantu 
dengan melayani kepala suku tersebut dalam bentuk ikut membantu 
berperang, membayar upati berupa hasil tanah (ini tugas dati). Wilayah yang 
di tempati adalah daerah gunung. 

Di negeri Hitu pada masa kekafiran, penduduk asli hidup dari alam 
yang telah mneyediakan segala sesuatu. Lama kelamaan, antara orang 
dengan tanah terdapat hubungan yang erat, maka dalam perkembangan 
selanjutnya sampai terbentuknya negeri, maka hubungan dan kesatuan 
antara negeri dengan orang, menimbulkan hak atas tanah yang disebut 
petuanan. 

Hubungan antara orang dengan tanah garapannya dan tanah tempat 
tinggal adalah mempunyai kaitan dengan hubungan antara orang itu dengan 
roh tanah 2) Orang yang pada mulanya membuka tanah disebut tuan tanah 
atau kepala soa tanah atau tuan negeri 3) Mereka inilah yang menguasai 
tanah dan memberikan tanah kepada .kelompok-kelompok/suku-suku. 
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) i atas dan di tengah-tengah tanah, anggota hidup bersama-sama. Peradaban 
ian kebudayaan terbentuk di sana, semuanya terj adi di tengah-tengah 
111ilayah tanah itu. Dengan demikian sebuah negeri yang hidup adalah negeri 
iengan tanahnya. 

Negeri Hitu yang pertama di gunung disebut Nusuhuul. Negeri Hitu 
rang di tepi pantai adalah basil perkembangan yang terjadi pada kelompok 
1ena/ am an yang kemudian berubah menjadi negeri baru. 

Ketika peperangan yang disebabkan oleh monopoli perdagangan 
:engkih dengan harga yan9 menguntungkan, menyebabkan V.O.C. mengambil 
1!ih berbagai tindakan, 4) yakni memindahkan kelompok- kelompok hena/ 
rnan itu ke tempat yang baru yang disebut negeri 5) Dalam perpindahan 
tu, kelompok-kelompok yang disebut Uku (Uli I = empat keluarga) Aman 
Hena Volk = Uli II = empat Uku) menjadi hilang dan diganti Soa sebagai 
,engganti Uku. Uku dan negeri pengganti aman/hena atau Uli (Uli III = 
;oa). 6) 

Hollemann mengatakan bahwa Soa ialah kelompok ru.mah bertetangga 
tau bagian dari sebuah kampung yang mula-mula artinya wijk. Manusama 
nengatakan bahwa beberapa Wijk dapat membentuk sebuah negeri; Soa 
nempunyai arti geneologis maupun teritorial. 

Arti teritorial menurut bahasa Ternate sama dengan suatu tempat 
ang telah dibersihkan di hutan yang dijadikan tempat pemikiman suatu 
.eluarga, kemudian menjadi pemukiman beberapa keluarga termasuk bangsa 
:u sendiri,sedangkan arti geneologis sama dengan bangsa, keluarga. Dengan 
danya pergantian dan perpindahan itu, maka aman yang bermula di gunung 
inggal bebas sebagai Negeri Lama. 6) 

menurut hikayat Tanah Hitu, tokoh yang paling berpengaruh adalah 
.aja Empat Perdana, yang dianggap sebagai nenek moyang, juga sebagai 
emimpin masyarakat yang paling berkuasa di jazirah Hitu. Ke Empat 
erdana yaitu Totohatu, Pattituban, Nusapatti dan Tanah Hitumessing 
ersama dengan Raja Sitania atau Latu Sita.11.ia artinya Latu sama saja. Raja 
.u tidak mempunyai kekuasaan menentukan dan memutuskan sendiri. 
:eputusan diambil oleh Empat Perdana yang merupakan satu kesatuan 
Jemerintahan kolektif) . Menurut pandangan atau paham kosmologis, 
~orang raja adalah sebagai titisan dewa sehingga tak mengherankan bila 
mah atau seluruh isinya yang berada didalam wilayah kekuasaannya 
:anggap sebagai miliknya. 7) Jadi raja Empat atau Empat Perdana adalah 
!bagai titisan dewa yang mempunyai kekuasaan atas tanah di negeri Hitu 
ida mulanya, yang dalam perkembangan selanjutnya, lembaga Raja Empat 
:lang karena adanya peperangan dengan V.O.C 
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Kelompok geneolog~s yang bermula di gunung, berpindah ke pe-sisir pantai 
sebagai sebuah negeri yang disebut Aman Hitu. Aman Hitu merupakan 
wilayah baru yang c:likuasai oleh N egeri/ A..111an Hitu. 

Kenyataa..11 membuktikan ba.hwa rr.unculnya suatu negeri termasuk 
persekutuan marganya adala..l:. sejalan dengan c:libukanya sebidang tana.."rJ. yang 
di atasnya negeri c:lidirikan. Dala..>n rangka. pembukaan tc.nah, ma..~a diadaka..'1 
upacara sebagai pertanda adanya pemulihan hubungan dengan tanah yang 
dibuka. Pemimpin upacara adalah mauwen. Mauwen adalah orang yan9 
mempunyai tugas yang bersangkutan dengan peleiKsanaan upacara-upacara 8) 
Dalam kaitannya dengan hal ini c:likatakan bahwa hubungan yang era.t ya..11g 
bersifat relegius magis, menyebabkan persekutuan memperoleh ha..lc untuk 
menguasai tar.ah, dan memunggut hasii ciari tumbuhan yang tumbuh di 
atasnya, berburu binatang yang hidupnya di situ. 9) 

Adat yang berbeda eli situ adalah berfungsi untuk mengatur hubungar. 
manusia dengan linqkungannya, khususnya dengan tanah. Tanah yang 
dimaksud sekurang-kura!1gnj'a dapat menampung Lau menjamin 
kelangsungan hidup persekutuan. Tanah persekutuan bukan hanya 
mempunyai wujud kekuasaan teritorial, tapi juga berwujud kehiciupan 
sekelompok orang seccira menyeluruh. Dijumpai ada.t1ya unsur-unsur v.ilayah 
ekonomi, magis, ketentraman persekutuan. Semuanyd tercipta dalam 
lingkungan hidup berlandaskan ta.'1ah persekutua..'1. Tanah yano terikat seca.rc: 
magis dengan masyarakat desa adalah terikat secara agama/segi kehidupar 
kerohanian, termasuk hal seperti persaudaraa..'l, kerukunan, ketentran1an dar 
sebagainya 10) 

Jadi dengan kata lain, persekutuan atau tana..~ negeri adalah tanal 
sebagai dapur bagi milik anggota masyarakat negeri. Hak hakiki daripad< 
persekutuan itu sendiri, dapat memenuhi kebutuhan jasmani mereka dalarr 
artian yang luas dan dengan tegas perlu dikatakan bahwa mereka berha~ 
u ntuk mendirikan rumah di atas tanah ewang, memukul sagu di dalarr 
hu tan, mengumpul buah-buahan atau hasil berburu dan memotong kayt 
bakar , mendirikan sero di atas meti dan menangkap ika..'1 dengan cara lain 
ll) Dengan senc:lirinya yar1g berkuasa atas tanah ialah persekutuan negeri. 

Persekutua..11 denga..'1 marganya berhak dengan bebas menggunakar 
tanah di wilayah kekuasaar.. Dan orang luar boleh menggunakan tanah d 
wilayah kekuasaan dengan izin penguasa persekutuan. \"v' arga persekutuar 
boleh mengambil manfaat untuk hanya keperluan sendiri. Pesrekutuan neger 
bcrtanggung jawab atas s.egala yang terjadi. hak petua.nan tidak dapa 
dipindah t angankan, diasingkan un tuk selam a-lam anya. Hak persekutuar 
meliputi tanah garapan perorangap_ 
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Tanah negeri dianggap sebagai ruang lingkup yang mengandung dan 
melindungi tanah anggota masyarakat negeri baik perorangan maupun 
kelompok. Tanah negeri dikuasai oleh kepala soa tanah sebagai tuan negeri. 

Cooly mengatakan bahwa tuan negeri/kepala soa itu lebih mengetahui 
tentang batas-batas tanah dan sering bertindak dalam persekutuan tanah dan 
penyelesaian perkara tanah antar mereka, oleh karena itu mereka adalah 
sebagai . anggota saniri negeri. 12) 

Di negeri Hitu kelompok geneologis terdiri dari 3 Soa asli 
masing-masing : Soa Hurazan, Soa Tamu dan Soa Nusahuul. Masing- masing 
mempunyai tanah/wilayah yang disebut dusun dati/tanah dati. 

Soa Hurazan mempunyai 7 dusun dati antara lain : dati Hurazan, dati 
Wailusung, dati Uweng, dati Selan, dati Kahaela, dati Umar dan dati Lulun 

3oa Tamu mempunyai dati Tamu/Tamu lain. 

3oa Nusahuul mempunyai dati Asel/la, dati Anggoda Usman. 

Di samping 3 Soa asli terdapat satu soa Masing. 13) Soa yang terdiri 
:lari penduduk pendatang yang telah beriintegrasi secara total dengan 
:Jenduduk asli. Mereka menerima dan merasakan adat kebiasaan penduduk 
!.sli sebagai bahagian dari kehidupan mereka pula dan tidak membedakan 
nereka dengan penduduk pendatang, hanya dalam soal-soal yang 
nenyangkut tanah, mereka bedakan. 

Dusun dati/tanah dati adalah sebagai tanah di atas tanah negeri. Di 
;amping itu, terdapat pula dusun negeri yaitu dusun yang tersedia bagi 
:>ersekutuan dan digunakan oleh negeri/hak milik komu..11al. 

Menurut Adat Rechtsbundel VII, maka tanah negeri di Maluku Tengah 
1mumnya terdiri dari : tanah ewang, dusun, kabong, meti, kinta!. 14) 

Tanah ewang yaitu tanah yang belum digarap, terdapat jauh dari 
1egeri tempat tinggal dan ditumbuhi tanaman liar berupa : pohon-pohon 
>esar seperti durian, kenari, rotan, pohon damar dan lain-lain. Tanah ewang 
tda macam-macam. Tanah ewang yang terdapat di negeri Hitu (Hitulama 
lan Hitumessing) adalah jenis tanah berbatu (rots groonden). 

Dusun istilah ini belum dipengaruhi oleh istilah modern, masih 
nerupakan istilah tua. Dusun member ikan gambaran tentang istilah 
:ewilayahan ( teritorial) yang berarti hutan yaitu hutan alamiah a tau hutan 
agu atau juga tumbuh-tumbuhan lain, baik kecil maupun tumbuhan besar 
·ang menjadi wilayah pepohonan diatas tanah-tanah yang belum dibuka. 

L
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Dusun berupa tanah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan lainr baik kecil 
maupun tumbuhan besar yang menjadi wilayah pepohonan diatas 
tanah-tanah yang belum dibuka. Dusun berupa tanah yang ditumbuhi 
tumbuh-tumbuhan yang ditanam maupun tumbuhan yang tumbuh sendiri. 
Jadi dusun dapat diartikan sebagai tanah dan JX>hon yang tumbuh diatasnya 

Menurut catatan tersebut, maka dusun terdiri pula dari ]enis-jenis 
dusun negeri, dusun regent/raja, dusun soa, dusun atitin, dusun tatanaman, 
dusun babalian, dusun pusaka, dusun pusaka dati atau dusun dati. · 

Dusun regent /raja yaitu suatu apanage (semacam sumbangan untuk 
kebutuhan hidup) atau suatu dusun yang diberikan kepada raja dan 
digunakan selama masa jabatannya (buatan pemerintah Belanda) 

Dusun Soa, yaitu semacam dusun yang sudah iangka Disedia.\,;.an dari 
tanah ewang bagi suatu soa dalam memenuhi tugas wajib dari suatu soa 
(Soa dapat mempunyai pengertian teritorial, wilayah, wijk; dapat pula 
mempunyai pengertian geonologis-bangsa, keluarga/ruma.h tangga besar ). Bila 
tugas wajib sudah selesai, maka dusun dapat dijadikan dusun soa (tugas 
wajib antara lain : menyediakan bahan bangunan berupa kayu balok, papan, 
gaba-gaba = dahan sagu, atap = daun sagu diJadikan semacam sirap untuk 
tutup atas rumah). Tugas wajib ini merupakan pelayanan resmi/dienst 

Dusun atitin, (atitin = baku] yang diusung di atas kepala oleh wanita) 
yang dimaksud ialah sebidang tanah yang dihadiahka.'1 kepada seorang anak 
wanita sebagai hadiah perkawinan/lelepello. 

Dusun tatanaman, yaitu tanah yang masih dikuasai oleh orang yang 
pertama membukanya, dimana ia diperbolehkan menanamnya dengan JX>hon 
sagu, kelapa, cengkih (disini tanah tetap dikuasa.J oleh negeri). 

Dusun babalian, yaitu dusun yang dianggap sebagai tanah yang dapat 
dimiliki karena yang bersangkutan telah membelinya dari penguasa yans 
pertama, yaitu orang yang membuka tanah tetapi tetap milik negeri. 

Dusun pusaka, yaitu dusun yang ditinggalkan karena yang berh~ 
meninggal dunia. Hak diteruskan pada ahli waris atau turunannya 

Dusun pusaka dati atau dusun dati, adalah milik keluarga atau dat 
yang tidak boleh dialihkan. Dusun yang secara terus menerus menjach hal< 
daripada keluarga atau dati yang berasal dari pemil ik pertama untu~ 
memunggut hasil. Dusun dati adalah milik kel uarga dati, dan tidak bolel 
diperjual belikan. 

Kebun/Kabong, adalah sebidang tanah yang ditanami tumbuh 
tumbuhan umur pendek. Kebun merupakan hak pribadi daripada anggot. 
persekutuan. 

Wilayah !aut dangkal/meti, adalah bahagian yang dasar lautnya terliha 
pada permukaan wilayah. 
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Pekarangan atau kintal, adalah tanah negeri yang diperuntukkan 
mendirikan rumah tinggal. Keseluruhan adalah merupakan kesatuan wilayah 
negeri yang memberi wujud adanya negeri. Menurut kenyataan, maka di 
negeri Hitulama dan Hitumessing, dijumpai tanah-tanah yang sampai 
sekarang ini masih dikuasai oleh negeri ialah: tanah ewang dan wilayah !aut 
yang dangkal/met i, sedangkan jenis-jenis tanah yang lain: dusun soa, dati, 
pekarangan atau kinta! dan tanah kabong/kebun adalah tanah dati dikuasai 
oleh keluarga dati . Sedang raja dan sanir i negeri dalam urusan tanah dati, 
hanya mengetahui pelaksanaannya saja.) Dusun regent/raja sekarang tidak 
lagi terdapat di negeri Hitu. 

Tanah ewang di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing) adalah 
persediaan tanah yang dapat digunakan, oleh anggota masyarakat yang 
belum memiliki tanah lahan. Sedangkan dusun adalah jenis tanah yang 
sudah diusahakan yang ditanam dengan tumbuhan umur panjang : cengkih, 
kelapa, pala, dan dijumpai pula tanaman-tanaman yang telah ada, tumbuh 
dengan sendirinya sebagai tanaman yang dapat diambil untuk penghidupan 
tiap hari (buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-l ain) . Sebagai tanah negeri, 
maka hak menguasai ada pada negeri dan di laksanakan oleh saniri negeri 
termasuk raja. Sedangkan tanah dati dikuasa i oleh ke luarga dati dan 
wewenang ada pada kepala dati. 

Menurut sejarah, tanah adat Maluku Tengah terdapat jenis-jenis tanah 
neger i, tanah dati , dan tanah pusaka. Di negeri Hitu eli jumpai tanah adat . 
tanah negeri , tanah adat. 16) 

Hollemann mengatakan · tanah dati mempunyai hak yang sama atas 
tanah, seper ti negeri atas tanah negeri sama seperti kepentingannya berada 
dibawah kepentmga:1 kesatuan 1nduk. 17 

Adanya pengenian hak atas ta_'1.ah dari kelornJX>k keiuarga dati di 
samping hak petuanan neger, T!mbul pula hak-hak yang berdir: send1ri 
secara mand.iri d.alam batas-batas tertentu. SelanJutnya dikataKCL"J puid bahwa 
tan ah dati itu terjadinya adalah ciengan kelompok geneolog1s, mereka 
mem perolehnya ciari kepaia-kepala suku /leluhur sebagai imbaian berperang 
membantu kepala suk u pada Jaman kekafiran, yakni jaman sebe,um adar:ya 
agama Is lam mas uk ke Hitu. Ta.!"la..'l) dati tidak d.i peroleh dan izin membuka 
tanah, tetapi te rj adinya adalah secara bertahap dan mempunyai arti historis 
sebagaim<L"la yang terjadi di atas. 
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Jadi dapat kita katakan selain terdapat hak menguasai daripada persekutuan 
sebagai negeri, maka di akui pula hak menguasai dari kelompok/keluarga 
dati. 

Menurut Van Hoevel dan Volentinj, dati mengandung arti pemberian 
pelayanan dan bahan oleh sebuah rumatau kepada pimpinan Upu Latu. 
Karena pemberian pelayanan adalah oleh kerabat/kenalan, maka dati 
disamakan dengan sebuah kelompok kerabat yang dibeban tugas pelayanan 
tertentu. Akan tetapi pengertian dati kemudian berkembang pula menurut 
masa 

3 .1.2. :Mas a 'Befarufn: 

Masa penjajah adalah masa dimana di mulai adanya pengaruh dari 
barat (V 0 C, lnggriS", Belanda). Pada waktu V.O.C. melancarkan politik 
hongi, mereka mewajibkan keluarga-keluarga untuk menyediakan tenaga bagi 
kepentingan berperang, mendayung kora- kora dan hongi sebagai imbalan 
atas tugas wajib tersebut. V.O.C. menghadiahkan tanah yang dinamakan 
tanah dati atas kerja wajib dati. Orang laki-laki yang melakukan tugas-tugas 
itu, padanya diberikan dusun sagu sebagai imbalan atas kerja wajib. Sebab 
biasanya mereka berangkat berbulan-bulan dan tentu diperlukan penyediaan 
makanan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang laki-laki. 
V.O.C. bertindak seakan-akan mereka menguasai tanah. Pada waktu itu di 
Maluku Tengah diakui semacarn tata kelak.uan masyarakat yang dinarna.\can 
dati, yakni melakukan tugas pelayanan pada pemimpin. Keluarga-keluarga 
yang telah melakukan tugas pelayanan dibagi-bagikan dusun. Kemudian 
sistim dati dilanjutkan oleh pemerintah Belanda dengan politik dati stelsel 
dengan tujuan membayar pajak. 

Pemerintah Belanda bersarna raja melancarka.'1 dati stelsel. Pelayanan 
kwarto yang bersifat pribadi pada raja dan keluarga dihadiahkan tanah. Jadi 
tanah adat diJadikan akat bagi pihak yang berkepentingan sebagai sumber 
pajak. Tanah dati yang diberikan adalah tanah linyap (tanah yang sudah 
tidak bertuan lagi, karena anggota keluarga kecil telah linyap/mati). 
Terjadilah carnpur tangan pemerintah Belanda atas tanah adat/lembaga 

Pada tahun 1814 dan tahun 1823 diadakan registrasi tanah- tanah. 
Dimulai oleh pemerintah Inggris pada tahun 1814 dan dilanjutkan oleh 
pemerintah Belanda tahun 1823. Mereka mau mengatur tanah-tanah yang 
menjadi milik keluarga dati (pada Jaman primitif). Keinginan adanya 
kepastian hukum atas tanah. Tanah sebagai milik dati/rumatau-rumatau, 
dimana berlaku azas patriatzhal waktu itu. Hak untuk menggarap, menanarn 
kembali ada pada pihak pria dan tetap berada pada keluarga besar. 
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Selama masa pemerintah Belanda, hak menguasai dari persekutuan 
sangat diabaikan. Wilayah negeri sudah dibagi-bagikan ke dalam wijk/soa 
Jadi dati yan g sebagai kesatuan upeti dan tugas, beralih menjadi soa, 
menurut Hollema..'1n pembagian ini ha11ya demi tujuan pemerintahan. Negeri 
diperuntukan untuk mer.jadi bagian teritorial. Petuanan yang luas sebagai 
p"mbinaan keturunar or.;ng-orang yang dulu dinegeri Hitu kelompok 
kekerabata!" masil: acia, akan tetapi te:ah terjadi pembauran dengan 
teroentuknya negr::",-::eger: model pemerintah Bela:1da yakni adanya 
pembagian ke dalam wijk. Bila menyangkut pelaksanaan soal-soal 
pemerintahan sepert. tugas tugas dan pajak, maka soa teritorial yang 
berfungsi, akan tetapi menyangkut rumah tangga sendiri, maka 
pengelompokan seper j jan1an primitif (soa geneologis). 

Menurut Hollemann, orang-orang ya..r1g tergolong soa pemerintahan 
tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas mengajukan permohonan untuk 
dimasukkan dalam soa yang lair. (dimar,a sebag1an anggota keluarga besar 
bermukim) dan sebaliknya seorang yang berpmdah tempat tinggal ke wijk 
yang lain meminta untuk mengerJakan tugas-tugas bersama-sama dengan 
anggota dari soa yang teiah ditinggalkan. 18) 

Dengan pembemukan negeri yang dipaksakan inila.'i"! akhirnya 
pembauran itu tidak positif sebab mereka saling tidak cocok sebab tatanan 
masyarakat geneologis yang rasional dulu hidup dalam pembagian wijk yang 
dipaksakan oleh pemerintah Belanda. Apakah hal ini menyebabkan negeri 
Hitu terpecah menjadi Hitulama dan Hitum essing oleh kedua pihak 
pemerintah negeri Hitulama dan Hitumessing, tidak tahu kapan kedua negeri 
ini terpecah. Hanya saja dengan jawaban mungkin pada jaman pemerintahan 
Belanda. Sejak itulah petuanan negeri Hitu terpecah menjadi dua akan tetapi 
adatnya adalah tetap satu. 19) 

· Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang positif, tetapi terdapat 
pul a pengaruh yang negatif. Akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan 
peraturan tentang tanah. Peraturan tentang tanah Agrarisch Besleit dengan 
pernyataan umum tanah negara. Dapat tanah lalu dikuasai oleh pemerintah 
Belanda. Maka dapat bertindak atas tanah-tana h yang menyebabkan 
pemerintah pada waktu itu, dapat menyewakan, menjual, menggadaikan dan 
s~bagainya. Disamping itu terdapat kekecualian antara lain tanah yang 
d:gar.ap a tau dibuka t i ~ak di kuasa i oleh Gubernemen dan tidak dapat 
d1benkan pada orang lam dengan hak erfpacht, opstal dan sebagainya. 
Gubernemen hanya dapat member ikan tanah kosong (voesta gronden). 
Terhadap tanah-tanah tersebut, pemerintah mempunyai wewenang. 
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Dapat hak bangsa Indonesia atas t anah-tanah komunal, yasan, tanah adat 
( tanah negeri, tanah dati, tanah pusaka) tetap mempertahankan dan dihargai 
negara. Tanah-tanah kosong di petuanan Hitu adalah dati linyap, tanah 
ewang di huta.'1 rimba sebagai lumbung tanah negeri 20) 

3.1.3. Masa)epang: 

Campur tanga...'1 pemerintah Jepang atas tanah adat di negeri Hitu 
tidak nampak. Semua perundangan dan hukum dari pemerintah Hmdia 
Belanda untuk semen tara tetap diakui sah, asalkan t dak bertentangan 
dengan peraturan mil iter Jepang. 21 j Denga..-"1 demikian, hak mengua.sai dari 
persekutuan adalah dilaksanakan oleh raja bersa a sanin neger; sebaga; soa 
tanah/tuan tanah. Di samJ?mg itu ditemui hak mengu sai dar: kelompok 
atas tanah keluarga dati. 22) 

3.1 . 4. 'Jv( as a 'l(emerde(aan : 

Setelah kita merdeka pada tahun 1945, mab c;e uru!:. kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat belum dapat dibe ahi dengan baik dan 
teratur. Kita baru saja terlepas dari penjajahan bangsa Jepa g, sehingga 
untuk mengisi kekosongan, maka ditetapkan berlaku ya Undang-Undang 
Dasar 1945 Peraturan Peralihan pasal 2 sebag i peratu ran yang mengatur 
pada waktu itu ( sekarang sudah tidak berlaku lagi ). 

Dikatakan bahwa segala hukum negara dan peraturan vang masih 
tetap berlaku se!ama belum diadakan yang baru e u ut U dang-Undang 
dasar ini.23) De::1gan demikian maka hak yang masih be aku, etap diakui 
baik hak adat maupun hukum barat buatan pemeri. ar.. Hmaia Belanda, 
khusus yang menyangkut persoa!a:-: tanah. Hukurr t Pah yang berlaku 
acia;ar, hukum agraria buatan penjaJah yang dibuat demi kepentingan moda; 
besar asing di satu pihak, dengan mengorban~:an kepentingan rakyat 
lndo:1esia di pihak lain. Ada tanah-tanah dengan hak barat (eigendom, 
erfpacht, opstal), d1 samping itu ada tanah-tanah dengan hak lndo:1esia 
(tanah ulayat/patuanan, tanah milik dan agrarisch e1gendom dar: lain-lain) 
Tanah-tanah dengan hak barat, berlaku hukum agraris barat. Sedangkan 
tanah-tanah dengan hak lncionesia, beium semuanya terdafta~ dan dikena.l 
adanya Agrarisch Eigendom atas tanah milik, sedangkan hukum adat 
berlaku atas tanah-tanah Indonesia 

Pada jaman sebeium berlakunya Undang-Undang di Indonesia, dijumpru 
berlaku Agrarisch Besleit yang berlaku untuk Jawa dan Madura Disamping 
itu berlaku pula hukum perdata barat. Tanah Indonesia tanduk pada hukum 
Agraria Adat, sepanjang-sepanjang tidak diadakan ketentuan khusus untuk 
hak-hak tertentu. 24} 
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Untuk Agrarisch Eigendom berlaku ketentuan dalam Stb.l872-112. Jadi di 
Indonesia pada jaman kita merdeka, berlaku hukum Agraria Barat dan 
hukum Agraria Adat. 

Menegani tanah Indonesia, tidak semua tanah mempunyai kedudukan 
sebagai hak asli adat. Tanah Indones1a yang tunduk pada hukum Agraria 
Adat, hak menguasai ada pada persekutuan yakni ulayat atau patuanan di 
Maluku. 

Setelah berlaku undang-Unciang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 
1960, maka menurut pasal 2 ayc.t l, ditentukan ba:,.wa: atas dasar 
ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 U.U.D. - 1945 dan hal sebagai dimaksud 
dalam Pasal 1; bumi, air dan ruang <U1gkasa termasuk kekayaan ala..rn yang 
terkandung didalamnya itu pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negaa, 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat/rakyat. Sejak ini lahirlah 
hukum Agraria Nasional yang baru yakni tahun 1960 bulan September. 

Dengan adanya ketentua."1 pasal 2 ayat 1 jo pasal 33 ayat 3, maka 
hak menguasai atas tanah adalah pada pihka negara. Menurut memori 
penjelasan angka II/2 menegaskan bahwa perbatasan dikuasai dalam pasal ini 
bukan berarti dimiliki , tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada 
negara sebagai organisas i kekuasaan dari bangsa Indonesia sebelumnya 
disebut sebagai badan penguasa pada tingkat tertinggi untuk : 

1 ). Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut 

2). Menentukan dan mengatur hubungan lahir antara orang dengan bumi 
dan lainnya (dapat menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat 
dipunyai atas bumi dan lainnya itu). 

3). Menentuka..Tl dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang
orang dan perbuatan hukum yang mempunyai bumi, ~ir an ruang 
angkasa (segala sesuatu tentunya termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya). 25) 

Perkataan menguasai terdapat dalam pasal 2 ayat 2. Di sini hak 
menguasai ada pada negarasedangkan instansi yang menjalakan wewenang 
untuk hak ulayat adalah penguasa adat. 26.) Jadi hak negara dilimpahkan 
kepada penguasa adat. 

Sesuai hukum adat yang berlaku, maka hak menguasai ada pada 
persekutuan dan dijalankan oleh saniri negeri dan pemerintah negeri/raja Di 
pihak lain menurut UUPA maka sesuai pasal 2, hak menguasai ada pada 
negara dan dijalankan oleh penguasa adat. 
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Menurut Gouw Giok Siong, dalam hal ini masyarakat 'adat masih 
tetap diberikan wewenang. Terdapat sedikit kesulitan bahwa penguasa adat 
dalam mengatur dan bertindak, tetap tidak terlepas dari kebijaksanaan 
karena hak menguasai ada pada negara bukan pada persekutuan adat. Dapat 
dikatakan bahwa sifat mutlak hak ulayat negeri, tidak lagi di tangan 
masyarakat adat. 27) 

Di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing) pemerintah negeri (saniri 
negeri + raja) sebagai pelaksana atas kekuasaan menguasai dari patuanan, 
tetap melaksanakan fungsi sebagai pengatur utama atas tanah-tanah kosong 
baik tanah negeri maupun tanah dati. Tanah negeri yang kosong terdapat 
jauh di hutan/ewang, sedangkan tanah kelompok/tanah dati sangat luas 
terdapat di sepanjang pantai dan dalam negeri Hitu. Tanah dimana di 
atasnya negeri didirikan, adalah milik tanah dati. 28) 

Dalam hukum Agraria Nasional maka hak ulayat diakui ada dan 
diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih 
ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. 

J.2. ASAI. USUI. PEM/1./KAN TANAH 

3.2.1. :Masa Se6efum Penjajafzan: 

Setiap orang dalam hidupnya memerlukan tanah, bahkan matipun 
tetap memerlukan tanah. Pada masa sebelum penjajahan dimana belum ada 
pengaruh dari luar, maka tanah di Maluku Tengah khususnya di Hitu 
(Hitulama dan Hitumessing) adalah sebagai tanah-tanah adat yang dikenal 
dengan tanah patuanan. Tanah tersebut, semua sebagai gudang persediaan 
dan selama hak-hak atas tanah masih kuat/berlaku, maka hak 
negeri/persekutuan masih ikut campur dalam batas-batas tertentu. Jadi 
pemilik tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang 
berlangsung dan bergerak antara kepentingan persekutuan negeri disatu 
pihak dan kepentingan individu di pihak lain, dan tanah selain sebagai 
kepentingan persekutuan, tanah adalah juga sebagai kepentingan 
perseorangan. Sebab dikenai pula ha.."'i<-hak khusus dari kelompok masyarakat 
yang lebih kecil yang disebut soa, dati, ahli waris, individu. 29) 

Hak ulayat/patua..11an adalah hak negeri terhadap seluruh patuanan dan 
merupakan hak atas tanah menui"ut hukum adat. Oleh karena itu atas atanh 
negeri, semua anak negeri mempunyai hak untuk menggarapnya dan mereka 
menggarap untuk kebutuhan hidup dari keluarga dan hak perusahan 
tersebut diturunkan secara temurun-temurun. Hal ini tetap terpelihara 
selama negeri masih merupakan rumah tangga kelompok yang eksklusif. 
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Hollemann mengatakan bahwa hak ulayat negeri merupakan warna 
dasar dari suatu gambaran dan hak lain tentang tanah adalah merupakan 
warna khusus di atas warna dasar. 30) Hak ulayat adalah dasar dari semua 
hak khusus, semakin menonjol hak ulayat, dimana tidak ada hak khusus 
yang menonjol, maka hak ulayat menampakkan dirinya dalam keadaan bulat 
yang utuh. Hak ulayat dilaksankaan oleh saniri negeri atau didalam keadaan 
yang sangat penting bersama-sama dengan semua anak negeri mengambil 
keputusan bersama-sama/musyawarah. Sedangkan atas bagian 
khusus/tertentu ada hak khusus, dan campur tangan negeripun 
tertentu/khusus/terbatas pula 

Ada semacam azas patuanan yakni negeri adalah tempat cari makan 
maka oleh karena itu, ada hak menggarap dan menikmati yang lambat laun 
berkembang menjadi hak milik. Mula dikonstrateer bahwa tidak diakui 
adanya hak berdiri sendiri atas tanah negeri dalam kelompok individu, 
diakuinya hanya hak pakai turun temurun. Hak pakai tidak pernah menjadi 
hak atas tanah yang berdiri sendiri dari yang bersangkutan, sesuai anggapan 
tetap menjadi hak negeri karena adanya azas tersebut. Akan tetapi kemudiar1 
karena adanya perkembangan sejarah turut pula mempengaruhi sifat 
tersebut, dimana sifat intern dari negeri telah menjadi lebih umum/universal 
dan orang luar sudah dapat bermukim pula dan dapat masuk dalam ikatan 
negeri bahkan yang bermukim di luar tetapi dalam patuanan memenuhi 
kebutuhan hidup sendiri. 

Jadi pada masa sebelwn penjajahan, hanya ada satu subyek sebagai 
pemegang hak atas tanah yaitu negeri dan ada hak pakai turun-temurun. 
Penjualan dan pengasingan tanah tidak dibenarkan oleh adat. Patuanan 
hanya terbuka bagi anak negeri (sesudah itu mengalami inovasi ke arah 
yang lebih bebas). Pada masa itu tidak dipikirkan azas teritorial. Tetapi hak 
ulayat dari negeri berkembang menjadi hak atas tanah. 

Hollemann mengatakan pula bahwa ketika hak-hak khusus eli tanagn 
kelompok yang lebih kecil malah di tangan individu- individu semakin 
banyak terdapat di atas tanah komunal tradisional dan hak ini secara tidak 
berobah dalam banyak proses hukum semakin dikonstruksikan secara 
yuridisch sebagai hak atas tanah, juga negeri semakin menganggap dirinya 
sebagai badan hukum dan mulai memberikan pada hak ulayat mereka suatu 
~as teritorial. 31) Dengan demikian, hak itu ada pada negeri dan 
dltemukan langsung atas tanah-tanah yang belum digarap/yakni tanah 
e~ang, .meti dan juga secara tidak langsung atas tanah yang sudah digarap, 
d1sampmg ada hak-hak khusus dari kelompok masyarakat yang lebih kecil 
(soa dati, ahli waris). 
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Adanya hak milik pribumi atas tanah negeri ialah karena adanya 
pemukim an nyata dimana anak negeri meminta pe r set u ju an untuk 
mengusahakan suatu dusun atau kebun di atas tanah negeri dan hanya 
diperkirakan untuk diri atau mungkin juga untuk keturunannya Hak pakai 
ini lama kela:naan dapat berubah dan berkembang menurut keadaan yang 
ter tentu. Jadi seorang mengajukan permohonan untuk menggarap dan tentu 
diberikan sesuai dengan kebutuhannya tidak lebih. Cara 
membuka/menggarap tana.~ adalah sebagai berikut : 

Mula-mula hutan/kayu-kayu ditebang/ditabang kemudian dibiarkan 
beberapa hari sampai kira-kira daun-daun mulai layu dan mnegering, 
lalu dibakar beberapa hari 2 - 3 hari tar1ah mulai ditanami mulanya 
dengan tanaman umur pendek. Setelah tanahnya dikerjakan 
berturut-turut dan timbul niat untuk terus mengusahakannya dengan 
tanaman umur panjang. 

Tanah yang digarap pada mulanya diberi batas-batas de gan membuat 
pagar dari suang=kayu buah untuk pagar, dan bila mau di tanar.J 
dengan tanaman umur panjang atau dibuat dusun maka perlu pula 
diberi batas dengan batu-batu besar atau menanam pohon galala sebagai 
batas dusun. 32) 

Di negeri Hitu karena tana.l,. itu luas, maka kadang-kadang batas-batas 
tanah antara kelompok-kelompok tidak jelas dan tanah dati di negeri Hitu 
sangat luasnya dan batas-batas kada.Tlg-kadang tidak jelas (samping seka.rang 
sering terjadi perkelahian di antara orang Hitulama dan Hitumessing, 
maupun antara mereka dengan pihak luar). 

Di samping hak menggarap acia pada tanah yang luas di hutan dan 
ewang, maka hak itu ada pula pada bagian laut ya."lg dangkal yang disebut 
bagian air pu tih yang disebut meti . Hak ini adalah termasuk hak anak 
negeri untuk menangkap ikan, bia (siput), membuat sero. Bila ada usaha 
terhadap bagian laut ini, maka hak wenang pilih secara terus menerus 
dikerjakan dan dapat diberi tanda sebagai adanya tanda tersebut. Kemudian 
ia harus memberi tanda karena adanya usaha tersebut yakni dengan 
memberikan beberapa tiang pancang sebagai bukti usahanya. Keadaan ini 
tentu telah brlangsung dari jaman nenek moyang dan dapat diteruskan 
sebagai war isan bagi a:1ak cucunya. Di atas bagian tanah tersebut perlu 
diberi uang pengakuan/ rekognisi pada saniri negeri. 

Menurut sejarah di negeri Hitu selain kita jumpai patuanan sebagai 
dasar dari· hak atas tanah dengan istilah hak ulayat juga dimana patuanan 
adalah sebagai hak tertinggi atas tanah yang dimiliki ole~ suatu. pe:sekutuan 
maka dijumpai pula tanah dati sebagai tanah yang luas eli negen Hitu 
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sebagai tanah kelompok dari rumatau-rumatau yang adalah sebagai suatu 
tatanan masyarakat geneologis yang berkembang ke arah yang lebih bebas 
yakni tidak lagi merupak.an tatanan kesatuan anggota keluarga, tetapi hanya 
merupakan pelaksana-pelaksana tugas pemerintah da."'l kesatuan kena wajib 
tidak lebih. 33) 

Mengenai tanah dati ada pendapat yang berbeda dari para ahli. Schade 
dalam bukunya Adatrechtbundel XXI, hal 29 dan 3 dikemukakan bahwa 
tanah dati adalah tetap sebagai tanah negeri da.'1 hak dati atas tanah tanpa 
dipersoalkan luasnya dan usianya adalah merupakan hak pakai yang 
diberikan o;eh negeri. Terhadap ha: ini Hollemann mengatakan ada adalar. 
pendapat yang kel!ru dari Schade tenta:~g tanah dati. Katanya secara 
historisch ciati- dati di pesisir Hitu tidak pernah memperolel: hak atas tanah 
dari negeri 'sa::i~i negeri, akan tetapi hak ::.; terjadi secara lambat laun, 
karena dati menga;ami i:.divic:iualisasi da:am kerangka kelompok-kelompok 
yang lebil: besar. dan memperoleh hak sendir! diatas bagian-bagian khusus 
cian tanah yang duL.n:.ya tana..'-1 bersama dan keiompok-keiompok yang lebih 
besar. AKan tetapi d:kemudian hari kekuasaar. saniri 11egeri Sudah sangat 
menentukar: atas hak u:ayat neger: dapat ciibuktikan bahwa ta:-,ah lenyap 
kembali pacia negeri dan ditunjuk lagi kepada keiompok-kelompok baru. Ini 
tidak berarti bahwa memperoleh dat: baru adalah tidak sama dengan 
memperoleh dati asal. Sebenarnya cara ini sudah dilupakan dengan 
berlalunya waktu, hal ini sudah tidak diingat lagi. 

Menurut Bapak Pellu, tanah dati di negeri Hitu sudah ada seJak jaman 
nenek moyang dan itu adalah merupakan tanah keluarga dati yang berdaulat 
ke dalam maupun ke luar (seperti tanah ulayat). Hanya saja terjadi hak atas 
tanah dati bagi orang luar tidak diperkenankan, sebab sifat tanah dati 
adalah sama dengan tanah ulayat adalah juga sebagai tempat mencari 
makan. Jadi tidak diperkenankan untuk dijual dan untuk dimiliki, sebab 
tanah dati adalah tanah yang sangat luas dan dimiliki oleh keluarga dati 
yang mempunyai hak atas tanah seperti negeri mempunyai hak atas tanah 
negeri. 

Sarna seperti kepentingannya berada di bawah kepentingan kesatuan 
induk. Hak dati adalah juga dasar dari hak milik, sebagai tanah bersama 
dimana di dalamnya terdapat tanah secara mandiri di dalam batas-batas 
tertentu. 

Tentang campur tangan saniri negeri dikatakan bahwa campur ta.'1gan 
lang.sung dari snairi negeri tidak ada. Saniri negeri perlu tahu siapa kepala 
d a t1 b ar u .yang. memperoleh hak atas tanah. Saniri negeri cukup 
mengetahum ya 1alah hanya untuk dapat m engawas i saja, jangan sampai 
tanah itu diterlantarkan. 
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Hollemann mengatakan bahwa hak dati atas tanah adalah sebagai 
dasar hak milik. Hak dati atas tanah tidak sama dengan hak ulayat secara 
teritoriai yang meliputi semua tanah. Terdapat hak-hak yang berdiri sendiri 
pada tanah dati dan tetap mempertahankan kepentingan sendiri dengan 
batas-batas tanah tertentu. 35) . 

Sebenarnya orang pribumi tidak mempersoalkan hak atas tanah, sebab 
tidak langsung memasukkan hak atas tanah dalam hubungan hak mereka 
Mereka hanya mempersoalkan hak makan dati yang penting hasil dusun 
bukan penguasa teritorial (jaman sebelum datangnya bangsa Barat). 

Di negeri Hitu tanah dati adalah milik keluarga dati sejak jaman 
nenek moyang. Tanah dati disana terdiri dari tanah yang luas sedangkan 
tanah patuanan ada jauh di ewang. Negeri Hitu itu sendiri pada pesisirnya 
sampai batas negeri adalah tanah dati. Hak membuka tanah ada pula pada 
anak negeri dan anak dati dan wewenang ada pada kepala dati. Kepala dati 
adalah juga tergabung di dalam saniri negeri. 

3.2.2. Masa 'Beftmaa · 

Pada jaman setelah masuknya pengaruh dari luar terutama dari Barat, 
maka nampak adanya perhatian atas tanah dimana pemerintah BElanda 
melihat tanah dari kaca mata bangsanya. Hak ulayat sebagai hak negeri 
terhadap seluruh patuanannya diidentifikasikan dengan vermogensrecht/hak 
kekayaan. 

Hollemann dalam bukunya mengatakan bahwa hak ulayat dengan hak 
kekayaan adalah tidak dianggap sama sebab t idak merupakan suatu 
kekayaan seperti hak milik Belanda. Hak ulayat adalah sebagai hak milik, 
sebab negeri/persekutuan merupakan pemilik. Mula-mula kelompok yang 
lebih kecil dimana individu telah memperoleh hak yang berdiri sendiri atas 
bidang tanah dalam wi layah negeri. Setiap anak negeri setelah mendapat 
persetujuan saniri neger i, dapat menggarap bidang tanah untuk bercocok 
tanam di atasnya serta menikmati hasilnya, dapat membangun rumah di 
atasnya dan sebagai konsekwensi mempunyai hak atas benda-benda itu 
hanya saja tanah tetap dengan status tanah negeri dan tidak dapat dijual 
belikan, tanah adalah tern pat cari makan. N amun di dalam prakteknya 
terjadi hal yang Jain dan berbeda. Individu dan kelompok waris dalam 
wilayah ulayat, negeri dapat mempunyai hak yang berdiri sendiri (hak milik 
pribumi) atas bidang-bidang tanah, yakni hak-hak dapat terjadi karena 
pemukiman nyata 
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Bahwa seorang anak negeri permohonan sepotong tanah yang akan 
dijadikan dusun atau kabong. Bila permohonan dikabulkan, maka akan 
tertulis di dalam surat akte saniri negeri yang telah diberikan sebagai tanah 
garapannya dengan tidak memperhitungkan konsekwensi bahwa pemohon 
pada suatu saat dapat menjual tanah pada orang luar, maka ia perlu 
mendapat persetujaun khusus. Hak pakai yang diperoleh tersebut lama 
kelamaan dengan sendirinya dapat menjadi hak milik pribumi, dengan cara 
sebagai berikut : 

Setelah ia mengajukan permohonan sebidang untuk membuat 
kebun/kabong maka ini belum berarti bahwa ia telah memproleh hak yang 
berdiri sendiri atas tanah, akan tetapi hanya mempunyai hak menanam 
tanaman umur panjang (kelapa, cengkih). Ia tahu bahwa dengan usahanya 
itu, maka saniri negeri akan mengalihkan haknya tersebut jika mereka tidak 
mempersoalkan hak tersebut karena mereka tidak dengan itikad baik 
penggarap akan meneruskan garapannya sehingga tidak mempersoalkan. 
Se lama penggarap menunjukkan sikap yang baik, maka mereka tidak 
mengambil kembali. Akan tetapi bila terlalu merepotkan dan sikapnya tidak 
baik maka saniri negeri mempunyai hak untuk mengambilnya kembali hak 
yang telah diberikan sebagai penggarap. Bila penggarap menghentikan hak 
penggarap atau kalau hak itu berakhir waktu tanah ditinggalkan, negeri 
terlepas dari penggarapan dalam hal sesudah 1 tahun kalau ditanam 
tanaman umur panjang dan dalam hal yang lainnya sesudah pohon mati. Ini 
disebabkan karena penggarapan sudah sedemikian rupa, sehingga garapannya 
telah dapat menggeserkan kepentingan negeri atas tanah tersebut dan 
sesudah 30 tahun atau 40 tahun kadang-kadang lebih lama lagi atau dapat 
juga dalam jangka waktu yang lebih pendek sekali kalau kebun yang semula 
sudah menjadi dusun tatanaman yang lebat maka hak penggarap atas dusun 
lebih mendapat sifat yang demikian menonjol, sehingga dibandingkan 
dengannya, hak atas tanah menjadi tak berarti. Ini saatnya dimana hak atas 
tanah karena natrekking mengikuti hak atas dusun, yurisprudensi dalam hal 
ini tanpa dilihat melalui fakta yang nyata, yakni hanya dengan berlakunya 
waktu maka hak penggarap telah menjadi hak atas tanah yang berdiri 
sendiri sebagai hak milik pribumi. Hanya saja tidak ada kepastian aqpa 
memang ada hak atas tanah. Sebagai contoh utama ialah yang menjadi ciri 
utama ialah dapat dijualnya dusun pada orang luar dan orang luarpun dapat 
diberi izin mendirikan dan berkebun, sedangkan bagi orang luar berlaku pula 
hak menggarap yakni ia dapat meminta izin pada saniri negeri atas tanah 
yang belum digarap. Bagi orang luar ada ketentuan bahwa orang luar yang 
tel_ah n:ene~ap lam~ sebagai ora~g kediaman dan menunjukkan itikad yang 
ba1k, d1akU1 sebaga1 anak negen. Orang yang berasal dari luar antara lain : 
dari Luhu, Asilulu, seram dan negeri Islam lainnya. 
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Di samping itu elijumpal orang luar yang hanya sebagai penduduk tapi tidak 
elimasukkan sebagai anak negeri. 

Contoh : Orang dari Buton, Sulawesi, Jawa, Maluku Tenggara/Kei. 

Mereka mendiami desa-desa bawahan (Woly, Wanat, Telaga Kodok, Benteng 
Karang, Hulung). mengenai anak negeri sebagai orang keeliarnan dapat terjaeli 
melalui perkawinan antara seorang yang dari luar dan seorang anak negeri 
Hitu (Hitulama - Hitumessing) . Khusus dengan anak wanita atau dapat 
diikutkan dalam suatu dati tertentu yang dengan melalui tugas-tugas secara 
baik dan bagaimana ia berasimilasi sedemikian rupa, sehingga tidak elianggap 
lagi sebagai orang luar, sehingga tidak ada yang meragukan usaha yang 
bersangkutan, usahanya telah menjaeli milik pribumi. Di sarnping itu dnegan 
berlalunya waktu maka hak pakai dapat dijual pada orang luar merupakan 
ciri pertarna 36) 

Dapat dikatakan bahwa hak milik pribumi sebagai hak atas tanah yang 
berdiri sendiri ada dalam jumlah yang besar. Dan hak ulayat/patuanan 
memang masih sangat kuat akan tetapi bila telah diberikan dengan pasti 
maka sesudah beberapa tahun akan menetap pada yang perusah. 

Pada jarnan sebelum penjajah sarnpai jarnan Belanda tidak elijumpai 
tanah-tanah dengan hak Barat sehingga tidak ada tanah milik eigendom. 37) 
Tanah adat yang paling luas di negeri Hitu adalah tanah dati, yang telah 
mendominir tanah persekutuan. Pemerintah Belanda pun tidak campur 
tangan eliatas tanah-tanah adat elisana, sebab pada waktu adanya register dati 
tahun 1824 di Ambon, maka hanya atas tanah negeri Kristen termasuk 
Batumerah, sebab Batumerah menduduki tanah dati dari negeri Soya 38) 
Mengapa negeri Hitu tidak diikut sertakan dalam register dati t idak 
diketahui, akan tetapi dampak moril adalah negeri itu menggangap bahwa 
pemerin tah Belanda tidak in gin cam pur tang an dalam persoalan intern 
mereka. Dengan demikian peraturan-peraturan yang berlaku pada waktu itu 
tidak dikenal/berlaku di negeri Hitu. Mengenai register dati ini pada 
negeri-negeri Islam di Saparua yang dilaksanakan pada tahun 1814 
sedangkan eli negeri Hitu tidak ada carnpur tangan tersebut. Oleh karena itu 
asal-usul pemilikan tanah pada jarnan sebelum kemerdekaan pada prinsipnya 
sarna saja, lebih banyak berlaku peraturan-peraturan adat eli sana 

3.2.3 . '}.{asa Jepang: 

Pada masa Jepang Pemerintah +/- 3 1/2 tahun keadaan tidak terlalu 
mempengaruhi dan carnpur tangan pemerintah Jepang atas tanah-tanah adat 
di Hitu pun tidak ada. Walaupun demikian bukan berarti bahwa Jepang 
tidak carnpur tangan atas bumi Indonesia 
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Mereka mempunyai andil yang besar dalam merusak tanah di Indonesia 
Rakyat Indonesia pada waktu itu benar-benar kehidupannya adalah di bawah 
garis kemiskinan banyak yang mati menderita, kelaparan, keadilan, dapat 
dikatakan samasekali tidak ada Yang paling pokok ialah bahwa di negeri 
Hitu mereka tidak turut campu tangan dalam soal-soal yang menyangkut 
tanah baik tanah dati maupun tanah negeri. 

3.2.4. Masa Kemerdekaan: 

Setelah kita merdeka tahun 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 
1945 berlakulah U.U.D. 1945 Negara R.l Menurut ketentuan peralihan pasal 
II memberikan kemungkinan peraturan-peraturan atau badan yang masih 
tetap berlaku sepanjang belum ada yang baru untuk menggantikannya Atas 
dasar peraturan peralihan tersebut, maka sampai dengan tahun 1960 bulan 
September barulah berhasil ditetapkan suatu peraturan Nasional tentang 
Hukum Agraria Indonesia yang berlaku pada tanggal 5 September 1960. 

UUPA adalah sendi pokok daripada per Undang-Undangan Agraria 
Nasional. UUPA adalah perwujudan kebijaksanaan pemerintah mengenai soal 
tanah. Di sini pemerintah sebagai pemegang wewenang mengatur 
penyelenggaraan, penyediaan, pemilikan dan menetukan dan mengatur 
hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi ................. , menata hubungan hukum 
antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi. 39) Katanya 
pelaksanaan UUPA tentu membawa banyak masalah bagi tanah-tanah adat. 
Dengan berlakunya Hukum Agraria Nasional, maka telah dikesampingkan 
beberapa peraturan tentang tanah yang tidak memperhitungkan kepentingan 
kesatuan bangsa Peraturan tersebut antara lain : 

Buku II BW yakni mengenai seluruh peraturan tntang hak kebendaan yang 
berhubungan engan bumi ................... Agrarisch Wet sebagai berikut 1870-55 
yang termuat di dalam I.S pa.sal 51 Domeinsverklaring. 

Menurut Abdurahman S.H, dengan adanya UUPA Nasional, maka 
hukum adat harus tunduk pada hukum Agraria Nasional tersebut. Tindak 
lanjut dari pelaksanaan UUPA diatur oleh peraturan .......... berbentuk 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan bukan 
diserahkan kepada hukum adat. 40) Jadi sejak kita merdeka sampai tahun 
1960, di Indonesia masih terdapat dualisme hukum pertanahan. Sejak 
Sep~e1;11ber 1960,_1;1laka berla~ulah hukum Agraria Nasional. Dengan 
dem1k1an cara pem1bkan tanah diatur menurut hukum Agraria Nasional dan 
bukan diserahkan pada hukum adat. Akan tetapi hukum adat adalah dasar 
dari pada hukum Agraria Nasional. 

• 
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Ada dua cara terjadinya dan cara mendapatkan hak milik. Cara 
pertama adalah dengan peralihan (beralih atau dialihkan). Beralih disini 
adalah karena warisan yang beralih dari pemilik setelah meninggal dunia 
disini cara pemilikan adalah karena adanya peralihan hak tidak dengan 
sengaja, jadi karena hukum. Sedangkan dialihkan, adalah suatu peralihan hak 
yang dilakukan deng:m sengaja supaya hak tersebut terlepas dari 
pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain, dan terjadinya 
melalui suatu perbuatan hukum antara lain : jual-beli, tukar menukar, hibah, 
hibah wasiat/legent. 

Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan menurut hukum adat, dengan 
penetapan Pemerintah, karena Undang-Undang. Terjadinya hak milik 
menurut hukum adat dengan jalan membuka hutan dalam lingkungan 
wilayah masyarakat hukum adat dengan persetujuan kepala adat. Hutan 
yang dibuka atau diperusah itu, lambat laun menjadi milik yang 
membukanya. Jadi menyangkut hal ini, sama saja dengan yang telah 
diuraikan pada bagian depan, tentang asal usul pemilikan sebelum penjajahan 
sampai sekarang. Sedangkan cara lain di negeri Hitu belum terjadi, sebab 
tanah-tanah disana adalah semuanya tanah adat, sehingga asal usul 
pemilikannya adalah dengan cara mengajukan permohonan pada penguasa 
adat yakni saniri negeri dan kepala persekutuan. 

Tanah adat di negeri Hitu ada dua macam yakni tanah patuanan yang 
diatur oleh penguasa adat dan tanah dati yang terdapat di dalam patuanan 
Hitu yang menjadi milik dari warga dati, yang peruntukkannya diatur oleh 
kepala dati tentu dengan persetujuan dari warga dati/anak dati itu 
seluruhnya. Bagian tanah tersebut disebut tanah dati linyap. Tanah dati itu 
dapat diserahkan pula pada orang kadiaman, dan orang kadiaman yang 
karena perkawinan dan juga karena adopsi, yakni dengan cara kawin dan 
mengambil fam ayah istrinya. Di negeri Kristen di Maluku Tengah, cara ini 
disebut kawin ambil piara 

Anak-anak dati dapat memperoleh pembagian atas tanah kosong milik dati, 
dan di negeri Hitu dan negeri-negeri Islam lain di sekitarnya disebut ahli 
waris dati atau ahli waris kognatis. 41) 

Di negeri Hitu dalam rangka pelaksanaan pembangunan pisik maka 
terjadinya penghibaan hak milik dari tanah dati untuk dimanfaatkan bagi 
suatu bangunan antara lain untuk bangunan gedung SMP negeri Hitu yang 
mana tanah tersebut selalu merupakan masalah yang tak habis-habisnya 
antara pihak negeri Hitulama dengan Hitumessing, masing-masing negeri 
mengclaim tanah miliknya masing-masang. 
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.3.2. A$AL-U$UL PENCCUNAAN TANAH 

3.2.1. :Masa sef;efum Penjajafum: 

Pada jaman dimana manusia masih hidup dalam keadaan yang sangat 
sederhana/primitif, maka mereka hanya menggantungkan diri pada alam. 
Alam telah menyediakan segala sesuatu sebagai sumber kehidupan. Dalam 
keadaan mengembara yakni belum mempunyai rumah, tempat berteduh, 
berlindung yang tetap, maka mereka hanya meramu dan memburu. Akan 
tetapi keadaan seperti ini kian menjadi meningkat, dalam 
kelompok-kelompok mereka mulai menata lingkungannya dan mulai 
mempunyai rasa terikat oleh adanya lingkungan yang memberikan hidup 
yang menetap. Mulai merasa membutuhkan tanah yang dikerjakannya 
dengan cara yang sangat sederhana sekali. Tanah dijadikan tempat untuk 
mendapat kehidupan. Ia mempunyai hak untuk menggunakan tanah yang 
didudukinya, hak atas pohon-pohon dan lain-lain atas tempat tersebut, tanah 
dijadikan tempat mengambil hasil hutan. Dalam keadaan mengembara belum 
dapat mengelolah tanah dengan baik karena sifat berpindah-pindah. Keadaan 
seperti ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Akan tetapi 
setelah mereka mulai terikat pada sebidang tanah dan dengan 
mengembangkan pencahariannya dengan bercocok tanam dengan sistim 
ladang yang berpindah-pindah, dimana di Maluku Tengah umumnya hampir 
sama saja. Mula-mula mereka membuka tanah untuk berkebun apabila 
sampai 3 kali dan berpindah ke tempat lain, karena tanah masih sangat 
luas. Tanah yang masih ditumbuhi oleh macam-macam tumbuhan yang 
berupa pohon-pohon besar, makanan buah- buahan yang berupa tanaman 
biji-bijian seperti hutan rimba/belukar. Di samping itu di tumbuhi 
pohon-pohon sagu yang luas di tanah ewang/hutan rimba yang ditumbuhi 
pohon-pohon sagu yang luas di tanah ewang/hutan rimba yang ditumbuhi 
pohon durian. kenari, langsat dan jenis-jenis lainnya lagi. Alam sangat 
memanjakan mereka di samping mereka mengerjakan/mengolah kebun 
dengan cara dan alat yang sangat sederhana Caranya membuka hutan untuk 
kebun ialah menebang pohon-pohon lalu dibiarkan beberapa hari, bila kayu 
sudah kering, lalu dibakar kemudian di olah, dicangkul untuk membuat 
kebun. Mereka membuat kebun dengan menanam tanaman umbi- umbian, 
sayur-sayuran hanya sekedar konsumsi keluarga saja, belum berpikir 
ekonomis. Keadaan hidup serperti ini juga dipertahankan dalam keadaan 
yang cukup lama 
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Pada waktu itu tindakan membuka tanah pertanian selalu diikuti dengan 
pemberian sesajen sebagai suatu tanda relegius-magis dan diikuti dengan 
memberikan tanda dari adanya usaha memberi batas-batas yang ditanami 
dengan memagari kebun. Bila sudah beberapa kali ditanami, kaclang-kaang 
meninggalkan tempat bebas tersebut untuk mencari yang lebih baik lagi. 
Dan tempat bekas tersebut disebut Aunu. Atas bekas tanah itu mereka 
mempunyai hak, apabila tidak dipakai lagi, maka dapat diberikan kepada 
orang yang lain untuk diusahkan dengan seizin yang membuka tanah 
terse but. 

Usaha pertanian juga disesuaikan dengan keadaan tanah dan iklim, tanah 
yang berbatu, berpasir pada lereng-lereng gunung. Pada mulanya hak 
menggunakan tanah ini hanya ada pada anak negeri sebab tanah adalah 
sebagai tempat cari makan bagi anak negeri terutama tanah ewang dapat 
digunakan dengan hak-hak memungut hasil hutan sebagai berikut : 

Hak ambil kayu, yakni kering untuk api dan pembuatan arang (yang 
pada jaman Belanda sampai sekarang dapat diberikan pula pada oran.g 
luar) 

Hak ]Xltong kayu, kayu mentah untuk pertukangan, membuat tiang
tiang/menara rumah, bambu rotan dan ]Xlhon-]Xlhon kayu untuk 
mmebuat perahu atau sero. 

Di samping itu dikenal hak tabang, potong ]Xlhon, hak menokoh yakni 
pukul sagu, yang tumbuh lebat ditanah ewang 

Hak petik san memungut hasil buah-buahan dari tanaman seperti 
kelapa, durian, gamutu, gaba-gaba; atap, sayur-sayuran. 

Hak tifar/sadap ]Xlhon aren atau disebut mayang atau kepala untuk 
mendapatkan sageru atau menyuling menjadi minuman keras sopi. 

Hak berburu, binatang liar, rusa dan lain-lain. 

Terhadap semua hak ini dikatakan bahwa harus sesuai kebutuhan saja tidak 
boleh mengambil lebih. Melalui hak-hak ini, patuanan/persekutuan dapat 
menghalangi orang luar untuk mengambil hasil tanpa izin dan membayar 
uang pengakuan/rokognisi. Oleh karena itu pengasingan tanahpun tidak 
boleh, sebab mengura..11gi kemungkinan hidup anggota masyarakat. 42) Tanah 
memberi pula tempat untuk warga persekutuan yang meninggal. Ditemui 
bekas kuburan di atas tanah-tanah dati yang terdapaf di ujung negeri. Selain 
tempat penguburan juga tanah untuk membangun rumah sebagai tempat 
tinggal. Tempat ibadah juga dibangun di atas tanah dati. 
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Dikatakan bahwa sebelum datangnya bangsa-bangsa lain dari Barat, 
maka sudah ada pemerintah Sui tan Tern ate dan Tidore dan setiap saat 
(secara periodik) utusan dari sana datang untuk mengambil upeti dari 
beberapa tempat di Hitularna yang pada waktu itu adalah merupakan dapur 
besar dimana upeti-upeti juga ditimbun dan berasal dari kesatuan-kesatuan 

· yang disebut dati/badati atau soa-soa 43) 

Pada jarnan sebelum datangnya bangsa Belanda, penggunaan tanah di 
negeri Hitu adalah lebih demi kebutuhan hidup masyarakatnya tidak lebih. 
Pandangan hidup masyarakat pada waktu itu adalah terlalu pasif. Mereka 
mempunyai sikap menerima saja sebab alam/tanah sudah menyediakan 
segala-galanya, sikap yang acuh tak acuh dari mereka. Jadi penggunaan 
tanah sangat sederhana. Hak persekutuan atau hak ulayat/patuanan itu 
merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki dan dikuasai dimana 
persekutuan diberi hak untuk dapat mendirikan rumah, bercocok tanam, 
mengumpulkan hasil hutan, berburu dan menangkap ikan dan juga untuk 
menggembalakan karnbinglternak. 

3.2 .2. Masa 'Befantfa · 

Masa dimana mulai masuk peradaban baru yang teratur 
mempengaruhi pula sikap dan perilaku masyarakat setempat. Kedatangan 
Belanda membawa suatu perobahan sosial-ekonomi di Nusantara kita. 
Mereka datang tujuan utama mencari bahan perdagangan yang berasal dari 
Timur Jauh khususnya rempah-rempah yang pada waktu itu sangat mahal 
harganya di pasaran dunia. Tujuan mereka adalah untuk kepentingan 
ekonomi, akan tetapi terselip di dalamnya keinginan politik negaranya. 
Belanda terkenal dengan politik Agraria. Masalah tanah di Indonesia pada 
waktu itu mempunyai sifat dualisme. Ada tanah yang dikuasai hukum Barat 
dan yang dikuasai hukum adat. Tanah yang pada waktu itu kepunyaan 

1 masyarakat desa dan pemimpin/raja hanyalah sebagai pemegang hak-hak 
persekutuan atas tanah, mengatur, mengurus dan mengawasi pemakaiannya 
atau penggunaan tanah-tanah agar pemakaian tidak merugikan persekutuan 
dan hak perorangan atas tanah . Semua norma tentang yang sudah 
diwari skan nenek moyang secara turun-temurun, sehingga di negeri Hitu 
keadaan ini tidak dapat digeserkan begitu saja yang dal am arti pengaruh 
Belanda di sana t idak mudah untuk menggeserkan cara-cara tradisional 
tentang penggunaan tanah. Ditemui cara penggunaan tanah seperti yang 
sudah disebutkan. Dan keadaan ini tetap berlaku dalarn kurun waktu yang 
sangat lama karena kurangnya pengaruh Barat terutarna Belanda 
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Pada waktu mereka berpindah ke pesisir pantai maka perobahan sikap 
mempengaruhi kehidupannya, yakni sistem berladang yang menetap mulai 
dikembangkan hanya dengan sifat yang masih sulit untuk ditinggalkan 
karena sangat sederhana, komunikas i yang kurang lancar. Dalam keadaan 
seperti itulah mereka mulai berkenalan dengan hidup dipesisir pantai dengan 
macam-macam hak yang diatur seperti bagaimana hak menggunakan tanah 
ewang, tanah belukar, tanah prsekutuan maupun perorangan. Untuk bagian 
ini semua anak negeri mempunyai hak untuk ambil ikan dan bia, hak timba 
laor dan menggunakannya tentu dengan syarat-syarat yang diatur. 44) 

Mengenai bagian laut yang dangkal yakni air putih atau meti yakni 
wi layah hak ulayat negeri, maka semua anak negeri mempunyai hak 
eksploitasi wilayah tersebut yakni : 

- Untuk mengambil ikan dan bia 

- Sebagai pelabuhan tempat perahu yang disebut labuang 

- Tempat untuk timba laor 

- Tempat untuk membuat sero 

Untuk bagian tempat di situ larangan tertentu yakni dilarang menangkap 
ikan dengan jaring hanya boleh denganpancing dan jala Sedangkan tempat 
untuk sero atau ada perusa sero ini art inya mendapat hak atas meti yang 
tetap dan dapat pula langsung sehingga sebagai syarat ia harus dapat 
membiarkan beberapa tiang sero tetap terpancang sebagai bukti adanya 
usaha (perusa) kesempatan menggunakan tempat tersebut. Hal ini dapat 
:l.isamakan dengan aun di bagian tanah kebun. 

Bila yang bersangkutan tidak menggunakan hak tersebut, maka saniri negeri 
dapat meminjamkan pada orang lain, akan tetapi harus dengan persetujuan 
perusahannya. Berkebun pula suatu kurun waktu tertentu yakni 2 tahun 
lamanya dan dapat pula disewakan atau digadaikan. 

Bagaimana penggunaan atas tanah dati, ialah anak negeri sebagai 
keluarga dati semuanya mempunyai hak yakni boleh menggarap tanah 
sebagai perorangan sehingga timbul hak pakai atas tanaman dan juga .rumah 
kalau mendirikan rumah. Bagi semua anak dati yang telah mencar btasanya 
menggunakan tanah sebagai dati linyap di atas tanah it u ia hidup da~ 
mempunyai hak pakai, yang menunjuk tanah. t.ersebut. adalah keJ?ala dat~ 
dan harus dengan pemberitahuan pada samn negen supaya dtketahUl 
pengukuhan haknya 
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Di negeri Hitu terdapat keadaan bahwa untuk dapat menjadi anak 
neger i, seorang harus anak dati, dan tanah dati yang luas memberikan 
kemungkinan bercoc;ok tanam yang lebih besar. Jadi para pendatang yang 
menetap dengan sikap, tingkah laku yang dapat diterima, ikut dalam semua 
kegiatan negeri, t idak menghitungkan apakah ia orang luar atau tidak. Jadi 
seseorang yang dimasukkan dalam dati adalah merupakan adopsi ke dalam 
keluarga. 45) 

Pada jaman Hindia Belanda tanah di Hitu tidak terlalu menjadi 
perhatiannya, kemungkinan tanah di Hitu termasuk tanah berbatu-batu, ada 
tanah dengan keadaan yang datar, ada yang miring yang kalau 
diperhadapkan kurang menguntungkan pihak pemerintah, sehingga kurang 
digunakan. 46) Sedangkan pendayagunaan tanah dengan cara tradisional 
tetap untuk konsumsi keluarga saja (lihat tata guna tanah dati Direktorat 
Agraria Tingkat I Maluku). 

Mengenai tanah dati yang boleh digunakan oleh orang luar harus 
memenuhi beberapa syarat antara lain : luas kebun, lamanya hak pakai, jenis 
tanaman, dan diatur bagaimana akhirnya dari hak pakai tersebut. 
Kadang-kadang syarat ini tidak terlalu ketat, tergantung bagaimana 
pendekatan hidup, hubungan-hubungan baik dengan kelompok/keluarga dati. 
Sebagai azas umum bahwa hak menikmati, memagari dengan baik dan 
cukup untuk kebutuhan keluarga, dan hak mneikmati selama hidup dan 
setelah mati dengan adanya persetujuan ulang dapat berpindah pada anak 
cucunya bila mereka sellau menghormati hak-hak tersebut, yakni hanya 
boleh menanam bahan makanan kecuali pohon-pohon, sebab dapat berakibat 
hak milik pada suatu saat dapat menimbulkan suatu tuntutan atas hak . 
tersebut. Di samping kita kenal hak atas tanah dati, maka dikenal pula hak 
dati atas kinta! lpekarangan) dan rumah yang disebut rumah dati. Apabila 
orang luar yang memiliki rumah tersebut, maka dibiarkan sampai rumah itu 
melele (bocor ). 47) 

Daerah-daerah yang didiami penduduk pendatang antara lain, Oli, 
Wanat, Woli, Poliki, Hulung, Benteng Karan9, Kampung Baru, mereka berasal 
dari Jawa, Bugis, Maluku Tenggara Jauh lyakni orang Kisar ). Mereka itu 
memperoleh izin untuk boleh menggunakan tanah seperti tanaman pangan 
saja, sedangkan tanaman umur panjang tidak, dan boleh membangun rumah 
hanya selama yang masih bersedia menepatinya untuk suatu jangka waktu 
tertentu. Apabila mau diambil oleh pemilik tanah atau persekutuan maka 
t anah harus dikem balikan. Oleh karena it u r u m ah dibiar kan sampai 
melele/bocor dan tidak boleh diperbaikL 
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3.2.3 . Masa Jepang: 

Masa pemerintahan penduduk Jepang berlangsung t idak lama +/- 3 
tahun oleh karena itu tidaklah mempengaruhi cara penggunaan tanah sebab 
waktunya relatif singkat. Pada pr insifnya cara penggunaan tanah bagi 
masyarakat Hitu masih tetap dalam kondisi yang tidak berubah, sebab 
Jepang t idak terlalu mencampuri urus:r ' tanah tradisional. Semua upaya 
Jepang di Indonesia umumnya adalah untuk kepentingan strategi dan politik 
perang Jepang yakni kemenangan Jepang. Masalah tanah tidak ditujukan 
unt uk ekspor t produks i tetapi untuk kepentingan memperbanyak bahan 
makanan. Oleh karena itu masalah t anah t idak me jadi persoa!an tetap 
seperti semula dan berlangsung sampai kita merdeka 

3.2.4. Masa ?(pnenfe{;_aan: 

Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah awal dari wujudnya Negara 
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan UUD-1945 pasal 33 ayat 3 
mempunyai hubungan dengan masalah pertanahan. Sebab di dalam hal 
pen dayag unaan t anah, maka negar alah yang akan menyalur dengan 
sebaik-baiknya kete rt iban keseragaman hidup bermasyarakat. Sejak kita 
merdeka sampai tahun 1960, maka kita selalu menghadapi pertempuran 
dengar Belanda. Agrarisch Wet 1870 masih tetap berlaku di Indonesia dan 
UUD-1 945 belum dapat dijabarkan, meskipun pada tahun 1948 te lah 
t erbentuk Panitia Rancangan Undang-Undang Agraria yang baru yang sesuai 
dengan alam kehidupan bangsa Indonesia yang pada tanggal 24 September 
1960, dapat diundangkan sebagai Undang-Undang No. 5 tahun 1960 atau 
lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat 
·tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dengan tujuan tertentu antara lain 
:n menghilangkan dualisme atas tanah, yakni tanah Barat yang tunduk pada 
hukum Barat dan tanah adat yang tunduk pada hukum adat. Diatur satu 
saja peraturan untuk adanya kesatuan dan kesederhanaan mengenai tanah di 
Indones ia untuk bagaimana pengaturan tentang pendayagunaan, peruntukan, 
penyediaan dan pemeliharaan. 

Dalam kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
t erc i ptalah aturan mengena i hak dan kewajiban dalam usaha 
memanfaatan/mendayagunaan tanah antara lain : 

- Adanya hak memungut hasil 

- Kesepakatan membuka hutan di lingkungan masyarakat 

- Hak menggembalakan ternak 

- Hak mendirikan rumah 
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- Hak bercocok tanam 

- Hak berburu clan menangkap ikan 

Semua ini telah diwariskan secara turun temurun sampai ·saat kemerdekaan 
malah sampai sekarang. Dalam hal ini kepala persekutuan yakni kepala 
desa/raja, kepala suku yang di Hitu disebut Upu Aman, Upu Latu sebagai 
pelaksana hak patuanan/ulayat mengawasi serta membatasi gerak-gerik 
warganya agar tidak mencari keuntungan yang berlebihan dari tanah yang 
didayagunakan. 48) 

Di Hitu hak persekutuan tidak menutupi pintu bagi orang luar yang 
ingin mendayagunakan tanah, dengan syarat harus ada rekognisi/tanda 
pengakuan. Peraturan adat tentang tanah tetap merupakan peraturan dan 
kebiasaan-kebiasaan yang ari saat ke saat dipatuhi dan dilaksanakan, baik 
pemertintah Belanda maupun Jepang tidak membuat hak khusus 
menyangkut pelanggaran tanah baik tanah dati maupun tanah negeri Hitu, 
kevuali di negeri-neger i dengan adanya Register Dati yakni dengan 
berlakunya/adanya Stb. 1924 yang hanya berlaku/diterapkan pada 
negeri-neger i dengan Register Dati (1814, 1823). Peraturan adat tetap 
berlaku dan tumbuh dengan subur di negeri Hitu sampai berlakunya UUPA 
tahun 1960 yang didasarkan pada hukum adat dan UUD-1945 pasal 33. 

Tanah di Indonesia yaitu tanah dengan hukum Indonesia hampir 
semuanya belum terdaftar dan tidak semua tanah di Indonesia adalah tanah 
dengan status sebagai hak-hak asli adat. Tanah Indonesia tunduk pada 
hukum Agraria Adat, sepanjang tidak diadakan ketentuan khusus. Sesudah 
berlaku UUPA, maka tanah dengan status adat tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan UUP A 

Penggunaan tanah secara intensif untuk tanaman umur panjang 
seperti kelapa, cengkih dan pala di samping usaha kebun. Masyarakat 
semakiri sadar akan kehidupan ini, ketergantungan pada tanah, tumbuhan 
yang tumbuh sendiri telah menipis sebab semakin banyak upaya membuka 
hutan untuk bercocok tanam. Dalam rangka melaksanakan pembangunan 
demi menuju tercapainya masyarakat sejahtera dan sehat bahagia, maka 
penggunaan tanah diarahkan sesuai dengan rencana pembangunan desa Oleh 
karena itu, pembangunan phisik mulai mendapat perhatian. Tanah 
diperuntukan bagi gedung-gedung sekolah antara lain dibangun di atas tanah 
dati, 
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sebab tanah yang kosong adalah tanah dati, sedangkan tanah negeri jauh di 
ewang-ewang (hutan rimba). Pembangunan gedung SMP negeri Hitu, Taman 
Kanak-Kanak adalah di atas tanah dati. Bagian tanah ini sampai sekarang 
t etap merupakan masalah yang t idak habis, selalu t imbul konflik-konflik 
antara negeri Hitulama dan negeri Hitumessing sebab mas ing-masing 
mengclaim bagian tanah tersebut sebagai miliknya 49) 

dalam kenyataan sekolah tersebut menampung semua anak-anak baik dari 
Hitulama dan Hitumessing, Hitulama maupun negeri-negeri sekitarnya. 
Tanah-tanah yang tidak terdaftar sebagai Registrasi tanah dati menyulitkan 
penyelesaian apabila timbul konflik-konflik.. 

Dalam menerapkan UUPA dan Landreform sangat menyulitkan, 
masyarakat belum memahami maknanya. Hanya saja demi suatu kepastian 
hukum terhadap tanah tersebut, maka tanah perlu di daftar. Untuk 
diketahui berapa besar tanah milik seseorang, sebab monopoli tanah sudah 
dilarang dan sedapat mungkin supaya didayagunakan. 50) Di negeri Hitu 
(Hitulama dan Hitumessing) banyak tanah yang disewakan atau digarap 
secara bagi nasi!, yang dalam hal ini sering menimbulkan masalah-masalah. 
Mengenai penggunaan tanah di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing) dari 
jaman sebelum penjajahan sampai kita merdeka sekarang ini, cara 
penggunaan tanah pada prinsipnya adalah sama, karena telah merupakan 
warisan secara turun-temurun. 
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BAB IV 
POLA PENGUASAAN TANAH 

Pola penguasaan tanah di desa atau negeri Hitu sejak. dulu hingga 
sekarang, dapat dikatakan tidak. mengala.mi perubahan rang .Prinsipil. Kalau 
ada perubahan, hal itu hanya karena perubahan dan dina.m1ka ma::y~ak.at , 
namun tidak merubah secara mendasar pola penguasaan tanah. Hal m1 dapat 
dipaha.mi karena pendirian warga desa dala.m mematuhi tatanan huku~ ada~ 
dan adat istiadat yang telah hidup di dalam masyarakatnya yang d1patuh1 
sejak nenek moyang ataupara leluhurnya 

'Desa Hitu adalah suatu desa dengan penduduk asli seratus persen 
beragama Islam. Dengan demikian maka atas dasar ajaran Receptio in 
complex ada pengaruh agama Islam terhadap tatanan hukum adat dan adat 
istiadat di Hitu, terhadap pranata-pranata kekerabatan, pranata ekonomi, 
pranata religi dan pranata politik.. 

Berbicara tentang hal-hal diatas berarti berarti berbicara tentang 
peranan manus ia yang mendiami suatu tempat dalam kurun waktu yang 
lama bahkan menetap. Manusia yang hidup dalam suatu kurun waktu di 
suatu wilayah atau daerah tertentu tidak dapat melepaskan dirinya begitu 
saja daripada buminya tempat ia berpijak, tempat ia hidup dan menjalani 
penghidupannya · 

Untuk mengatur hidup bermasyarakat, ia membutUhkan pengaturan 
atau penataan. Di sini manusia sebagai makhluk pribadi atau individu 
maupun sebagai mahkluk sosial atau zoon politicon harus tunduk kepada 
ketentuan atau tata pengaturan hidup yang telah disepakti bersa.ma Tanpa 
tata pengaturan itu maka akan terjadi khaos atau kekacauan bahkan bisa 
menimbulkan perang semua lawan semua, dimana manusia yang satu 
terhadap manusia yang lain adalah laksana serigala, homo homini lupus, 
demikian Thomas Hobbes, walaupun kebenarannya secara seratus persen 
daripada teori atau pendapat ini masih harus dibuktikan. 

Seorang Inggris yang lain yaitu dokter John Locke, yang mencurahkan 
perhatiannya pada masalah filsafat politik dan yang sela.ma hidupnya aktif 
sebagai negarawan 1) juga mengemukakan pendapatnya ten tang teori 
perjanjian masyarakat. Ia mengemukan dua jenis perjanjian masyarakat 
dimana idea- idea politiknya dijelaskan dal am Two Treatises of Vicil 
Goverment, Everymans Library, nomor 751, London 1690. 
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Di sini dapat dilihat pendirian Locke tentang perjanji an m asya;akat dan 
konsepsinya tentang keadaan alamiah. Dalam keadaan alamiah ini mar:usia 
hidup bebas dan sederajat, hidup menurut kehendak hatinya. Ke 'lda.m 
alamiah ini sudah bersi fat sosial, sebab manusia hidup rukun, tentram dan 
damai sesuai dengan hukum akal (law of reason) yang mengajarkan bah wa 
manusia tidak boleh menganggu hidup, .·.tsehatan da..'1 milik sesamanya 

John Locke mengemUkakan dalam hubungan ini dua teori yaitu 
pactum unionis dan pact •m subjectionis. Pactum unionis adalah perjanjian 
masyarakat yang sebenarnya d.mana dibentuk suatu b~dan kolektif bersama 
yang akan menampung ind:·1idu- individu yang bersama-sama mengadakan 
perjanjian masyar akat itu. Dengan perjanjia m asyarakat yang sebenarnya 
terbentuklah soc iae tas at au masyarakat manusia, sedangkan pactum 
subjectionis adalah perjanjian pemerintahan dimana anggota masyarakat 
ataupun masyarakat manusia tadi membuat perjanjian dengan seorang atau 
sekelompok orang yang diberi kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu yang 
harus dihormati dan dit aati oleh kedu a belah pihak yak ni anggot a 
masyarakat atal' :~ky ~.t dan orang atau sekelompok orang itu, dimana oang 
atau sekelor.: ,;Ok orang itu atau badan yang dibentuk itu diberi mandat 
(mandatum) untuk menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Perjanjian itu 
mel ahir kan pemerintah. Di sini kit a lihat masyarakat it u hid up dibawah 
sua. ".J ekuasaan yang baik dengan tata pergaulan yang menjamin milik , 
ke ehatan, kebebasan dan sebagainya 

Dari uraian singkat diatas jelas bahwa ada " masa dimana manusia 
belum bermasyarakat " dan " masa dimana manusia sudah bermasyarakat 
diin bernegara " atau menurut istilah melamed sebagai st aat losen zustand 
dan staatzuztand 2) 

Secara khusus dapat kita katakan bahwa di desa Hitu masalah 
hubungan manus ia dengan manusia, hubungan manusia yang bermasyarakat 
dengan penguasanya, hubungan m anusia dengan alamnya atau buminya, 
hubungan dengan tanah dimana manusia hidup telah terjalin pula sejak para 
leluhurnya. Hal ini telah diuraikan pula dalam Bab II dan Bab III daripada 
lapo r an in i. Hubungan-hubungan i t u t un duk pada aturan pergaulan 
masyarakat Hitu yang ditaati sejak. para leluhurnya mendiami kawasan Hitu 
terse but. 

Dengan kata lain penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di 
Hitu tidak terlepas dari tatanan hukum adat dan adat ist iadat serta tatanan 
sosiai yang berlaku sejak para leluhurnya mendiami kawasan Hitu. 
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4.1. PRANATA·PRANATA SOS/ Al YANC 8ERlAKU DAlAM PENCUASAN 
TAN AN 

Pada umumnya pranata-pranata sosial meliputi : 

4 .1 .1 . Pranata X!k.!ra!Jatan : 

Pranata ini meliputi antara lain hubungan darah dan hubungan 
perkawinan. Berfungsi untuk keperluan kekerabatan, misalnya berhubungan 
dengan masalah pewarisan tanah. Hal ini jelas terlihat pada harta pusaka di 
Minangkabau dan tanah dati di Maluku Tengah khususnya pulau Ambon 
dan Lease (Saparua, Haruku dan Nusalaut) terutama bagi negeri-negeri atau 
desa-desa yang penduduk aslinya beragama Kristen atau desa Kristen. 

Bagi desa-desa Islam di pulau Ambon, masalah dati merupakan hal 
yang problematis. Satu-satunya desa yang penduduk aslinya beragama Islam 
at au desa Isl am yang jelas masalah datinya adal ah negeri atau desa 
Batumerah (Register dati staatsblad 1814). Dengan demikian masalah dati di 
Hitu masih problematis. 

4 .1.2. Pranata 'Ef:.pnomi : 

Berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam hal 
matapencaharian hidup yaitu mencakup aspek berproduksi, mendistribusi 
dan mengkonsumsi. Misalnya persoalan ganti rugi, pemanfaatan tanah dan 
sebagainya 

Di Hitu penguasaan tanah adalah oleh persekutuan hukum dalam hal 
ini oleh Pemerintah Negeri dan Saniri negeri. Apabila warga masyarakat 
memerlukan menggunakannya maka hal itu harus mendapat izin terlebih 
dulu. Dalam hal penduduk pendatang hendak mem anfaatan tanah, maka 
terlebih dahulu harus mendapat izin. Mereka boleh memanfaatkan tanah 
untuk pertanian tetapi tidak boleh menanam tanaman umur panjang. Dahulu 
ada semacam imbalan baik berupa hasil maupun uang yang disetor ke kas 
nega:i atau desa. Sekarang hal itu tidak atau hampir tak berlaku, yang 
pentwg para pendatang itu harus menjaga ketertiban dan keamanan 
masyarakat, menjaga keselamatan tanah yang diusahakannya, menjaga tanah 
desa secara umum. Apabila ada kerja bakti, bersih desa dan lain-lain ia 
wajib menunjukkan itikad baiknya dengan berpartisipasi secara aktif dan 
pos itif. Bila tidak memenuhi hal-hal ini, maka akibatnya mereka tidak 
diperkenankan lagi oleh Pemerintah dan Saniri untuk mengusahakan dan 
memanfaatkan tanah. Dengan kata lain mereka dapat m eninggalkan tanah 
yang diusahakannya 
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4.1.3. Pranata J(efigi 

Berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dan 
berbakti kepada Tuhan atau alam gaib. Lembaga-lembaga keagamaan yang 
ada hubungannya dengan penguasaa.11 tanah di Hitu, dapat dijelaskan sebagai 
berikut. 

Untuk keperluan peribadatan maka Pemerintah dan Saniri Negeri 
memberikan tanah untuk tempat mendirikan mesjid di negeri Hitu 
(Hitulama dan Hitumessing), Gereja d1 Benteng Karang untuk Katolik 
Protestan dan Sidang Jemaat Allah . Tanah-tanah ini selanjutnya 
penguasaannya dilimpahkan kepada pengurus lembaga-lembaga agama yang 
ada. Tanah tersebut adalah tanah negeri yang dikuasai dan dimiliki oleh 
Persekutuan Hukum dalam hal ini adalah desa Hitulama dan Hitumessing. 
Juga diberikan tanah cuma-cuma untuk gedung gereja Kristen bagi warga 
POLRI eli Hi tu. 

Di hitu juga di kenal Hari Raya 7 Hari yaitu seminggu sesudah iDul 
Fitri . Biasanya hari itu khusus dipergunakan untuk membersihkan keramat 
yaitu kuburan-kuburan tua daripada leluhurnya, terutama di tempat 
pemukiman yang pertama dimana Empat Perdana bertemu dahulu yang 
disebut Ulapokol. Ziarah ini amat penting dan biasanya yang memimpin 
adalah Raja Hitu Lama 

4.1. 4. Pranata Po[itik._ : 

Pranata yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia dalam mengatur 
dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. 
Misalnya tanah yang diberikan raja kepada panglima perang dan lain-lain 
karena berjasa mengusir musuh, menjaeli milik perorangan. Hal semacam ini 
tidak ada di Hitu. pemerintah adalah penguasa tanah eli mana rakyat hanya 
mempunyai hak milik dan hak pakai (UUPA tahun 1960). Perlu 
ditambahkan di sini bahwa hak pemakaian tanah di Hitu diatur oleh raja 
dan saniri negeri. Kewajiban para pemakai tanah dan para penggarap adalah 
menyerahkan hasil panen ataupun berupa uang. lni menjadi hak negeri, 
dimasukkan dalam Kas N egeri (Des a). Selain untuk digarap, juga tanah 
untuk tempat tinggal, misalnya ke,eada orang pendatang di patuanan 
negeri/desa. Kepada pihak kepolisian lPOLRI) juga diberikan tanah untuk 
asrama. Mengenai hal ini memang ada imbalan tetapi ini bersifat adatis, 
artinya berfun9si mengembalikan keseimbangan, sebab ada 
evenwichtvertoring lgangguan terhadap keseimbangan magis). 

4.1.5. Pranata-prarwta sosiaf yang fain seperti tanali-tana/1 pek_u6uran : 

Tanah-tanah pekuburan berasal dari tanah yang sudah diusahakan oleh 
penduduk asli namun telah direlakan penggunaannya bagi pekuburan. 
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4 .1. 6. Pranata yang acfa fiufnmgannya tfen.gan J-{uk_um Jtcfat c£a!am fiaf pengua.5aan 
tanafz : 

Pemerintah dan Saniri Negeri menguasai tanah-tanah negeri atau tanah 
Persekutuan Hukum. Kedudukannya adalah sebagai aparat adat dimana raja 
(Kepala Desa menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979), adalah Kepala 
Persekutuan Hukum Adat. Raja berwenang menjaga tanah petuanan atau 
tanah negeri, mengawasi tanah-tanah yang diperusah (diusahakan) oleh anak 
negeri (penduduk asli) maupun tanah-tanah yang diusahakan oleh 
orang-orang pendatang. Begitu pula ia mengawasi penggunaan tanah bagi 
keperluan peribadatan dan sebagainya, sebab tanah-tanah itu adalah tanah 
negeri. Tanah baileo, pekuburan dikuasai pemerintah negeri atau kepala desa 
atau raja dan saniri negeri. 

4.2. BEHTUK PEHCUASAAH TAHAH PADA PRANATA MASINC-MASINC 

4 .2.1. Pada Pranata 'J(ekfra6atan 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini berupa tanah usaha yaitu 
tanah yang diperusah ole suatu keluarga. Ada juga bentuk yang lazim di 
Maluku Tengah yaitu tanah dati. Tanah dati ini biasanya dikuasai oleh 
sejumlah anggota keluarga yang terikat dalam kinship (kekerabatan) yang 
terbesar adalah soa 

Apabila suatu saat t idak ada lagi ahli waris, maka tanah kembali 
kepa,da negeri (desa), dan ini dikuasai oleh desa. Hasilhasilnya kemudian 
digunakan bagi kepentingan desa Biasanya panen atas dusun dati dilelang. 

Tentang masalah dati di desa Hitu masih merupakan problem 
tersendiri. Dari hasi! penelitian jelas bahwa tanah-tanah dati yang kini 
dikuasai oleh keluarga-keluarga tidak terdaftar dalam Register Dati sesuai 
Staatsblad 1814. Bahkan ada kecendrungan masing-masing keluarga dati 
mengangg ap dirinya adalah pemilik tanah. Hal ini jelas dari kasus yangs 
edang dipersengketakan di Pengadilan Negeri, dimana tanah dati di jual 
kepada pihak ke dua dalam hal ini K.ABID PMU untuk tempat membangun 
gedung SMP Hitu. 

4.2 .2. Pada Pranata 'E/(pnomi : 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ekonomi adalah hak guna 
usaha, baik bagi penduduk asli Hitu maupun penduduk pendatang. Dalam 
mengusahakan tanah tidak diperkenankan menanam tanaman umur panjang 
seperti cengkih, Pala, kelapa dan sebagainya 
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Bagi pendatang, dulu ada semacam imbalan. Sekarang hal ini hampir 
tidak ada lagi. Yang penting penduduk pendatang harus turut menjaga 
keamanan, keseimbangan magis, relegius, kerja bakti dan sebagainya 

4.2.3. Pada Pranata 'l(efigi : 

Bentuk penguasaan tanah adalah pada pranata religi bermacam 
sifatnya. bagi mesjid, tanah mesjid telah menjadi milik mesjid, karena telah 
diserhakan penuh oleh pemerintah dan saniri negerL 

Di Hitu, penggunaan tanah untuk Gereja-Gereja baik Protestan, 
Katolik maupun Sidang Jemaat Allah bersifat sementara, namun tidak 
terbatas. Pengurusan tanah, penguasaan tanah yang dilimpahkan kepada 
lembaga-lembaga agama (selain Islam) dilaksanakan secara baik. 

Untuk kuburan-kuburan tua dan keramat, penguasaan tanah adalah 
oleh negeri/desa. Untuk pekuburan Islam dan Kristen, tanah-tanah berada 
dibawah pengawasan dan penguasaan lembaga- lembaga agama 

4.2.4. Pada Pranata Pofitif( : 

Karena di Hitu Pranata Politik kini tidak ada lagi, maka bentuk 
penguasaan tanahnya tidak ada lagi. 

4.2.S. Pada Pranata Sosialyang fain : 

Bentuk penguasaan tanah adalah pemanfaatan untuk maksud 
pengunaan tanah seperti, untuk kuburan dan sebagainya 
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4.2.6 . Pacfa Pranata yang ada fiufmnJJan~a iengan :Hu/(um Jlia t seperti tanah 
untuf( f(u6uran tua, fi!ramat, 6aifeo, fientu penguasaan tanafi aia[afi. pemifif(an 
ofefi Persef(utuan :Huky.m aafam fi.a[ ini o 'JVpafa 'Desa atau Pemerintafi. 'Nf_geri 
atau 1\pja ian Saniri 'Nf_geri . Menumt ad"at ai "ifesa ini Persef(utuan :Huky.m 
iafam fia[ ini 'l(aja atas nama Persefc.utuan :Hufc.um 6erf(uasa atas tanafi . Suiah 
tentu raja aafam segafa tinaaf(an yen.guasaan tas tanafi itu sefa{u fiarus 
6ermusyawa:afi untu_f(_ meniapatk_an mujafc.at. ien.gan .saniri negeri. Ia 6er~ 
atas persetu;uan sanm negen untufc. mem6enf:.pn se6id"an.g tanah 6ag1 f!.eruluiuk._ 
penaatan,q guna aiusahak_7m. Pengsafiaan tanafi ini mengaf(ibat/(pn 6cihwa yang 
mengusalui'kpnnya. 'Bifa suatu saat ia tiiaf( fagi men.gusahafc.annya, maf(a ""tarii1l1 
terswut k!m6a[i. f(epatfa Persek.':-tuan :Huky.m. Jug~ apa6ifa pengll!ahaan ta;wft 
mefanggar syarat-s!Larat yang d'ttentuk.fln, maf(a ra;a ifapat menan!( k§m6ali tanafi 
tfari yang mengusihaf:.pnnya. 



BAB V 
POLA PEMILIKAN TANAH 

Di desa Hitu tidak eliakui hak-hak yang berdiri sendiri atas tanah 
negeri (tanah Persekutuan Hukum) dalam tangan kelompok- kelompok atau 
individu-individu. Dalam hukum adat hanya dikenal satu subjek sebagai 
pemegang hak-hak atas tanah yaitu negeri/desa atau Persekutuan Hukum. 
Yang ada hanyalah hak-hak erfelijk gebruiks yang tidak pernah dapat 
menjadi suatu hak atas tanah yang berdiri sendir i dari yang bersa:agkutan 
(inl an dsch bezitrecht atau hak milik pribumi). Ia hanya memiliki apa apa 
yang di tanamannya atau apa yang ia usahakan eli atas tanah itu. Sementara 
t anah itu me nurut anggapan masyarakat di situ tetap menjadi milik 
(eigendom) negeri (Hollemann, hal 85). 

Hak ulayat adalah hak negei/desa atau Persekutuan Hukum terhadap 
seluruh petuanannya. Hollemann (hal.84) menggunakan istilah ulayat yang 
diidentikkan dengan istilah beschikkingsreht. Istilah beschikkingsrecht ini 
telah dipakai oleh para peneliti terdahulu antara lain van Hoevell, Sieburg 
dan lain-lain. 

Hak ulayat tidak sama dengan beschikkingsrecht ataupun hak milik 
(recht van eigendom ) meskipun merupakan hak atas tanah karena tidak 
merupakan suatu hak kekayaan seperti eigendom. Perbedaan ini ternyata 
paling besar kalau kita bandingkan hubungan hukum negeri/desa atau 
Persekutuan Hukum dengan petuanannya dan hubungan yang sama terhadap 
milik -miliknya yang nyata seperti Gereja, Mesjid, Baileo, Sekolah dan 
sebagainya. Hubungan terakhir dapat elisebut hak milik dan dapat elikatakan 
bahwa negeri/desa sebagai Persekutuan Hukum merupakan pemilik. 
Hubungan yang pertama lain sekali. 

Orang pribumi di negeri/desa Hitu tidak dapat membayangkan bahwa 
petuanannya merupakan obyek hukum, seperti rumah Gereja, atau Baileo, 
elimana sebaliknya negerildesa merupakan subjek hukum. Petuanan dan anak 
negeri merupakan komplemen masing-masing dalam pengertian negeri/desa 
Tanpa salah satu faktor, tidak dapat dibayangkan adanya negeri/desa atau 
Persekutuan Hukum dan hak ulayat itu. lni merupakan suatu manifestasi 
hidup dari Persekutuan Hukum· tersebut 

Jaeli dapat dikatakan bahwa di negeri/desa Hitu, hak ulayat itu 
sebenarnya merupakan cat dasar dari gambaran, sedang hak-hak lain atas 
tanah yang timbul merupakan warna-warna khusus eli atas warna dasar taeli. 
Hak ulayat selalu merupakan latar belakang dan dapat elikenal dari sebagai 
dasar dari semua hak khusus. 

l r ... (•l-"•,··•t' ' ,. l I ___ ' 'l) U ., . • ~ ... ~ . 

f :=·:. e!· t \-,r~t ~ ·'- . :. , ~ ... '· .:~t ," 1T1 

I 
l oi! \C a,:J • .. ;') 1 \· . j . -~·"" ~ 

. t·! a ;-~ h t: t:.\ r·u l;l . r~! ~ 65 



Semakin kabur hak-hak khusus, semakin menonjol, hak ulayat menampakan 
diri dalam keadaannya yang penuh (utuh). 

Hakekat hak ulayat dan bentuk manifestasinya 

Hakekat hak ulayat membawa serta bahwa anggota-anggota 
masyarakat dalam lingkungan hak ulayat itu tentu menghormati hak-hak 
yang diperoleh orang lain, dalam arti yang seluas-luasnya dapat memenuhi 
kebutuhan material mereka, jadi mereka mempunyai hak untuk membangun 
rumah di tanah ewang, menokok sagu di hutan, mengumpul buah-buahan 
atau hasil-hasil lainnya, berburu, mengambil kayu bakar, m.embuat sero atau 
menangkap ikan di meti. Hak-hak ini biasanya dimanfaatkan dengan 
sepengatahuan atau persetujuan dari raja dan saniri. Untuk setiap kegiata..'1 
diperlukan pemberitahuan atau izin baru. Di mana disiplin (untuk semantara 
waktu) menuru, orang sering tidak memberitahu atau meminta izin terlbih 
dulu. Hakekat hak ini secara logis mengakibatkan negeri/desa atau 
Persekutuan Hukum menghalangi orang luar untuk mengambil hasil dalam 
petuanannya, yang dalam arti 1 uas merupakan persedi aan makanan bagi 
anggota Persekutuan Hukum sendiri. Kalau diizinkan, maka orang luar itu 
pada umumnya harus membayar sejumla...~ uang sebagai ganti rugi (sebagian 
atau seluruhnya), dan ini merupakan pengakuan orang luar terhadap hak ini. 

Pengasingan tanah negeri tidak diperkenankan karena bertentangan 
dengan adat. Bahwa penjualan tanah yang diizinkan dan kontrak tanah 
lainnya dibuat dihadapan raja dan saniri negeri. Penjualan hanya terjadi 
dengan persetujuan saniri negeri. Ini menunjuk atau mengisyaratkan bahwa 
ada pengawasan ekonomi dari negeri/desa atau Persekutuan Hukum dan ii 
merupakan akibat dari hak ulayat. 

Mengenai Pola Pemilikan Tanah di Hitu ada dua hal yang perlu 
diperhatikan : 

1 ). Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah 

2). Bentuk Pemilikan tanah. 

ad. 1. Pranata -pranata sosial yan9 berlalru dalam pemililrttn land : 
> a. Pranata Kekerabatan 

Telah dijelaskan bahwa dimana hak-hak khusus tidak menonjol maka 
hak ulayat menampakkan diri sepenuhnya (utuh). Tanah dati di Hitu sesuai 
Register Dati tahun 1914 untuk pulau Ambon tidak ada 
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Namun ada semacam dati menurut pemahaman masyarak at desa 
Hitumeswsing yaitu tanah-tanah yang pernah diusahakan di mana di atasnya 
masih ada tanaman umur panjang. Menurut hukum adat maka tanama..'1 dan 
apa yang diperusah adalah milik keluarga, individu yang mengusahakan. 
Tetapi sesuai sifatnya, maka tanah dati adalah tetap milik negeri/desa atau 
Persekutuan Hukum. 

Pada kenyataannya tanah-tanah dati di Hitumessing kini dapat 
diasingkan. Dar i hasil penelitian jelas bahwa raja atau kepala desa 
memperkenankan pengasingan tanah dati (dijual dan sebagainya) seolah-olah 
dati itu milik keluarga atau individu yang mengusahakann ya. In i jelas 
berbeda dengan dati pada umumnya 

Tanah dati adalah milik negeri/ desa atau Persekutuan Hukum 
sehingga tidak dapat dihilangkan atau onvervreemaboar. Di atas tanah dati 
orang-orang yang berhak atas dati menjalanka.1 kekuasaannya yang khusus. 
tentang tanah ataupun dusun dati oleh pemerintah tidak dibuat 
undang-undang. 

Kekuasaan pemakaian dan pembangunan atas tanah ataupun dusun 
dati menurut adat istiadat lazim dipakai sejak purbakala 

Menurut pasal 67 S 1824/l9a maka tanah ataupun dusun dati dapat dijual 
dengan mengadakan surat penjualan di hadapan pemerintah negeri (raja) 
atau saniri negeri dan disahkan oleh Contraieur (HPB, KPS atau Camat 
kemudian). Akan tetapi menurut hukum adat y.:>.ng berlaku, ha: penjualan 
tanah dati itu tidak diluaskan/diperbolehkan sama sekali. Walaupun S 
1824/l9a membolehkan penjualan tanah datiataupun dusun dati namun 
sejak dulu belum pernah terjadi penjualan dimaksud (eli pulau Ambon dan 
Lease). Tanah dati atau dusun dati hanya boleh disewakan atat: digadaikan 
tetapi harus melalui prosedur adat (sepengetahuan da..'1 pengakuan raja dan 
saniri negeri). 

Peristiwa penjualan tanah dati di Hitumessing sangat boleh jadi 
berpegang pada pasal 67 S 1824/l9a itu, walaupun untuK Hitu sendiri 
(Hitulama dan Hitumessing) tidak ada Register Dati seperti disyaratkan bagi 
pulau Ambon dan Lease . Yang ada ialah tanah- tan ah garapan yaitu 
bidang-bidang tanah di mana tumbuh pohon sagu, kelapa, cengkih, pala dan 
pohon-pohon berguna lainnya Bidang tanah ini merupakan kantung-kantung 
yang dinamakan dusun. Karena tanah dan dusun ini dirawat sekedarnya dan 
diatasnya diadakan penanaman baru atau tambahan sekedarnya, maka ini 
disebut tanah garapan. Kalau dusun merupakan tanaman /pohon umur 
panjang seperti kelapa, cengkih, pala dan sebagainya, maka kebun berisi 
tanaman umur pendek seperti pisang, ubi kayu, sayur dan sebagainya 

67 



Juga rumah dan kintal atau sero dan perahu menjadi warisan yang 
tidak dibagi. lni disebut pusaka. Di antara tanah garapan, maka tanah dati 
memegang peranan. Di Hitu tanah garapan ini merupakan bidang-bidang 
tanah yang luas seper t i di negeri/desa Is lam pada umumnya di pulau 
Ambon. Di negeri/desa Kristen, tanah ini berkeping-keping dan dibagi dalam 
kaveling-kaveling. Perlu di catat bahwa tanah-tanah yang digarap itu adalah 
tan ah Pers eku t uan Huk um . Jadi anak negeri m endapat h ak untuk 
menggarapnya. Orang luar juga mendapat izin dengan imbalan yang sesuai. 

b. Pranata Ekonomi 

Bagi anak negeri, maka baik tanah dati ataupun dusun dati dan 
tanah-tanah garapan lainnya adalah untuk kebutuhan primernya secara 
ekonomis. Di sini ada yang menanam kebun, ada yang mengusahakan dusun 
sero dan sebagainya. lni berguna bagi pemenuhan kebutuhan sendiri dan 
selebihnya dijual untuk orang lain. Bagi para pendatang atau orang luar, 
juga tanah- tanah ini diperkenankan untuk diperusah/digarap. Hasilnya tentu 
berfungsi ekonomis pula. 

Dari orang luar yang mendapat izin untuk menggarap, biasanya ada 
sejumlah uang yang diwajibkan baginya sebagai imbalan atau ganti rugi. 

c. Pranata Religi 

Biasanya sebelum membuka tanah dan sebagainya ada semacam 
upacara di mana tuan tanah (berbeda dengan tuan tanah di Jawa yang 
sifat nya feodali st is) yang memegang kendali dalam upacara. Biasanya 
doa-doa untuk menghormati para leluhur atau nenek moyang. Tanah juga 
diberikan oleh Persekutuan Hukum untuk tempat pekuburan, rumah ibadat 
seperti Mesjid, Gereja dan sebagainya. 

Di desa Hitu tanah untuk beberapa Gereja (Protestan, katolik, Sidang 
J umat All ah ) diberikan untuk digunakan dengan sejuml ah imbalan. 
Pemilikan dan penguasaan tanah bergeser dan beralih ketangan Gereja-gereja 
dan sebagainya. J uga bagi Mes jid- mes jid. Khusus untuk Mesjid, hak 
penguasaan ini lambat laun bergeser kearah pemilikan yang sifatnya religius, 
walaupun tanah tetap dikuasai oleh negeri/desa. 

> d. Pranata Politik 

Sudah dikatakan bahwa Persekutuan Hukum adalah pemilik dan 
seklaigus penguasa atas tanah. sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu 
Undang-Undang No.5 tahun 1960, maka pemerintah adalah penguasa tanah 
di mana rakyat hanya mempunyai hak milik dan hak pakai. 
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· Sesuai dengan hakekat hak ulayat maupun esensi UUPA maka 
Raja/Kepala Des a dan Saniri N egeri mmeberikan tanah-tanah tertentu 
kepada mereka yang berjasa untuk digarapnya dan menjadi miliknya. Di 
desa Hitu pada jaman dulu hal ini ada, namun dewasa ini tidak lagi 
diadakan. Bagi mereka yang telah memperoleh tanah karena jasa-jasanya 
dahulu tetap menjadi miliknya yang digarapnya sampai saat ini. 

Banyak kali pemberian tanah ini terjadi untuk orang-orang pendatang 
atau orang luar yang berjasa keamanan persekutuan Hukum, turut 
berperang melawan musuh dan sebagainya. Bagi anak negeri atau pribumi 
desa Hitu, pemberian ini tidak lazim. 

Para pendatang atau orang luar seperti suku Buton dan suku Kei yang 
mendiami petuanan negeri hitu, selama mereka mematuhi ketentuan hukum 
adat dan adat istiadat, mereka diperkenankan terus bermukim dan 
menggarap tanah. Dalam hal menggarap tanah tentu ada imbalan sekedarnya 

Untuk memilih raja atau Kepala Desa, maka sesuai adat Hitu, para 
pendatang tudak turut memberi suara (tidak punya hak pilih baik aktif 
maupun pasif) . Hal ini meng in gat status negeri/desa Hitu sebagai 
Persekutuan Hukum Adat (Desa Adat atau Negeri Adat). 

lld.2 . Benfu/( Pemi/i/(tln Tt1nt1lt pt1dtl prt1nt1ft1 mt1sin9·mt1sin9 : 

a. Pranata Kekerabatan 

Tanah dati/dusun dati menjadi milik keluarga atau individu sekalipun 
selama ia hidup. Hanya saja tanah dati itu tidak dapat diasin9kan terutama 
dijual. Apabila keluarga yang menggarap itu tidak ada lagi (lenyap), maka 
dusun dati itu menjadi dusun dati lenyap. Dalam hal semacam ini maka dati 
itu kembali kepada negeri/desa atau Persekutuan Hukum. 

Di Hitu hal ini rupanya agak berbeda seperti telah diuraikan lebih 
dulu di bagian depan . Mereka yang menggarap tanah ulayat, dalam 
prakteknya di Hitu dewasa ini menjadi pemilik. Hal ini nyata dari penjualan 
tanah dati untuk pihak luar. Ini diperkenankan oleh raja dan saniri negeri 
Hitumessing. 

Mengenai kebun dan dusun yang diperusah, sampai saat ini menjadi 
milik penggarapnya. Juga sero di !aut. Tetapi tanahnya sebagai tanah ulayat 
tetap dikuasai oleh Persekutuan Hukum. 
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> b. Pranata Ekonomi 

Bagi mereka yang menggarap tanah untuk kebun, dusun dan 
sebagainya maka tanah itu tetap berfungsi ekonomis. Pemilikan terhadap 
tanaman dan usaha ada pada penggarap. Akan tetapi tanah tetap menjadi 
milik Persekutuan Hukum dan di kuasai oleh Persekutuan Hukum dalam 
hal ini raja dan saniri negeri. 

Ada orang luar yang membe:i tanarnan dalam dusun cengkih atau pala 
atau kelapa. dalam hal semacam ini maka ia hanya memiliki tanaman. 
Tanah tetap menjadi milik Perse;cutuan Hukum dan tetap :likuasainya 

Ada pula orang luar yang menanam tanaman umur panjang seperti 
cengkih, pala, kelapa dan sebagainya di dalam tanah ulayat dengan izin 
(persetujuan) raja dar. sar.1ri negeri. Dalam kasus ini maka tanaman diatas 
tanah adalah menjadi miliknya, tetapi tanah yang diperusah tetap menjadi 
hak dan milik Persekutuan Hukum. Ada pula yang dengan ganti rug i 
tertentu memperoleh hak untuk menggarap dan memiliki sekaligus. Hal ini 
jelas di wilayah Telaga Kodok daerah ulayat negeri/desa Hitu. 

c. Pranata 'lif:Ligi 

MengP.:-J.ai pranata ini maka Mesjid mendapatkan prirelege sebab Hitu 
adalah negP.ri/desa adat yang penduduknya beragama Islam atau desa Islam. 
Tanah untuk Mesjid selanjutnya menjadi milik Mesjid, namun penguasaan 
tet"l- ada pada negeri/desa 

Untuk Gereja-Gereja masalahnya menjadi lain. Tanah diberikan dengan 
sejumlah gant i rugi sebagai imbalan. Dalam keadaan seperti ini, maka 
pemilikan dan penguasaan bergeser kepada Gereja-Gereja tersebut. Dalam 
keadaan seperti ini, imbalan tadi sudah menjadi alasan untuk pemilikan 
tanah. Karena itu proses untuk mendapatkan surat-surat atau sertifikat, 
dapat diteruskan sesuai hukum yang berlaku. Jadi bentuk pemilikan yang 
khas adat terhadap tanah-tanah yang diatasnya didirikan gedung-gedung 
Gereja tidak ada 

I Pranata Po(itif;,_ 

Pola pemilikan tanah pada pranata politik tidak menonjol. Kalau dulu 
memang ada, namun tidak bisa dikatakan bahwa itu khas pranata politik 
pada dewasa in i. Kedudukan pola pemilikan tanah dalam pranata politik 
belum diakui secara nyata. Begitu pula peranan dan kedudukan raja dalam 
pranata tersebut dewasa ini t idak jelas, walaupun kedudukan dan peranan 
raja dalam masyarakat Hitu marupakan pengakuan sosial (recognized by the 
society). · 
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BAB VI 

POLA PENGGUNAAN TANAH 

6.1. PliAHATA·PiiAHATA SfJSIAI. YAHC 8Eiii.AKU DAI.Aitf PEHCCUHAAH 
TAN AN 

a. Pranata Kekerabatan 

Tiap-tiap keluarga, individu mempunyai hak untuk menggunakan 
tanah yaitu dengan jalan menggarap, mengusahakan seperti untuk kebun, 
dusun dan sebagainya. Apabila keluarga dan individu itu lenyap seluruhnya, 
maka tanah yang digunakannya untuk kebun, dusun dan sebagainya kembali 
kepada Persekutuan Hukum. 

Dalarn hal pewarisan, maka para ahli waris terhadap dusun dan 
lain-lain itu tetap menggunakan tanah yang telah digarap itu. Tentu saja 
mereka harus mengindahkan hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di 
Hi tu. Mengenai sero yang demikian juga halnya sejauh tetap terpelihara 
dalarn arti tetap memberikan fungsinya 

b. Pranata Ek.onomi 

Sehubungan dengan pranata kekerabatan, maka penggunaan tanah 
pada pranata ekonomi adalah merupakan akibat logis bahwa ia berfungsi 
ekonomis bagi mereka yang menggunakannya. Hasil kebun, hasil dusun 
seperti cengkih, pala, kelapa, hasil sero seperti ikan, diperuntukan bagi 
kebutuhan sehari-hari maupun untuk dijual bagi masyarakat 

Pola penggunaan tanah dalarn pranata ekonomi adalah tetap penting 
menyangkut kebutuhan masyarakat yang primer atau basic human needs 
dari masyarakat. Penggunaan tanah untuk keperluan pasar merupakan 
kebutuhan yang penting. Tanah untuk pasar disediakan secara cuma-cuma 
Pasar bagi negeri Hitu cukup berarti karena mendatangkan income bagi 
negeri tersebut. Juga penggunaan tanah untuk parkir kenderaan. lnipun 
memberikan penghasi lan atau income negeri. Bagi para penggarap yang 
berasal dari luar, dikenakan imbalan yang kesemuanya income negeri 
negeri/ des a. 

c. Pranata Religi 

Tanah-tanah yang digunakan untuk kerarnat, kuburan dan lain- lain 
sejenis itu, dikuasai oleh Persekutuan Hukum. Di samping itu, ada tanah 
yang digunakan untuk peribadatan negeri Mesjid-mesjid, Gereja-gereja dan 
sebagainya 
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Tanah untuk Mesjid-mesjid menjadi milik Mesjid tetapi dikuasai 
Persekutuan Hukum. Tana h yang digunakan bagi pembangunan 
rumah-rumah Gereja yang lama-kelamaan melalui prosedur hukum yang 
berlaku menj adi milik Gereja. Selanjutnya dikuasai Gereja. Ini semuanya 
dengan persetujuan raja dan saniri negeri. 

d. Pranata Politik 

Penggunaan tanah dalam pranata politik hampir tidak ada Dalam 
rangka pembangunan, maka untuk Puskesmas, diberikan tanah secara 
cuma-cuma. Juga untuk Sekolah Dasar, untuk asrama dan kantor POLRI 
sektor Hitu. 

Bagi LKMD, LMD sampai saat ini belum ada tanah untuk digunakan 
bagi gedung kantor. Tempat-tempat dakwah dan pertemuan umum, belum 
didirikan. Tanah untuk hal-hal itu menurut raja dan saniri negeri pada 
waktunya akan diberikan secara cuma-cuma untuk digunakan. 

J uga tanah untuk upacara-upacara umum disediakan. Selain itu tanah 
un t uk W.C, untuk cuci dan mandi disediakan untuk digunakan bagi 
kepentingan umum. Untuk kantor negeri/desa juga, apabila akan di bangun 
gedungnya, maka tanah disediakan cuma-cuma. Tanah untuk bai lee juga 
sama halnya 
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BAB VII 

ANA LIS A 

1.1. POLA PENGfiASAAN, Plltfll/KAN DAN PENGGfiNAAN TANAH SECAHA 
THADIS/ONAl 

7.1 .1 Po[a Pengu.asaan : 

Pola penguasaan tanah eli desa atau negeri Hitu, sejak dulu hingga 
sekarang, pada umumnya dapat dikatakan tiak berubah secara prinsipial. 
Masyarakat pada umumnya mematuhi kaidah-kaidah yang secara 
turun-temurun dipertahankan dan elihormati. Hal ini dapat elipahami karena 
penduduk asli des a Hitu, l 00 % beragama Islam, sehingga norma-norma 
agama memperkuat ketaatan dan kepatuhan warga masyarakat desa Hitu. Di 
sini ada nampak pengaruh ajaran receptio in complexu 

Pengaruh ini nampak dalam pranata-pranata sosial, seperti 
kekerabatan, pranata ekonomi, seperti kewang, sero, sasi{ pranata religi 
seperti pen¥ediaan tanah- cuma-cuma untuk rumah ibadah Mesjid, bahkan 
juga Gereja), pranata politik seperti tanah yang eliberikan kepada orang yang 
berjasa membela keamanan desa (negeri), pranata yang ada hubungan dengan 
Hukum Adat seperti tanah untuk baeleo. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata masing-masing juga tidak 
mengalami perubahan yang berarti. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata kekerabatan berupa tanah 
usaha. bentuk yang lazim adalah dati. Bila suatu saat keluarga atau ahl i 
waris dati menjaeli lenyap, maka tanah kembali kepada persekutuan Hukum 
Dati tersebut elisebut dati linyap. 

Khusus mengenai tanah dati ataupun dati masih ada problem yang 
menunjukkan kecendrungan yang negatif. Penelitian membuktikan bahwa 
tanah-tanah dati yang kini elikuasai oleh keluarga- keluarga eli Hitu, ternyata 
tidak terdaftar dalam Register Dati sesuai Staatsblas 1814. Kecendrungan 
negatif yang dimaksud diatas adalah bahwa kini keluarga-keluarga yang 
menguasai tanah-tanah dati, telah menjual tanah dati, pada hal hukum adat 
setempat melarangnya. mereka hanya berhak menjual dusun dati, tetapi 
tanahnya tidak boleh dijual, sebab tanah tersebut adalah milik persekutuan 
hukum adat Hitu (Kasus penjualan tanah dati untuk Kabid PMU Kanwil 
Depdikbud Propinsi Maluku untuk lokasi gedung SMP Negeri). 
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Dapat dikatakan bahwa yang menguasai bertindak seolah-olah pemilik. Di 
sini jelas bahwa pengaruh hukum adat tanah di Hitu (dalam kasus ini ) 
mulai melemah. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ekonomi hanya semata- mata 
untuk diperusah (s ama sepert i hak guna usaha pada UUPA). Dalam 
mengusahakan tanah, tidak diperkenankan untuk menanam tana."T!an umur 
panjang bagi penduduk pendat ::.ng. Bagi penduduk pendatang dalam 
mengusahakan tanah, dahulu ada semacam imbalan. Sekarang imbalan 
tersebut tidak ada lagi. Juga dalam hal menangkap ikan dan sebagainya di 
laut. Yangpenting penduduk pendatang harus turut menjaga keseimbangan 
magis relegius kerja bakti dan sebagainya 

Pada pranata religi misalnya, tanah untuk Mesjid telah menjadi milik 
Mesjid, begitu pula untuk Gereja. Hanya saja penguasaan untuk Gereja 
masih bersifat sementara. Tanah-tanah untuk kuburan-kuburan tua dan 
keramat, penguasaannya adalah oleh negeri/desa. Untuk pekuburan Islam 
dan Kristen penguasaan dan pengawasan adalah ditangan lembaga-lembaga 
Agama 

7.1.2. Pola Pemilikan : 

Di negeri Hitu tidak diakui hak-hak yang berdiri sendiri atas tanah 
negcri yaitu tanah persekutuan hukum dalam tangan individu ataupun 
k elom pok-kelompok.l Dalam hukum adat di Hitu, hanya persekutuan 
hukum lah yang menjadi subjek atau pemilik tanah. Yang ada hanyalah 
hak-hak erfelijk gebruiks. Hak-hak ini tidak bisa menjadi suatu hak atas 
tanah yang berdiri sendiri dari yang bersangkutan (inlandsch bezit srecht 
yaitu hak milik pribumi). Individu atau kelompok hanya memiliki apa yang 
ditanamnya 

Menurut Hollemann (hal.55), masyarakat menganggap tanah menjadi milik 
(eigendom) negeri. Hak ulayat adalah hak negeri/desa atau persekutuan 
hukum terhadap seluruh petuanannya (Hollemann menggunakan istilah 
beschikkingsrecht, hal.84). Hak ulayat tidak sama dengan beschikkingsrecht 
atau recht van eigendom, meskipun merupakan hak atas tanah, karena tidak 
merupakan suatu hak kekayaan seperti eigendom. Desa atau negeri sebagai 
persekutuan hukum merupakan milik atas tanah negeri. Ada perbedaan 
ant ara hubungan persekutuan hukum dengan tanah persekutuan hukum 
atau tanah negeri dan hubungan negeri atau desa dengan milik-miliknya 
yang nyata seperti Mesjid, Gereja, Baeleo, dan sebagainya. Hubung~ yang 
terakhir dapat disebut hak milik dan dapat dikatakan bahwa negen/desa 
sebagai persekutuan hukum merupakan pemilik. Hubungan yang pertama 
berbeda dengan kedua 
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Orang pr ib u mi atau penduduk asli negeri Hi t u suli t m em bayangkan 
bagaimana pet uanannya merupakan obyek hukum seperti rumah Gereja, 
Baeleo dan sebagainya dimana sebaliknya negeri/desa merupakan subyek 
hukum. 

Petuanan dan penduduk asli (pribumi) adalah komplemen negeri/desa 
Tanpa salah satu faktor maka sulit. Kita bayangkan adanya negeri/desa atau 
persekutuan hukum dengan hak ulayatnya itu. Ini adalah wujud nyata dari 
persekutuan hukum. 

Hak ulayat sebenarnya adalah cat dasar dari lukisan, sedang hak-hak 
lain atas tanah merupakan warna-warna khusus di atas cat dasar tadi. 
Semakin menonjol hak ulayat semakin menjadi kabur hak-hak khusus itu. 
Dimana tidak ada hak khusus yang menonjol, di situ hak ulayat nampak 
dalam keadaannya yang penuh dan utuh. 

Hakekat hak ulayat dan bentuk manifestasinya dapat diterangkan sebagai 
berikut : Hakekat hak ulayat membawa serta pengertian bahwa anggota 
masyarakat dalam lingkungan hak ulayat dalam arti yang luas dapat 
memenuhi kebutuhan mater ialnya, umpama membangun rumah di atas 
tanah ewang, menokok sagu di hutan, mengumpul buah- buahan dan hasil 
hutan lainnya, berburu, mengambi l kayu api, membuat sero di !aut, atau 
menangkap ikan di meti dan sebagainya. Semuanya ini dengan persetujuan 
raja dan atau saniri neger i. Hakekat daripada hak ini ialah menghalangi 
pendatang memasuki petuanan, yang dalam arti luas merupakan persediaan 
makanan bagi persekutuan hukum. Orang luar harus membayar sejumlah 
uang sebagai ganti rugi (sebagian atau seluruhnya) baru mengambil hasil 
dalam petuanan. Disini jelas ada pengakuan pihak luar terhadap hak ulayat 

Mengasingkan tanah negeri dilarang, sebab bertentangan dengan 
hukum adat di Hitu. Penjualan tanah yang diizinkan dan kontrak tanah 
dibuat di hadapan raja dan saniri negeri. Penjualan hanya dapat dengan 
persetujuan saniri negeri. Jadi ada pengawasan ekonomi dari negeri /desa atau 
persekutuan hukum dan ini merupakan akibat dari hak ulayat 

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pola pemilikan tanah di 
Hitu yaitu : 

1). Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah 

2). Bentuk pemilikan tanah 

r ----!:::-~·----::-----, 
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Mengenai pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah 
dapat disebutkan : pranata kekerabatan, pranata ekonomi, pranata religi, dan 
pranata politik. Juga dalam bentuk pemilikan tanah, maka masing-masing 
pranata berbeda-beda Ada satu hal yang menonjol disini yaitu tentang tanah 
untuk mesjid, baeleo an gereja. Dalam hal tanah dan mesjid dan baeleo 
maka persekutuan hukum tetap sebagai pemiliknya. Bagi rumah gereja, 
tanahnya diperoleh dengan sejumlah ganti rugi atau imbalan. Disini kita 
lihat bahwa pemilikan bergeser dari persekutuan hukum kepada gereja-gereja 
Dalam keadaan seperti ini, imbalan atau ganti rugi tadi sudah menjadi alasan 
yang kuat untuk proses mendapatkan surat-surat seperti sertifikat. Bentuk 
pemilikan yang khas seperti untuk mesjid dan baeleo tidak berlaku pada 
tanah-tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki gereja-gereja eli Hitu. 

7.1.3 . Pofa Penggunaon : 

Dalam pola penggunaan tanah secara tradisional, maka perlu secara 
khusus diperhatikan pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan 
tanah yaitu pr anata kekerabatan , pranata ekonomi, pranata re li gi dan 
pranata politik. 

Pada pranata kekerabatan, maka tiap individu, keluarga, kelompok 
mempunyai hak untuk menggunakan tanah negeri/desa atau persekutuan 
hukun1. Mereka berhak menggarap, membuka kebun/ladang, dusun dan 
sebagainya Selama mereka aktif mengusahaknnya maka persekutuan hukum 
men9hormatinya. Akan tetapi apabila tidak ada aksi di atas nya lagi (actie 
loos) maka tanah kembali kepada persekutuan hukum. Juga berlaku bagi 
sero di laut. Bila individu atau keluarga atau kelompok mewariskan, maka 
hal itu beralih kepada pewarisnya. Bila mereka lenyap, maka tanah dan 
hasil-hasilnya juga sero yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh negeri/desa 
Jadi tanah dan hasilnya, sero dan hasilnya kembali kepada persekutuan 
hukum. Pada pranata ekonomi : 

Penggunaan tanah berfungsi ekonomis pu la bagi mereka yang 
menggunakannya. Hasil-hasil kebun seperti ubi, cengkih, kelapa dan 
·sebagainya berguna bagi kebutuhannya. Di samping itu, tanah persekutuan 
dipakai untuk pasar, tempat parkir mobil dan sebagainya. Semua ini berguna 
untuk menambah income negeri/desa 

Pada pranata religi : Tanah-tanah untuk keramat, kuburan tua, tanah 
makam dikuasai oleh persekutuan hukum. Jadi penggunaan tanah 
pers ekutuan hukum untuk itu berada di tangan negeri/desa atau 
persekutuan hukum. Tanah untuk mesjid dan tanah untuk mesjid dan 
gereja-ger~ja. Pada umumnya tanah negeri Hitu untuk mesjid merupakan ciri 
khas satu negeri/desa Islam. 
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Bagi gereja-gereja, penggunaan tanah negeri/desa, biasanya didahului dengan 
pembayaran imbalan atau ganti rugi dan bisa berlanjut menjadi milik.. 

Pada pranata politik : Dalam rangka ini maka yang menonjol adalah tanah 
untuk asrama POLRI Sektor Hitu, Kantor POLRI Sektor Hltu, untuk 
PUSKESMAS, juga disediakan tanah untuk digunakan, juga tanah untuk 
Sekolah Dasar, untuk Kantor Kepala Desa, disediakan tanah, juga bagi W.C. 
umum, mandi, cuci disediakan untuk digunakan bagi kepentingan umum. 

7.2. PtJlA PlH&UASAAH, PlM/liKAH DAN PlH&&UHAAN TAHAH SlTllAH 
ll~lAKUHYA UHDAH&·UHDAH& HtJ.S TAHUH 196() DAN 
UHDAH&·UNDAH& HtJ.S TAHUH 1979 TlHTAH& PlMl~IHTAHAH DlSA. 

7.2.1. Pow Pe:nguasaan : 

Nampaknya pengaruh Undang-Undang No.5 tahun 1960 dalam pola 
penguasaan tanah di negeri/desa Hitu tidak nyata dalam praktek. Yang 
nampak hanya penguasaan tanah oleh Pemerintah Negeri sebagai Kepala 
Desa yang diangkat sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1979. Ini 
sebenarnya ditopang kuat oleh kedudukannya sebagai raja. Kedudukannya 
sebagai raja. Keduduka raja adalah kuat sekali terutama dalam persekutuan 
hukum adat seperti negeri/desa Hitu. Raja sangat dijunjung dan dihormati. 
Hal ini dapat dimengert i bila dikaitkan dengan segi sejarah Empat Perdana 
Hitu. 

Pola pemilikan pun masih sangat kuat dikuasai adat, sehingga 
pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria tidak dapat ditarik satu benang 
merah yang tajam. Prona yang kini digiatkan, belum memasuki persekutuan 
hukum adat seperti negeri Hitu. Segalanya masih dikelola sesuai adat di 
ba wah wiba wa kuas raja dn saniri neg er i. Begitu pula dengan pola 
penggunaan tanah. 

7 . .3. KlSIMPfJ lAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan : 

a. Negeri Hitu sebagai persekutuan hukum adat, mas ih kuat berpegang 
pada adat dan kebiasaan yang berlaku. 

b. Negeri Hitu sebagai suatu negeri Islam, nampak sekali saling 
pengaruh antara agarna dan adat. 
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c. Hak-hak tradisional atas tanah baik penguasaan, pemilikan maupun 
penggunaannya masih kuat, walaupun ada kecendrungan warga 
negeri/desa untuk mengasingkan tanah. Di sini ada pengaruh tersarnar 
daripada belum dilaksanakannya Landreform dengan baik di Indonesia 
untuk negeri Hitu sarna sekali belum ada. 

d. Penguasaan persekutuan hukum atas tanah dan laut/meti masih kuat 

e. Pengertian dan praktek dati di negeri Hitu berbeda sekali dengan di 
negeri-negeri Kristen maupun negcri-negeri Islam seperti Batumerah, 
yang mengalami Registrasi Dati tahun 1814 dan 1824. Ada 
kecendrungan negatif climana tanah dati pernah dijual olen keluarga 
dati. Dati-dati di negeri Eitu tidak masuk Register Dati 1814 maupun 
1824. 

f. Perlu penelitian lebih lanjut setelah inventarisasi ini. 
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Rumah Dati , 55. 
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Sagu, 9. 

Sageru, 52 
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Sasi, 73. 

Sanin Adat, 30. 66. 
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Sapamole, 25. 
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Masing, 35. 

Nusahuul, 35. 

Tanah, 40. 35 

Tomu , 35. 

Starn, 32. 

Staatlosen Zustand, 60. 

Staatzustand, 60. 

Suang, 44. 

Tabang , 52. 

Tanuno , 11 . 

T 

Tanah H1tumessing, 11 . 13. 26. 33. 

Tanah Ewang , 37. 40. 

Tanah Ulayat, 40. 

Tanah ilnyap, 45. 

Tanah Dat1 il nyap, 45. 

Tanah Usaha , 63. 
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Tanah Pusaka, 37. 

Tahaleleea, 25. 

Tep1l , 15. 

Tifar, 52. 

Totohatu, 11. 33. 

Tubanbesi , 13. 

Tuan Negen, 32. 35. 37 . 42. 

Tulukabessy , 16. 
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Ulapokol, 62. 

Ulayat, 40 42. 43. 45. 46. 48. 

53. 57. 65. 66. 69. 71 . 74. 

Ujung Negeri, 52. 

Ul i, 32. 

Helawan, 53. 

Lima, 14. 22. 

Siwa, 14. 22. 



Upu, 33. 

Upu Aman. 22. 32. 57. 

Upu Latu, 38. 57. 

v 
Vermogensrecht, 46. 

Voeste Gronden, 39. 

w 
Waipoliti, 25. 

Wangsa. 16. 

Wawane , 8. 15. 

Wijk, 32. 34. 39. 

Zaman jadi, 26. 

Zoon po li ticon , 59. 

z 







·:~} 
" • C: ; 

o·- r' _ . 

'·-

... ~ 
.·--0 ....... . 



"' ' 

' 

., 

I Perpusta 
j Jendera 

3 

I 

I 


